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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak -
. Daerah dan RetnbuSI Daerah (Lembaran Negara v?v;“ .



. chubhk Indones1a Tahun 2009 Nomor 130 'l‘ambahan

| Lembaran Negara Republik Indonesxa Nomor 5049)
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- Pemérintahan Daerah - (Lembaran Negara Repubhk
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran | -

Negara Repubhk Indones1a Nomor 5679), | _ ) ]
Peraturan Pemerlntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang:'fi-: :

Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara"' "

Republik Indonesia ~ Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan '

Lembaran Negara Republik Indones1a Nomor 4502)

) sebagalrnana telah dlubah dengan Peraturan Pemenntahf
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang' i
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o Repliblik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan} .

. Lembaran Negara Republlk Indones1a Nomor 5340),
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- .:.‘Menterx Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentangj_>', "

o "v,“'Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

oo, Peraturan ‘Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008;’:?

vtentang Tata Cara Penatausahaan dan PenYU-Sunan S

Laporan | Pertanggung]awaban .B,en q ahara se rta’ ‘. SRR

R 21 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 32 Tahun 201 1 R

o tentang Pedoman Pembenan H1bah dan Bantuan Somal'?:?’

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanJa o

"»D act ah Sebagalmana ' telah dzubah dengan Peraturan}“

L ':Menten Dalam Negen Nomor 14 Tahun 2016 tentangib S

o :'.j:: . .'_Perubahan atas Peraturan Menten Dalam Negen Nomor:f :- ’:_'-2'
B ,*32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembenan Hlbah dan

R ‘V,Pendapatan dan Belanja Daerah , o T
B '»’-*";v}22.‘Peraturan Menten Dalam Negerl Nomor 19 Tahun 2016{':‘”: .

SR tentang Pedoman Pengelolaan Barang Mlhk Daerah” e

o ’ o v, 23 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11: S

" Tahun 2014 tentang Pokok—pokok Pengelolaan Keuangan - i

o Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar ;_ e },
v’Tahun 2014 Nomor 11, ’I‘ambahan Lembaran Daerah___*‘.: o
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- BABI
| KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat1 1n1, yang dlmaksud dengan | : .

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar ,
Pemerintah Daerah adalah Bupatl sebaga1 unsur
Penyelenggara Pemermtahan Daerah yang memlmpm
pelaksanaan urusan pemermtahan yang menjadx |
kewenangan daerah otonom o SR
Bupatl adalah Bupa‘u Karanganyar :
Dewan Perwakilan = Rakyat Daerah yang selanjutnya'

- 'd1s1ngkat DPRD adalah Dewan Perwakllan Rakyat Daerah

Kabupaten Karanganyar S o s o
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewaijan daerah' ‘
dalam rangka penyelenggaraan Pemermtahan Daerah yang

'dapat dm11a1 dengan ‘uang termasuk dldalamnya segala L
:bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak da.n S -'

kewajlban Daerah tersebut

‘Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan

kegiatan yang mehputl perencanaan, pelaksanaan,'
pehatausahaan, pelaporan, pertangglﬁg]awaba‘n_ dan

pengawasan Keuangan Daerah

. ‘Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selan_]utnya |

disingkat APBD “adalah rencana keuangan tahunan -
Pemenntahan Daerah yang dibahas dan dlsetujm bersama
oleh Pemenntah Daerah dan DPRD dan dltetapkan dengan

| Peraturan Daerah . : R v
. Surat Pertanggun.awaban yang selanjutnya dlsmgkat SPJ -
adalah bukti pembayaran dan atau bukti pembeha.n yang

merupakan baglan ya_ng tak terplsahkan dan keglatan

vdlmaksud S _ . : T
. 7Tahun Anggaran adalah masa pelaksanaan keglatan dalam

satu tahun mulai dan tanggal 1 Januan sampa1 dengan 31

Desember



vv.}'”Badan Keuangan Daerah selanjutnya 'dlslngkat BKD_?’,}‘ﬁ:{:f,':ﬁ‘f‘
.. 'adalah Umt Kerja yang melaksanakan satu atau beberapav'_‘ RCIEIIER)

. program .
R 1 1 Pendapatan Ash Daerah selanjutnya d1s1ngkat PAD adalah e
R sumber pendapatan yang d1dapat dan dlkelola oleh Daer h

o _sendm

55,:."';,,,12'.‘*"Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan .. Daefah»f’.“'.vf'»v
| "’v‘jadalah Bupa‘u Yang karena Jabatannya mempunyal”‘;-vf --
R kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaanf’f

}- | Keuangan Daerah

L i i'dlsmgkat PPKD adalah KepaIa Satuan Kelja Pengelola‘_;

| : Keuangan Daerah yang selanjutnya dlsebut Kepala SKPKD‘{‘.}:' -
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 'APBD' R
s dan bertmdak sebaga1 Bendahara Umum Daerah : .

S ‘,f:.Bendahara Umum Daerah yang selan_)utnya dlSlngkat BUD .
S adalah PPKD yang bertmdak dalam kapasn:as sebagal

T Bendahara Umum Daerah

.»;‘Kuasa Bendahara Umum Daerah yang sclan_;utnya dlsebut :
Kuasa 'BUD adalah PeJabat yang dlben kuasa "untuk"'}::';j}",v o
?,A}»':nlelaksanakan sebaglan tugas BUD : S
16 »Satuan Kexj]a Perangkat Daerah yang selanjutnya dlsmgkatf
, "j;_:_:f SKPD adalah perangkat daerah pada Pcmermtah Daerah:

& Ltselaku PA/ barang e ’
‘;“nUmt KerJa adalah baglan dar1 SKPD yang melaksanakan ‘;

v _v’jSatu atau beberapa progr am. S
| ,;},,',18’;]Pengguna Anggaran yang SelanJutnYa dlsmgkat PA'adalah "

_PeJabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran’ff‘"?

untuk melaksanakan tugas pokok dan fung81 SKPD yang":

o ’dip1mp1nnya

. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya dxsebut ‘KPA

adalah pejabat yang dlbem kuasa untuk melaksanakan";}_i..j"} }}

; ‘,Sebaglan kewenangan PA da.lani melaksanakan sebagla.nf




20

| pejabat yang dltunjuk oleh PB untuk mendapat hmpahan‘f" S

: menggunakan Barang M111k Daerah yang berada dalam'
P ‘penguasaannya dengan sebalk-balknya, R
o2, |

o d1s1ngkat PPTK adalah peJabat pada Unit Kerja SKPD yang R

o mela.ksanakan satu atau beberapa keglatan dan suatu‘ o L

Pengguna Barang yang selanjutnya dlsmgkat PB adalah:v{ T;‘ _‘
. v‘kepala SKPD yang memegang kewenangan penggunaan:} : -
TR "Barang Mlhk Daerah selaku pejabat pengguna anggaran, o o

- ,Kuasa Pengguna Barang Yang selanJutnya dlslngkat KPB '-
 adalah kepala Unit Kerja yang merupakan KPA atau

o sebaglan kewenangan dan tanggung jawab penggunaan

v ,»Barang Mlhk Daerah pada Pengguna Barang uﬂtuk |

Pejabat Pelaksana Tekms Kegxatan ,yang Selanjutny a :

o ',program sesual dcngan b1dang tugasnya

Daerah
> },;.,.}Daerah yang dltentukan oleh Bupat1 untuk menampllngf;ri

vuntuk menampung seluruh penerlmaan Daerah danv; . "ivi

- menatausahakan dan mempertanggung]awabkan uang,__-

R pendapatan Daerah dalam rangka peIaksanaan APBD pada

3. Pcngguna Barang yang selaruutnya dlslngkat PB adalahf[ PR

G ;'fpejabat pemegang kewenangan penggunaan barang m111k R o

:Kas Umum Daerah adalah tempat Penylmpanan uang

seluruh penenmaan Daerah dan membayar Seluruh’,,:‘:;"':“
o vv 'pengeluaran Daerah - T j I _‘ o
25 Rckemng Kas Umum Daerah adalah rekemng tempat ‘ N
B :penylmpanan uang Daerah yang dltentukan oleh Bupau*};- : }
:f‘fumembayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yangif:i‘ R
R ,fv""'\fv’:dltetapkan N I AT AT R

Bendahara Penenmaan ada.lah Pe_]abat fungswnal yang ,}: e
L dltunjuk menenma menylmpan, menyetorkan, fl‘;j‘-:

 SKPD.

27,
'dltLanuk menerima,  menyimpan, membayarkan,f:f_i g
»menatausahakan dan ‘mempertanggung]awabkan uang
R : untuk keperluan belan_]a Daerah dalam rangka .
Pelaksanaan APBD pada SKPD S

Bendahara Pengeluaran ada.lah pejabat fungs1ona1 yang




28. |
29.
- 30.

31.

Penerlmaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas,‘
Daerah. ‘ ‘ o o
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dan kas
Daerah I LI R
Pendapatan Daerah adalah hak Pemermtah Daerah yang”
dlakm sebaga1 penambah mla1 kekayaan ber31h ’
Belanja Daerah adalah kewa_uban Pemerintah Daerah yang

~ diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

- 32.

- "33_

~dibayar kembah dan /atau pengeluaran yang akan d1ter1ma '

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara

Pendapatan Daerah dan belanja Daerah

Pemblayaan Daerah adalah semua penenmaan ya.ng perlu' -

- kembuali, ba1k pada Tahun Anggaran yang bersangkutan

34,

395.

maupun pada Tahun Anggaran benkutnya v o
Sisa Lebih- Perhltungan Anggaran yang selanjutnya

}dlslngkat SILPA adalah selisih leb1h rea_hsam penerimaan }'

dan pengeluaran anggaran selama satu periovde' anggaran
Pinjaman Daerah adalah semua transaks1 yang
mengaklbatkan Daerah menenma se_;umlah uang atau‘
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain.
sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar

~kembali.

36,

38.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program ya‘n'g
akan atau telah dlcapaJ sehubungan dengan penggunaan

o | anggaran dengan kuantltas dan kualitas yang terukur
37.

P‘ungsr adala.h perwujudan tugas kepemermtahan di b1dang
tertentu yang dila sanakan dalam rangka mencapa1 tu_juan

pembangunan nasional.

Program adalah penjabaran kebljakan SKPD dalam bentuk .

upaya yang ben81 satu atau lebih kegxatan dengan

B menggunakan sumber daya yang dxsedlakan untuk

~ 30.
' oleh satu atau leb'lh Umt Kerja pada SKPD sebaga1 bagian =

mencapai hasil yang terukur sesuau dengan misi SKPD

Kegiatan adalah bagian dari Program yang dxlaksanakan '

dari pencapalan sasaran terukur pada suatu Program dan

terdiri dari sekumpulan tmdakan pengerahan sumber daya




‘baik yang berupa pérsonal (sumber daya manusia)"‘,‘ barang .

" modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau

| - kombinasi dari beberapa atau ke ‘semua Jems sumber daya -

tersebut sebagal masukan (mput} untuk menghasxlkan__ N

~ keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa.

' 40.

Sasaran (target) adalah hasﬂ yang dlharapkan darl suatu} i

o Program atau keluaran yang dzharapkan dari suatu

41.
. oleh Keglatan yang ~ dilaksanakan - untuk mendukung o
42.

43.

44,
'v dlsmgkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah: )

v ‘untuk perlode 1 (satu} tahun. ' '

45.

Keglatan : . .
Keluaran (output) adalah barang atau Jasa yang dlhasﬂka.n

pencapaxan Sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencermmkan‘ '
berfungsinya keluaran dar1 Keglatan dalam satu Program ’
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang: |
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan untuk periode 5 (hma) tahun

Rencana Kerja Pemenntah Daerah yang selanjutnya"

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya

- disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan .

’}penganggaran yang ben31 rencana pendapatan dan

- 46.

a7.

rencana belanja Program dan Kegiatan SKPD sebaga1 dasar o

penyusunan APBD.

Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan‘
Daerah yang selanjutnya dxsmgkat RKA-PPKD adalah :
rencana kezja Badan Keuangan Daerah selaku BUD o
Kebijakan Umum APBD yang seIanjutnya dlsmgkat KUA‘

~ adalah dokumen  yang memuat kebijakan b1dang-

48,

| pendapatan, belanja dan pemblayaan serta asumsi yang '

mcndasannya untuk periode 1 (satu) tahun. _
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS merupakan Program prlontas dan patokan |
batas maks1ma1 anggaran yang d1ber1kan kepada SKPD
untuk setiap Program sebaga1 acuan dalam penyusunan-
RKA-SKPD sebelum d1sepakat1 dengan DPRD



',49.
50,

- 5L '
- sP2D adalah dokumen yang dlgunakan sebaga1 dasar

- 92,

53,
o adalah ‘dokumen yang dlgunakan/ diterbitkan oleh PA/ KPA -

54,

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya N

dlsmgkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat‘ o
| pendapatan dan belanja Setlap SKPD yang dlgunakan |

| sebaga1 dasar pelaksanaan oleh PA

Surat Permintaan Pembayaran yang selan_]utnya dlsmgkat:‘_.'vv

SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang

bertanggung Jawab atas pelaksanaan Keglatan/ Bendahara__bf_b, ,
Pengeluaran untuk menga_]ukan permlntaan pembayaran "

Surat Permtah Pencau'an Dana yang selanjutnya d1smgkat:; ‘,

vpencalran dana yang chterbltkan oIeh BUD berdasarkanv:f,

SPM. . : ,
Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang '
selanjutnya d1s1ngkat SP2B adalah dokumen yang

'dlpergunakan sebagai dasar penyerahan pendapatan dan

belan_;a yang disahkan BUD berdasarkan SP3B. |
Surat Permtah Membayar yang selan_]utnya dlsmgkat SPM -

untuk penerbltan SP2D atas beban pengeluaran DPA—" :

'SKPD.

Surat Penntah Membayar Langsung yang selanjutnya""v |

" d1s1ngkat SPM-LS adalah dokumen yang dlterbltkan oleh )

. 56.

"PA/ KPA untuk penerbltan SP2D atas beban pengeluaran' '
| -:DPA—SKPD kepada plhak ketlga
55.

_.fsejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja

Uang Persed1aan yang selanjutnya dlsmgkat UP adalah}’v

dalam melaksanakan kegiatan operaswnal sehan-han B
Surat Penntah Membayar ; Uang Persed1aan yangj f
selanjutnya dlsmgkat SPM-UP adalah dokumen yang

, '_dxterbltkan oleh PA/ KPA untuk penerbltan SP2D atas |

57

'beban pengeluaran DPA-SKPD yang dlpergunakan sebagal:
uang persedlaan untuk 'mendanai kegiatan . operasxonal‘
’kantor sehan hari. . »
‘vSurat Perintah Membayar Ganu Uang Persedxaan yang'f”

, }selanjutnya dlsmgkat SPM-GU adalah dokumen yang

diterbitkan oleh PA/ KPA untuk penerb1tan SP2D atas



* beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya d1pergunakan» .

58

- untuk menggantl UP yang telah dlbelanjakan . _ _
.:‘Surat Permtah Membayar Tambah Uang Persédlaan yang .
" selanjutnya d1smgkat SPM-TU adalah dokumen yang‘
' :d1terb1tkan ‘oleh PA/ KPA untuk penerb1tan SP2D atas’v

~ beban pengeluaran DPA-SKPD karena kebutuhan dananya -

;.rneleb1h1 Jumlah batas pagu uang persedlaan yang telah i

| dltetapkan sesuai dengan ketentuan.

59.

: '}'dlterbltkan oleh PA/ KPA untuk mencrb1tkan SP2B atasr |

Surat Permmtaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja L

yang selanjutnya dlsmgkat SP3B adalah dokumen yang

penenmaan dan Pengeluaran Daerah yang tldak me1a1u1

Rekemng Kas Umum Daerah (RKUD]

60.
’ if kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemenntah

Pmtang Daerah adalah Jumlah uang yang wa_ub dlbayar_f-' |

| Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagm akxbat -

o peljanjlan atau aklbat lamnya berdasarkan peraturan

6l

Perundang—undangan atau ak1bat lainnya yang sah B B
Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dlbeh atau

_ dlperoleh atas beban APBD atau berasal darl perolehan

. Daerah yang dapat dlmlax dengan uang berdasarkan

. Iamnya yang sah
e |
Pemerlntah Daerah dan/atau ‘ kewapban Pemenntah o

Utang Daerah adalah Jumlah uang yang Wa_}lb dlbayar ot

peraturan - perundang-undangan, peqanpan atau

‘ _berdasarkan sebab lamnya yang sah

63.
menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif
'v besar - yang ‘tidak dapat d1penuh1 dalam satu Tahun- -

Dana Cada.ngan adalah dana yang dlsxslhkan untuk e

. -Anggaran. _ , _
'64.}Slstem Pengendahan Intern Keuangan Daerah merupakan_'
| ‘suatu proses yang berkesmambungan yang dllakukan oleh B
Lembaga/Badan/Umt yang mempunyai tugas dan F‘ungs1 o

' melakukan pengendahan melalul audit dan evaluasx, untuk

men_]amm ‘ agar pelaksanaan, kebljakan pengelolaan .



':,"V"»'.ﬁv{.v,pelayanan kepada masyarakat berupa pen}'edlaan barang'i R
S f,f"dan/atau Jasa yang d1Jua1 tanpa mengutamakan mencarl.}ﬁ}';v;_.v,.,

keuntungan dan | dala.m :*l.; melakukan '- keglatannya

g perbuatan melawan hukum ba1k sengaja maupun la1a1
66,

-._Keuangan Daerah sesua1 dengan rencana dan peraturan"'-:',"'.
o pemndang'undangan . R T i

':_Keruglan Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga,“ R
B dan barang yang nyata dan pastl Jumlahnya sebagaJ aklb": t

| Badan Layanan Umum Daerah yang selan_]utnya dxsmgkat |
‘BLUD adaIah SKPD/ Un1t Ker_]a pada SKPD di lmgkul’lgan o |
:.v;-.Pemerlntah Daerah yang dlbentuk untuk membenkan::,_:.}vv. ST

o vdldasarkan pada pnnSIp eﬁswn dan produktlﬁtas

6T

v'adalah dokumen yang mcnyatakan tersedlanya dana untuk:-f :::'

:Surat Penyedlaan Dana yang selanjutnya dlsmgkat SPD_»: L

o 'melaksanakan Keglatan sebagal dasar penerbltan SPP

oL Ajmanfaat ekonomis seperu bunga dev1den, roya1t1 manfaat el

Investa31 adalah penggunaan aset untuk memperoleh :

‘ sosml dan/atau manfaat lamnya o sehmgga dapatf
o memngkatkan kemampuan pemermtah dalam T angka '; ;
P 'pelayanan kepada maSYarakat R By ey
6o .
C dlsmgkat UKBJ adalah umt kelja d1 kementrlan a2 lembaga e
Y pemermtahan Daerah yang menJadl Pusat keunggulan_].f;,_’

',Umt Ker_]a Pengadaan Barang /Jasa yang selanjutnya'v"_:v:?? R

o Pengadaan Barang/Jasa

70

PeJabat Pembuat Komltmen adalah yang selanjutnya:_ R

o dlslngkat PPKom adalah pejabat yang dlben kewewenangan .

- oleh PA/ KPA untuk mengambﬂ Keputusan dan/ atau

o .f'melakukan tlndakan yang dapat mengaklbatkan:}‘f

o ’fungsmnal / personll yang bertugas memenksa admmmtraSl el

P ',;'pengeluaran anggaran belanja daerah o -
7 vll-,}Pejabat Pemerlksa Has:l Pekerjaan yang sclan_]utnya‘ R

A .fdlsmgkat PPHP adalah peJabat admlnlstra81 : /peJabat

- hasﬂ pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa

72.

Pan1t1a/ PeJabat ’ Pemenksa : Hasﬂ Pekerjaan yang

s fselan_]utnya dlsmgkat PPHP adalah t1m yang bertugas




memenksa admlnlstra31 hasil pekerjaan Péhgadaan ’

. 'Barang/Jasa

73.

: pengawasan melaIm audlt rewu, pemantauan, evaluasr'»» o

Aparat Pegawal Intern Pemerlntah yang selan_]utnyau
dxsmgkat APIP adalah aparat yang memperlakukan_x

dan keg1atan pengawasan lam terhadap penyelengaraan'

_ tugas dan fung31 Pemenntah :

BAB II

RUANG LINGKUP SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN

(1)

KEUAN GAN DAERAH

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenal kebuaka.n

- s1stem Pengelolaan Keuangan Daerah dan prosedur

@

| Pengelolaan Keuangan Daerah.
S1stem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, .

' ,_sebagalmana dimaksud pada ayat (1) mehputl

Tmo&oe oo

.8

a. Struktur Pengelolaan Keuangan Daerah
. Struktur APBD; .
Penyusunan APBD
Pelaksanaan APBD;
‘ Perubahan APBD

Perencanaan Kas,

o

Penatausahaan Keuangan Daerah

. Pertanggung] awaban Keuangan;

e
:

Pembukaan dan Penutupan Rekemng Bank pada '
SKPD; ' ' '
Pelaksanaan Program Keglatan APBD
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Format Dokumen Pengclolaan Keuangan;
. Akuntansi Keuangan Daerah; '
Pengawasan, o

Pengelolaan Keuangan Lmnnya, dan

Ketentuan Penutup.



| © BABII B |
STRUKTUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Baglan Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

v - Pasal 3 v
Bupatl selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan‘
Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemlhkan;v-}'
_ Kekayaan Daerah yang dlplsahkan
, Baglan Kedua

Koordlnator Pengelolaan Keuangan Daerah

PaSal 4 |
- Sekretaris. Daerah selaku koordmator Pengelolaan Keuangan

Daerah berkaitan. dengan peran dan fungsmya dalam

" membantu Bupati ~ menyusun kebuakan o 'danv

mengkoordmamkan penyelenggaraan urusan pemenntahan

Daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah

, : Bagléh' Ketxgé _
' Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Bendahara Umum
~ Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah Pejabat
Pcnatausahaan Keuangan PPKD

v ~ Paragraf1 ,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum

Daerah

o ‘ Pasal 5 .
Fungsi BUD dilaksanakan oleh Kepala BKD

. Pasal6 o
B F‘ung31 PPKD melaksanakan pengelolaan APBD dan bertmdak e
sebagai BUD. -



Pasal 7

, Bupatt menunjuk pejabat yang melaksanakan Fungs1 PPKD R

 selaku BUD apabila Kepala SKPKD berhalangan tetap/ o

~ sementara.

| Paragraf 2

Kuasa Bendahara Umum Daerah

v o Pasal 8 .
- (1) BUD menun_]uk pejabat selaku kuasa BUD yakm |
a. Kepala B1dang Anggaran selaku Kuasa BUD bertugas
1. menylapkan anggaran Kas; dan
- 2. melaksanakan pengendahan pelaksanaan APBD o
~ b. Kepala Bldang Perbendaharaan dan Kas Daerah selaku
' Kuasa BUD bertugas: ' ST
1. menyiapkan SPD;
2. 'menylapkan SP2D
3. menylapkan SP.?B A , B -
"4.",melakukan pembayaran berdasarkan permmtaan' :
'.pejabat PA/KPA atas beban Rekemng Kas Umum -
"Daerah : | o ,
5. 'melaksanakan pembenan pm_]aman atas nama
Pemerintah Daerah ' f B o
6.»mclaksanakan | penempAtén | u_a_fng ‘Daerah f} f dan
| »mengélola/meriatausahakah InvéStasi Daerah; =
7. ,melakukan pengelolaan utang dan P1utang Daerah
- 8. ”melakukan penagihan P1utang Daerah;

9. membantu BUD dalam rnenylapkan Laporan P03131 -, - .

Kas Harian dan Rekon31ha31 Bank -

| 10. menyimpan - seluruh - bukt1 ash | ‘kepemilikan
: kekayaan Daerah berupa surat-surat berharga .

| untukasetlancar S , I
vll memantau ' pelaksanaan peneriméan dan
pengeluaran APBD oleh bank dan/ atau Iembagay‘v}
keuangan lainnya yang dltun_]uk o

12. menylrnpan uang - Daerah serta melaksanakan



p penempatan

L -5‘f’; Pengadmmlstrasmn Jasa glro kasda Jasa | gn—o

»"'pemegang kas, . tabungan dan pendapatan dendaf::f

“ '_f“_keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,
' mengusahakan dan mengatur dana yang dlperlukan
L :.fidalam pelaksanaan APBD Sl .
= B '._?bertanggung JaWab terhadap pengadmlnlstrasmn
vaenenmaan Pemblayaan Daera.h antara 1a1n yang .',
DR berasal darl SILPA Tahun sebelumnya, dan:'"»;;:"‘: f ]
N i3:"jj?'Pcnar1kan Aset Management Umt (AMU) dan ‘bank N

o dan/ atau lembaga keuangan lamnya yang dltunjuk o

atau Bank Penylmpan Kas Daerah dan

- ‘v}.imengadmmlstra&kan penenmaan pengembahan ga_u o

S »S_Tahun Anggaran sebelumnya, Penerlmaan Taspen, Lo

E Sumbangan masyarakat (atau sebutan lalnnya) dan :

’Pcfr,lgembal,ia’n"
R : Sebelurnnya : o
c ;}f}}Kepala Bldang Pendataan, Pengol ahanm}dan }Penetapan;v
= selaku kuasa BUD melaksanakan tUgas yaltu S
:{1 melaksanakan pendaftaran f‘ Wajlb paJak /Waij .
""'f"’.:-"‘;_-“ir:,»_’retrlbusl Daerah B o R

e -5:72{:7-'mengumpulkan dan mengolah " data yang',;ﬁ*

o berhubungan dengan poten31 dan pemngkatan S o
] Pendapatan Daerah dan |

melaksanakan penghltungan dan penetapan
:,:besaran paJak Daerah yang harus dlbayar oleh Wajlb; Do
:v;-"apa.]ak dan Wa]lb retnbu81 dengan mengkaJI datav{ﬁ:f‘

e yan g masuk sesua1 pedoman yang berlaku

‘,_“-v'f?'j‘Kepala Bldang Penaglhan, Keberatan dan Pememksaani? .
»pa_}ak selaku kuasa BUD melaksanakan tugas yaltu o |
"v"i::"_l merumuskan mengumpulkan dan mengolah data S

‘ rencana Ke glatan dl bldang penaglhan pajak Daerah

?".'Q; :vyang telah Jatuh tempo melayam keberatan danf S |

'sebagal pedoman pelaksanaan tugas dan

‘2 melaksanakan penaglhan plutang pa_]ak Daerah




e. Kepéla | Bldang Akuntans1 selakil kuasa":.;BUD"'. o

. melaksanakan tugas yaltu » o
1. melaksanakan sistem akuntanm : danv pelaporan

| Keuangan Daerah; dan ' e
2. menyaﬂkan informasi Keuangan Daerah
£ Kepala Bidang Aset Daerah  selaku kuasa BUD',‘;.
melaksanakan tugas yaztu o
1. menyxmpan seluruh bukti kepemlhkan kekayaan
Daerah untuk aset tetap; dan v

2. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan'_-".

_ : Barang M111k Daerah T .
(2 Kuasa BUD bertanggung Jawab atas pelaksanaan tugasnyall- ‘

| kepada BUD." ) P .
(3) Penunjukan Kuasa BUD dxtetapkan dengan Keputusan}""
Bupatl atas usul Kepala BKD selaku BUD melalm
Sekretans Dacrah ’ B

. Paragraf 3
Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD

, Pasal 9 . =
o Kepala SKPKD menetapkan pejabat yang melaksanakan Fungs1 '
tata usaha keuangan SKPKD sebaga1 PPK—PPKD ‘yang

o 'mempunyal tugas :

a. menehu kelengkapan SPP—LS yang dxsampalkan oleh"
‘Bendahara Pengeluaran PPKD; S B

b. menyiapkan SPM-LS untuk d1tandatangan1 olch PPKD
c. melakukan venﬁkasa terhadap dokumen SPJ Bendahara,b_
Pengeluaran PPKD -

d. setelah diverifikasi, dokumen SPJ ’Ben'c‘iaha’ra Pengeluaran
~dan kelengkapannya d1ber1kan kepada PPKD untuk
mendapatkan pengesahan, - . R ,‘

e. dalam melaksanakan tugasnya, PPK-PPKD dapat d1bantu -
 oleh staf yang melaksanakan Fungsx verifikasi, danf o

' pelaporan, dan



f. setelah mendapatkan pengesa.han - dan PPKD dokumen

SPJ d1ber1kan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk o ‘-

SPJ ‘administratif dlsnnpan ~ sebagai dokumen
petanggung]awaban sedangkan SPJ fungswnal dlkmm ke o
Bupat1 c. q Kepala BKD. ' o

| Pasall0 | |
(1) Pejabat PPK—PPKD yang dltunjuk adalah pejabat struktural
 eselon II di lingkungan SKPKD - o
(2) Pejabat PPK-PPKD sebagaumana dimaksud pada ayat (1)
dltetapkan dengan Keputusan Kepala SKPKD R

Baglan Keempat , .
Pejabat PA/ PB Pejabat Kuasa PA/PB, Pejabat Penatausahaan
' Keuangan SKPD dan PPTK =

o Paragraf 1
PeJabat PA/PB
o Pasal 11 = I
Kepala SKPD selaku Pe_]abat PA/PB bcrwenang danv_ -

bertanggung Jawab atas tembnya penatausahaan anggaran -

yang dialokasikan pada SKPD yang dlpllmplnnya,v termasuk

melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara .

Penenmaan dan Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya
1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan

v Pasal 12 . CL
. Dalam hal Pejabat PA/PB berhalangan, Bupati menetapkan

pejabat sementara yang diberi kewenangan sebagai Pe_]abat PA.

. Pafagraf 2 ‘
Pejabat Kuasa PA/ PB .
'~ Pasal13.
PeJabat PA / PB dalam melaksanakan tugas dapat mehmpahkan
. _sebaglan kewenangannya dengan menunjuk Pejabat KPA / KPB
“untuk melaksanakan Program dan Keg1atan SKPD dan



bertanggung Jawab kepada Pejabat PA / PB, yaltu

a‘

melakukan tindakan yang mengak1batkan pengeluaran

- atas beban anggaran belanja, o

. vmelaksanakan anggaran Umt KerJa yang dlplmpln, : .

c. ‘melakukan pengujzan atas ‘tagihan dan memenntahkan"
‘pembayaran; . _

."’mengadakan 1katan / per_;anjlan kerjasama dengan p1hak o
“lain dalam batas anggaran yang telah dltetapkan

e. menandatangam SPM-LS dan SPM-TU

f. mengawa31 pelaksanaan anggaran Umt Kefja yang

: dlplmplnnya

melaksanakan tugas tugas KPA/ KPB lamnya berdasarkan v

“kuasa yang dlhmpahkan oleh PA/PB;
. KPA/ KPB sebagaimana dlmaksud bertanggung Jawab atas

pelaksanaan tugasnya kepada PA/PB;

. dalam pengadaan barang/_]asa, KPA sekahgus bertmdak

‘";f»sebagal PPKOM; dan

dalam - hal vPeJabat KPA/KPB berhalangal_fx, maka

‘kewenangan kembali kepada Pejabat PA/ PB atau da’bat

diusulkan kepada Bupati untuk rnenetapkan pejabat
sementara yang diberi kewenangan sebagal Pejabat Kuasa
KPA/ KPB. o
Paragraf 3
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD -

Pasal 14

(l) Kepala SKPD rnenetapkari pejabat yang melaksanakan

-Fungsi tata usaha keuangan SKPD sebagai PPK—SKPD yang

mempunyaJ tugas

a. meneliti kelengkapan pengadaan barang/ jasa yang

dlsampeukan oleh Bendahara Pengelu_aran vdan_
diketahui/ dlSCtUle oleh PPTK; ’

" b. meneliti kelengkapan SPP-UP SPP-GU, SPP—TU dan

SPP-LS termasuk gaji dan tunjangan Pegawm Negerl
Sipil serta_ penghasilan lainnya yang dlajukan oleh



: Bbéndahara‘ Pengeli.iérén; |

| melakukan venﬁka31 SPP |
menyxapkan SPM _

melakukan verifikasi harian atas penenmaan
melakukan akuntansi SKPD;.
meny1apkan laporan keuangan SKPD;

PRt e oo

.,melaksanakan venﬁkam atas SPJ yang dlsampalkan .
oleh Bendahara Penenmaan/Pengeluaran dan o “
i PPK—SKPD mengusulkan Pejabat/ Petugas . yang
' melaksanakan Fung31 perbendaharaan, akuntansx dan
verlﬁka81 kepada PA. B SR ‘
| (2) dalam melaksanakan tugasnya PPK-SKPD sebagmmana' .
dlmaksud pada ayat (1)_-» dibantu “oleh staf yang ,
melaksanakan Fung81 venﬁkas1, akuntan31 dan pelaporan -

. Pasal 15

Penunjukan PPK-SKPD memperhankan Iarangan perangkapan“ o

o Jabatan sebagai benkut S -
‘a. PPK-SKPD tidak dlperbolehkan merangkap sebaga_l pejabat o

o yang bertugas melakukan pemungutan, Penerimaan

Daerah Bendahara Penenmaan, Bendahara Pengeluaran'_,v

~dan / atau PPTK; dan =~ T
‘b. PPK-SKPD tldak dlperbolehkan men_]adl PPKom

SR ,. Paragraf4 o o
Pejabat Pelaksana Tekms Keglatan SKPD S

Pasal 16 , e
(1) PA/PB dan/atau KPA/KPB dalam melaksanakan Program .
 dan Keg1atan menunjuk pejabat selaku PP’I‘K , :
’(2) Penun_]ukan PP’I‘K dldasarkan pertlmbangan kompetensr}v‘,'
’ Jabatan anggaran Keglatan, beban kexja, Ioka81, dan atauib
rentang kendah dan pertlmbangan Objektlf lamnya 'f CE
 (3) PPTK mempunyal tugas o ’ S

' a menyusun rencana Jadwal pelaksanaan Keglatan kelja




b yang dikoordinaéikan dengan Pejabat Péngadaan ata'u; o
uLp; R o B o

c':.‘ 'mengendallkan pelaksanaan Keglatan,

d. melaporkan perkembangan pelaksanaan Keglatan e
menyiapkan  dokumen anggaran ataS : bebanh‘“?.-a': :

pengeluaran pelaksanaan Keglatan

Cf -bertanggung _]awab atas pencapaian target sasaran dan:-

’manfaat Keglatan yang dlkendahkannya, ) .
g. menehtl dan mengorekSI dokumen-dokurnen Keglatan S

(perjanjian kontrak/ kemasama, Berita Acara Penilaian -

Has11 Peker;]aan, Benta Acara Serah ’I‘erlrna Hasil :1;,'

Peker_]aan, Benta acara pembayaran dan dokumen .

» Keglatan Iamnya) yang akan dlmmtakan tanda tangan

- PA atau Kuasa PA RN ' _ ' v

h. membantu menylapkan peljanjlan/ kontrak dengan'-"‘-,*yf’

plhak penyedia barang/_]asa, ' o |

i melaporkan pelaksanaan/ penyelesaxan Keglatan yang -
menjadl tanggung jawabnya kepada PA atau Kuasa PA; |

7 setelah Keglatan dinyatakan selesal, PPTK menylapkanf;ff:"

benta acara serah terlma aset dan atau hasil pekerjaan .
kepada PA atau KPA yang pelaporannya dlsampalkan "
: kepada Bupati; dan L

k. mcnandatangam buktl pengeluaran atas penggunaan I

UP.

L S - Pasal 17 S ‘ |
o (1) Pejabat pada SKPD atau Unit Kexja yang d1tunJuk selaku -'
PPTK adalah: | » o
a. pejabat struktural eselon 111; atau
b, pejabat struktural eselon Iv. L o
"~ (2) PPTK . yang dijabat oleh pejabat eselon I bertanggung;awab"f o
, atas pelaksanaan tugasnya kepada PA. - S
- (3) PPTK yang dijabat oleh pejabat eselon IV bertanggung]awab'; o

atas - pelaksanaan tugasnya kepada PA mclalm pejabat -

eselon III diatasnya. .



iy B 'men_lad1 tanggung Jawabnya

AR b. Bendahara Pengeluaran PPKD ». ':

o 'c Bendahara Penenmaan

Pasal 18

'v',"fPPTK-SKPD dllarang | menJadl PeJabat Pengadaan da.n
- Pamt1a/ Pejabat Pemerlksa Hasﬂ Pekeljaan pada Keglatan yang B

BaglanKellma R
. Bendahara Penenmaan PPKD Bendahara Pengeluaran PPKD

Bendahara Penenmaan, Bendahara Penerlmaan Pembantu, e

. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran S

Pembantu

Paragraf 1

S . : Pasal 19 PO i
'Bupatl atas usul PPKD menetapkan N S e e T
“‘a Bendahara Penenrnaan PPKD .

d. Bendahara Penenmaan Pembantu

S e. Bendahara Pcngeluaran, dan

O Bendahara Pengeluara.n Pembantu‘.""t:'?

Paragratz

Bendahara Penenmaan PPKD umum

Bendahara Penerlmaan PPKD | S

Pasa] 20

(l] Bendahara Penenmaan PPKD bertugas untuk “

"'menatausahakan dan membuat laporan seluruh

o penenmaan PPKD yang mellPUtl B
A penenmaan pendapatan dan dana penmbangan, SR

T_Q»-b pendapatan transfer, S

o c. Pendapatan lam lam yéng sah dan

L ’f'd Pernblayaan Penenmaan >



B ‘: 1 untuk mclaksanakan tugas sebagmmana d1maksudi ‘-

AR il‘vfgvvberwenang untuk mendrclpalﬂ{"in buk'u transakSI atas',f}-‘;':'i'_e . |

) :tanggal 10 (sepuluh) pada bulan benkutnya dengan‘,‘; o
Penenmaan Bulanan dan buktl penenmaan la.mnya yang

ST (3)

B menatausahakan dan mempertanggung]awabkan seluruh | ';

‘pada ayat () bendahara penenmaan PPKD T

o pendapatan yang d1ter1ma melalu1 bank

P f’2.’v:"admm1stra31 pada bendahara penenmaan PPKD T'fﬁ;'f;',.f

s Yaltu = . o
‘f,,'ra buku kas umum, SR

b bukt1 penenmaan/nota kredlt dan

o Laporan Pertanggung]awaban | Bendahara?“
e ’Penenmaan PPKD mehputl Laporan

Pertanggung]awaban Admlmstras1 dan Laporan_;}v_

B fi‘,v"j'f; Pertanggung]awaban Fungswnal

Do B (2) Bendahara Penenmaan PPKD wajlb membuat laporan surat:.;-':‘::;.ff."'}_.'
o :;pertanggung]awaban pengelolaan uang yang men_]adx: R

o tanggung Jawabnya kepada Kepala BKD pahng Iambat”;f:i‘??,ﬁ R

e pertanggung]awaban berupa Buku Kas Umum Bukug A

Tembusan Laporan sebaga1mana dlmakSUd pada ayat (2)
d1k1r1m kepada Kepala Bldang Anggaran BKD dan Kepala.j.,, e
*-'-'-,,BldangAkuntanSI BKD. -

: PPKD selaku BUD melakukan ver1ﬁkas1, evalua31 dan”_j;:‘

s fj:,ﬂ,"anahsls atas laporan Pertanggung]awaban

v Paragraf 3
Benda.hara Pengeluaran PPKD

. L Pasa121 o SRR
Bendahara pengeluaran B PPKD bertugas untuk

o pengeluaran PPKD mellpLItl

" a. Belanja Hibah;

S c BelanJa Bagl Hasﬂ
d

- Belanja Bantuan Sosxal

S ’.' .}Belanja Bantuan Kcuangan, -



Belanja Bunga, dan ‘ P
f Belanja Tak Terduga dan Pemblayaan

(2) Bendahara pcngeluaran PPKD berwenang

S a.

mengajukan permmtaan pembayaran menggunakan BRTEE
- SPP-LSPPKD; ERUNE L e
ﬂ’_menehtx kelengkapan dokumen pendukung SPP‘LS |
 PPKD;dan D
‘-*rnengembahkan dokumen pendulﬂmg SPP LS PPKD’." Lo
kepada peJabat yang terkalt apablla dokumen tersebut‘_ -

B "ft1dak memenuh1 syarat dan / atau tldak lengkap

(3) Bendahara Pengeluaran PPKD menwsun e R RNt

o a
c

buku Reglster SPP SPM dan SP2D o
buku Kas Umurn Bendahara Pengeluaran PPKD

:buku Rlnc1an Obyek Belanja Pengeluaran PPKD dan o
| Buku rekap1tulas1 pengeluaran per nnc1an obyek dan | |
Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran' R

. ;PPKD mel1put1 Laporan Admmlstratlf dan Laporanv'_"":‘l‘ .

B ,‘F‘ungsmnal

(4) Bendahara Pengeluaran PPKD Wajlb membuat laporan»'_fv. .

‘s urat pertanggung]awaban pengelolaan uang yang menjad;,j TR

. g.tanggung Jawabnya kepada Kepala BKD pahn g Lamnbat SR

jtanggal 10 (Sepuluh) pada bulan benkutny o dengan‘f’,_!’

| ‘.pertanggung]awaban berupa Buku Kas Umum Buku[f

o ’pengeluaran bulanan dan bukt1 pengeluaran lamnya yang -

(6)

Ternbusan Laporan sebagalmana dnnaksud pada ayat (4) -
,.-‘}vdlkmm kepada Kepala Bldang Anggaran dan Kep ala B
BxdangAkuntan31 BRI SR T o
PPKD selaku BUD melakukan vemﬁkam, v eValuas1 dan"
'anahsls atas laporan pertanggung]awaban el

Paragraf 4

t Bendahara Penenmaan dan Bendahara Pcnenmaan Pembantu -

Pasal 22

-( 1) Bendahara : Penerlmaan mempunyau tugas ' menenma, |



menylmpan, menyetorkan, menatausahakan

- mempertanggungjawabkan uang penenmaan Pendapatan :‘v'i‘ff*:' ':
Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD
o (2) Bendahara Penenmaan SKPD berwenang

a menenma uang yang bersurnber dar1 pendapatan ash .,‘f

SR ';.‘;j:_.‘Daerah

| "};?v_‘imenyxmpan bukt1 seluruh penenmaan, LT
:‘c,;fj;f;‘_menyetorkan penenmaan uang yang dltenma kef'f.,:'_f‘

Rekemng Kas Umum Daerah pahng lambat 1 (satu) han’iffv |

"'vv'.;_'l",_:}kerja berlkutnya kecuah karena kondlsl geograﬁs makaff:fg;:':. v
}_:'3}.iv‘},v_,’_}Bendahara Penenmaan yang loka31 ker;]anya Jauh dan :_fvf;,,' v-
P ’vj"ibank yang d1tun_]uk selaku Kas Umurn Daerah chbata31 R

- fsampau dengan 2 (dua) har1 keIJa, | .f}» S

i mendapatkan buktl transaks1 yang telah dlvallda81 atasf.j'.}

'“i".f"‘:’:51-':1:5pendapatan yang dlsetor mela1u1 bank selaku Kas
-~ Umum Daerah/kas BLUD L A

-.:5'5'-,1nener1ma dan memvenﬁka51 pertanggung]awaban yang

| o vvdlbuat oleh Bendahara Penenmaan Pcmbantu, dan Y |
o v:f‘}:,_fg“-,.fmelakukan pencocokan kas | yang dlkelola °1°h;‘ii‘viv‘ R
v_v-"‘f.'Bendahara Penenmaa.n Pembantu sekurang-kurangny a |

f "’f:‘ i 1 (satu) kah dalam 1 (satu) bulan |

(3) Dalam hal PA mellmpahkan sebag1an kewenangannyav:jv?jj
kepada KPA Bupat1 menetapkan Bendahara Penenmaan”f:f:'-; P
Pembantu pada Umt Kerja terka:t Fatas usul kepala SKPD'_';
dengan pertlmbangan BUD L

v»(4] Bendahara Penernnaan / Bendahara Penenmaan Pembantu
? dapat d1bantu oleh pembuat dokumen dan pencatat
pembukuan yang d1tetapkan oleh kepala SKPD selaku PA ,‘:_: R

. Paragraf 5

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran

Pembantu - ': ; : o

Gt Pasa123 S B L
(1) Bendahara Pengeluar an. mempunyau , tugas menenma, j o

menylmpan,_ 5 membayarkan, menatausahakan _dan e




L mempertanggung]awabkan pengeluaran uang

Bendahara Pengeluaran SKPD berwenang ' |
- a. mengajukan permmtaan pembayaran menggunakan}, ST
SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU dan SPP-LS SR :

'bmenenma dan meny1mpan UP

3 ‘ »:c;ﬁ:f»melaksanakan pembayaran darl UP yang dlkelolanya,

S :d.‘ ‘menolak penntah membayar dar1 PA/ KPA apablla :
.fterdapa.t dokumen yang tldak sesua1 dengan ketentuan: FO LRy

:- f’a.-"v,v.,glafperaturan, SRR T SN L L R
i _.':;'menehtl kelengkapan dokumen pendukung penga_]uanii:p-‘ -
:‘ , SPP—LS yang dlbenkan oleh PP'I‘K da.n '
1. i‘fmengembahkan dokumen pendukung pengajuan SPP-':V i

- ';LS yang d1ber1kan oleh PP’I‘K apablla dokumen tersebut AN
':.:ﬁj}tzdak memenuh1 syarat dan/ atau tzdak lengkap BRCS

3) ] Dalam hal PA rnehmpahkan sebaglan kewenangannya}

e ::kepada KPA Bupatx menetapkan Bendahara Pengeluaran S
- Pembantu pada Un1t Kerja terkalt atas usul Kepala SKPD:@_}: v

o _--"}fdengan pemmbangan BUD

(4) Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD berwenang

"'a mengajukan permlntaan pembayaran menggunakan-j
.._;:‘,_;'v"SPP-TU dan SPP-LS N [[, ', L |

:_",f:rnenerlma dan menylmpan uang persedlaan yang',-}ii_.:f L ';

"}';-berasa.l dan Tambahan Uang dan/ atau pehmpahan UP

dan Bendahara Pengeluaran, o |
‘ E melaksanakan pembayaran dan UP yang dlkelolanya, S
| dj.jf?imenolak penntah membayar dan KPA yang tldak sesﬁéi}

-dengan ketentuan peratura_n, co :_- St T
” "_fmenehu kelengkapan doktifnen pendukung SPP—LSL:_ - )
 yangdiberikan olch PPTK; dan
Ot mengembahkan dokumen pendukung SPP~LS yang‘g;
~ diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut udaki;;;;fi";__fi_ o

S memenuh1 syarat dan/ atau tldak 1engkap

"};»‘Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu' o |
v}»f}:j{dapat dlbantu oleh Kasm Pembuat Dokumen, Pencatat
R vaembukuan, Pembuat Daftar Gaj1 dan Pengurusan Gajl,,?"vv_:‘» S
R lyang dltetapkan oleh Kepala SKPD selaku PA L




Pasal 24

:v::;:.‘:,dalam Pasal 17 sebaga1 berikut:
telah menglkutl g kursus/ bmtek/ dlklat
Daerah |

berturut-turut pada SKPD yang bersangkutan dan

o | PeJ abat Pengadaan / Pamtla Pengadaan

Pasal 25

: Bendahara Penenmaan, Bendahara Penerlmaan Pembantu,'?.?f.

,;'Persyaratan untuk menjadl Bendahara Penenmaan PPKD - ‘:-fi ::
~ Bendahara Pengeluaran PPKD "f_)Bendahara Pcnenmaan,i:
. .'_[;'"'_’_:Bendahara Penenmaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran;:}'_:{’fj -

 dan Bendahar a Pengeluaran Pembantu sebagalmana dlmaksud.;f,
t1dak menjabat ‘sabagval- bendahara éelaraa 5> (llfaa) :tahun
S udak dlperbolehkan merangkap Sebagal PA, KP A, Pengum'g;: S »v

g Penylmpan Barang, PPK-SKPD PTK

‘:ffvv»-_:'Pamtla/ Pe_]abat Penenma Hasﬂ Peker]aan, v PPKom dan o

:v‘v",;‘:""_::Bendahara Penenmaan PPKD Bendahara Pengeluaran PPKD L

L vva:‘Bendahara Pengeluaran dan Bcndahara Pengeluaran;:f»_‘;:‘.v»

Pembantu karena sesuatu hal t1dak dapat }melaksanakanv’,:;",v?,f

B - _ftugas, maka dllaksanakan penatausahaan sebaga1 benkut

a 1eb1h darl 3 [tlga) han sampa1 palmg lama 1 (satu) bulan, e

- _ RS Bendahara tersebut wa_ub membemkan surat kuasa kepada*‘"_ﬁ f:\ '

v_'bstai' yang d1tunjuk untuk melakukan penerlmaan:_»_‘}.:’f:"_",f;;:’:’ -;

/ penyetoran/ pembayaran dan tugas tugas Bendahara'

S .iPenerlmaan/ Pengeluaran atas tanggung]awab Bendahara';_j‘f SR

 diketahui PA/PB;

terlma pekeljaan dan

}*_",»Penenmaan/ Pcngeluaran Yang bersangkutan'. dengan ?

leb1h dar1 1 (satu) bulan sampa1 pahng lama 3 (tlga) bulan,

;;ﬂh d1tun3uk Bendahara Penenmaa_n / Bendaharaf ¥ : R S

Pengeluaran sementara dan dlsertal benta acara serah',f PEAEEEAS

"Uiﬂk-f\.bé;:;_'lcblh dan 3 (tlga) buIan belum Juga dapat melaksanakan?}fi'; R

Kepala PPKD.

o tugas Kepala SKPD Wajlb mengusulkan pengganu kepada:_: j



i ’STRUKTUR APBD

Bag1an Kesatu

o Pendapatan Daerah

,":1"’ Rencana Pendapatan Daerah d1tuangkan dalam APBD |

:SKPD . mengajukan rencana PAD dalam APBD dengan_v_"t-j
mempertlmbangkan L : RUR ', L e
f‘f?f”a,, kondisi perekonomlan tahun tahun sebelumnya L -
j:f.‘_b},",f,‘perklraan pertumbuhan ekonoml Tahun Anggéran yang '» o
akan datang, ) S T SR S

| c rea11sa51 penenmaan PAD tahun sebelumnya, dan

d. fketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- ffpenganggaran pendapatan dalam APBD yang bersumber darli{f:,ff;
o ¥ dana penmbangan khususnya untuk dana bagl hasﬂ dan dana;zf
. :*il‘:iib"i'iblvvalokam umum agar mempertlmbangkan TR |
S ‘a j’alokaSI dana penmbangan Tahun Anggaran berjalan dan o
B ."'_-‘fvb‘.:“.‘reahsa31 penerlmaan dana penmbangan Tahun Anggaranfi*:,

e T Pasal29 bl g e e
) A’-_Dalam hal SKPD mempunya1 tugas dan Fungs1 pendapatan

v:*:v?;’_l'-vterdapat penenmaan yang sudah ada tanf pungutannya,z
S "f,""namun tldak dlanggarkan sebaga1 pendapatan maka

v}ff‘ d1catat sebagal pendapatan SKPD

S (2) Dalam hal SKPD mempunya1 tugas dan FungSI pendapatan o o

S terdapat penenmaan yang belum ada tarlf pungutannya' E -

o '_“maka dlcatat sebaga;l pendapatan SKPD pada rekemng Ia1n~ .
v%“:,j"fIamPADyangSah B P SR




: , : Pasal 30 L SR
Dalam hal SKPD tldak mempunyal tUgas dan Fungm

_j;jpendapatanv' terdapat reahsas1 penenmaan maka dlcatat

3 f,’,,t._sebagal pendapatan SKPKD pada rekemng lam lam PAD yang‘

(1) Penenmaan hlbah oleh Pemermtah Daerah dlcatat sebagali

e pendapatan hlbah dalam kelompok lam-lam pendapatanf"
. yang sah pada APBD o ' :

- ';(2) Penerlmaan h1bah berupa barang dan/ atau Jasa dlcatat.:;

berdasarkan harga perolehan "‘lvatau takSIran "mlal Wa_larf";s'}u‘ U

L 'v,’ba.rang dan atau _]asa tersebut

'(3) Penenmaan - h1bah berupa barang | dan/atau Jasaf »,
sebagalmana d1maksud pada ayat (2) d1catat sebaga.l -
pendapatan hlbah dalarn rekenmg kelompok lam lam R

pendapatan yang sah

R v‘:;;(4) Untuk keperluan admlnlstra81 anggaran .'»'dlterb1tkan; SPD;; BT
" N1h11 dan SP2D Pengesahan sebesar n1la1 barang dan/ atau S

_]asa yang d1ter1ma

. '(5) Barang Yang dxtenma dan hlbah d1aku1 dan dlcatat sebagal‘;;‘,
S Barang M111k Daerah pada saat dltenma -

Baglan Kedua
",Belanja Daerah

T . R _:,vPasal 32 U e
Rencana BelanJa Daerah d1tuangkan dalam APBD L

Pasal 33

51-::(1) Untuk mengantls1pa51 adanya kenalkan ga,ll berkala, T

e -kenalkan pangkat tunjangan keluarga dan mutas1 pegawa1 i{'f

.:vd1perh1tungkan penambahan (accretlon) yang besarnYa‘ﬁf’:v:..:.‘,v»"?,;.’_,’
fmaksxmal 2 % (dua persen) dan Jumlah belan_]a pegawal

(gajl pokok dan tunJangan)

: (2) Tunjangan anak dan tunJangan lstrl/ suaml dlhltung sejak ;f :




. ;i(3) Ga_u berkala dapat dlmmtakan ‘kekurangannya dalam 1 o -

(satu) Tahun Anggaran berkenaan |

SHe ‘f' (4) Belan_]a h1bah dan bantuan sos1al dlberlkan sesua1 dengan»

L ‘:,ﬁ‘,:;; ketentuan dalarn Peraturan Bupau yang mengatur tentang"f, ,2‘;;, L
e (5) :‘Hlbah berupa barang yang akan dlserahkan tldak pada :,»: :

"""'-,'-.:’,tahun berkenaan d1catat dalam rekenmg belanJa barang

'3:.':bdan Jasa, dalam laporan keuangan d1catat dalam rekenmg“}f; b’_v

" :”Penganggaran dana bagl hasﬂ yang bersumber dan AE

e ‘._:pendapatan provmsx kepada Daerah dlsesualkan dengan}
rencana pendapatan Tahun Anggaran yang akan datang,i
: sedangkan apablla texjad1 pelampauan tar get pendapatan‘;;::'f:_,-v_:f'
,Tahun Anggaran berJalan yang belum dlreallsamkan dan \; :
‘-»:j,',‘provms1 yang menJad1 hak Daerah d1tampung dalam_ .

T -...ff]fpembahan APBD Tahun Anggaran Yang akan datang

ff"(lbi) f» Dalam : penyusunan anggaran belanja setlap Keglatan'::}"_

""”-’vfgberpedoman pada standar blaya yang dlatur dalam"’_;-}

:::’Peraturan Bupatl L e
2). Belanja barang dan Jasa dxanggarkan dcngan ketentuan

Zf;’_v":}';v:"fa;*f", belanja barang habls pakaJ dlsesuaakan dengan

o :kebutuhan ml dan perklraan s1sa persedlaan barang"’"f“', s

Tahun Anggaran ber_]alan, : e T e

b. ,:.fpenganggaran belanJa barang rnodal yang akan

- ,‘v_fdlserahkan e kepermhkannya kepada

Tt }v‘ﬁf'dlalokamkan pada belan_]a barang dan _]asa, dan T R
i ";f :-Vpembelan‘]aan barang yang tldak menambah aset atau
dalam kapltallsa51 aset tldak masuk belanja modal f‘{’

s ;’._tetapl masuk dalam belan_]a barang/Jasa

v ‘Belanja modal berupa aset tetap yang d1anggarkan mellpu'“ PRSI
E ":'{“‘{'besaran harga bell/ bangun aset tetap dltambah seluruh" R

o fbelanJa yang terka.lt dengan pengadaan/ pembangunan aset] . .




 tetap dimaksud mpp dgunkualplhan) L

SR Baglan Ketlga

Pemblayaan Daerah

‘):;'Pasal 35 R

:»Pemblayaaan daerah me11put1 transaks1 keuangan untuk .

'vfmenutupl deﬁ51t atau untuk memanfaatkan surpluS

B l’v.v[PembIayaan daerah terd1r1 darl penenmaan pemblayaani

= . dan. pengeluaran pemblayaan

‘j:,vvaemblayaan neto merupakan SCllSlh 1eb1h penenmaan' A |

o "pemblayaan terhadap pengeluaran pemblayaan

R ) (4) Jumlah pemb1ayaan neto harus dapat menutup deﬁs1t-b

L anggaran

. Bagian Keempat

| :Y}S]LPA tahun anggaran sebelumnya men cakup pelampauan S
., penenmaan PAD pelampauan penenmaan dana
PR ek perlmbangan, 2 pelampauan Peneﬂmaan lam'lam}“‘:
""v*:'f“."'»f’pen dapatan daerah yang sah pelaxnpaua_n penerlmaan;vz |
.pembia}'aan perlghematan belanja, kewajlban kepada,_?;
o plhak ketlga }: sampa1 dengan akh1r tahun belum_{»
i terselesalkan, dan sisa dana keglatan lanjutan | e

v""":jff:SILPA tahun sebelumn}’a merupakan penenmaan;}";f -

 :: : 'pemblayaan yang d1gunakan untuk

-a menutup1 deﬁ31t anggaran apablla rea11sas1 pendapatan'j; el

leblh kecﬂ darl pada reallsa31 belanJa,

b mendanal pelaksanaan keglatan lanjutan atas beban:}‘

belanJa langsung, dan

'c mendana1 kewajlban lamnnya yang Sampal dengan

akhlr tahun anggara.n belum dlselesalkan




o BABIV
PENYUSUNAN APBD

Baglan Kesatu | o
Anggaran Pendapatan Daerah -

Pasal 37

-  (1) Pengelompokan ~anggaran pendapatan terdm atas PAD

dana perlmbangan dan lam-lam Pcndapatan Daerah yang
+(2) Setiap pe'ndapataﬁ yang dianggarkan mencéntumkan dasar

. Baglan Kedua B
' Anggaran Belanja Daerah

o Pasal 38

- Pengelompokan anggaran belanJa Daerah terdln dan '

. a, belanja tldak langsung,mehputl

1.
2.
3.

b belanja langsung, mehputl

1.

2,
3.

‘belanja modal. |

.‘belanja gajl PegaWau, i 1 L

tambahan penghasﬂan Pegawa1 Negen Slpll

,'belan_]a penenmaan lamnya p1mp1nan dan anggota,
'DPRD serta Bupati dan Wak11 Bupat1 :

biaya pemungutan PaJak Daerah dan

S belanJa bunga, belanja sub31d1 belanja hlbah belanja
" bantuan sosial termasuk bantuan untuk partm pohuk
belanja bagi has11 belan_]af bantuan keuangan dan o

'belanja tidak terduga.

belanja pegawal,

belanja barang dan jasa; dan




 Bagian Ketiga

 Anggaran Pmbyanvah

Pasal 3977

(1) Pengelompokan anggaran Pemblayaan Daerah terdln ata

anggaran pemblayaan clan perh1tungan plhak ketlga (noni

anggaran)

) :'5., (2) Anggaran Pemb1ayaan terdm darl v.
B ;':a Penerlmaan pemblayaan mehputl p

e .v.,l.'}SILPA Tahun Anggaran sebelumnya

pencalran Dana Cadangan, L
hasﬁ penjualan kekayaan Daerah yang dlplsahkan
{penerunaan P1n_]aman Daerah T,

.bfpenenmaan kembah pembenan plnjaman

. :penerlmaan P1utang Daerah dan

. penenmaan Kembah Investasa Dana Berguhr

L b -}Pengeluaran pembxayaan mehputl

S - 1. pembentukan Dana Cadangan, L

\.,,v»penyertaan modal Pcmerlntah D a erah »; :’} },.:

2
SR 3 pembayaran pokok utang,
- 5 penyelesalan Keglatan Dokumen
e Anggaran Lan_]utan SKPD (DPAL SKPD), dan

: ':_‘Hz;ipemb:ayaran kewajlban tahun Ialu yang belum .

'pembenan ijaman Daerah

Pelaksanaan : - -

- terselesalkan

BAB V
PELAKSANAAN APBD g

] ’:Baglan Kesatu

o Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

(1) Bank Peny1rnpanan Kas Daerah merupakan bank yang

d1tunjuk untuk menylmpan uang Daerah yang berasal dan R




an Penerlmaan Daerah dan untuk membla}’al ':'Pengeluaran o
| Daerah & e e T
(2) Kepala SKPKD selaku BUD membuka Rekenmg Kas Umumf»;f i o

Daerah rekenlng penerlmaan dan rekemng pengeluaran',"i‘:_

pada Bank Penyzmpanan Kas Daerah sebagalmanb

dlmaksud pada ayat (1)

(3) Semua Penerlmaan WaJIb dlsctorkan ke Rekenmg Kas‘ﬁ_;‘:“'_‘i‘

»'f'__Umurn Daerah pada Bank Peny1mpanan Kas Daerah:.{:,‘»j"

,‘;‘Y:A}Sebaga.lmana dlmaksud pada ayat (1) SeIMbat-lambatnya R

. v'_»ivj'dalam Waktu 1 (satu) han kexja terhltung seJak dltenma

(4) Dalam hal penerlmaan melalu1 e—bankmg dllakukan sesual{‘. o

dengan pexjanglan keﬁasama Pemermtah Daerah dengan

2 Bank Penylmpanan Kas Daerah

. Pelaksanaan Anggaran BelanJa :"

( 1) Sebelum Rancangan Peraturaﬁ Daerah tentang APBD-E:_ A
dlundangkan,; pengeluaran yang mengaklbatkan beban:;""}.ﬁ N
APBD tldak dapat dllakukan kecuah _untuk Pengeluaran" ; ,'
UP Yang dlgunakan untuk belan_]a yang bersu'at wa_]1b-.v;"."‘,‘i_.‘.. e

| menglkat

:‘: :' (2) Belanja yang bersﬁ'at Wajlb menglkat sebaga_unana

dlmaksud pada - ayat (1), terd1r1 dan

o ;'_: a belan_}a tldak langsung, mehputl

1 ga_]l dan tun_]a.ngan R v_ T
2 belanja penenmaan la1nnya Bupat1 / Wakﬂ Bupatl‘ S

= ff dan P1mp1nan/ Anggota DPRD dan
3 belanja t1dak terduga | :

b beIan_]a langsung mehputl

{_"71‘.: . belan_]a penyed1aan Jasa komumkam sumber daya

| *"'_'an' dan hstrlk

20 fbelanJa penyedlaan Jasa Pemehharaan dan penzman

A kendaraan dlnas / operasmnal




pemehharaan rutm/ berkala kendaraan dmas/ .

operasmnal

penyedlaan alat tulis kantor,

. penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Surat'

»Ketetapan PaJak Daerah),

. penyedlaan bahan bacaan;

penyedlaan bahan log18t1k kantor (makan mmum, '

- obat, bahan klmla pada pantl, pusat pelayananx‘

kesehatan tingkat 1, rumah sakit, laboratonum

;loglstlk temak/ 1kan), R

penyediaan makanan dan mmuman (tamu Bupatl _'

. rapat DPRD, ekstra fooding, rapat rutm),

10.1

. rapat koordinasi dan konsultas1 ke luar Daerah"

dengan izin khusus, dan

belanja pemehharaan gedung kantor (cleanmg

- servzce), Jasa pengamanan kantor, dan layanan Jasa |

- angka

pada masyarakat.

(3) Belanja yang memerlukan proses pengadaan barang/Jasa

‘dengan ikatan kontrak kepada pxhak ketlga dllakukan'
~ setelah DPA-SKPD dltetapkan kecuah belanja  wajib
| '. menglkat sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf b

1 angka 5, angka 7, dan angka 10.

(4) Kontrak sebagaxmana dlmaksud pada | ayat , _(3)
| 'ditandatangani setelah Peraturan Bupatl tentang

PenJ abaran APBD dltetapkan

" Bagian Ketiga |
Pelaksanaan Anggaran Pemblayaan Daerah
Pasal 42

(1) Anggaran pemblayaan hanya dilakukan oleh SKPKD ‘

(2) Semua penerimaan dan pengeluaran Pemblayaan Daerah
- dilakukan melalui Rekenmg Kas Umum Daerah.

(3) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pemblayaan, BUD

berkewajlban untuk

‘a. meneliti kelengkapan péfintah'*f;,}:» pembayaran/



W
" belanja dalam obyek belanja berkenaan dan tidak

(1)

| (2)

-

pemmdahbukuan yang dlterbltkan oleh PPKD

b. menvg}uJ1 kebenaran . perhltungan } | pengeluaran

pembiayaan ya}ng tercantum ’}dalam penntah
B pembayaran _, e R
c. mengup ketersedlaan dana yang bersangkutan daﬁ
d. menolak pencalran dana apabxla penntah pembayaran
- atas pengeluaran pembzayaan ndak memenuhx

o persyaratan yang dltetapkan o

| Pasalas
Penenmaan pengcmbahan pokok dana berguhr dlcatat
pada rekenmg Penenmaan Pernblayaan ’
Penerimaan Denda dan Bunga dana berguhr, dlcatat pada-'

rekenmg Laln-lam PAD yang Sah.

~ BAB VI
PERUBAHAN APBD

Pasal 44

: Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan T

APBD dllaksanakan untuk :

a.

melakukan penambahan/pengurangan ba1k tethadap

volume, satuan target pencapalan yang | beraklbat terhadap s ‘

perubahan Jumlah anggaran Program dan Keglatan, cukup 3
dengan melakukan penyesuaxan dalam DPPA—SKPD atau .
tidak perlu dengan menyusun RKA—SKPD baru, dan

menammmg Program dan Keglatan baru dalam perubahan L

APBD, harus dxawah dengan penyusunan dokumen_; :

| RKA—SKPD |

Pasal 45

Penggeseran antar sub rincian obyek dan rincian obyek o

menambah  pagu anggaran dapat d11akukan} - atas
persetUJuan PPKD v o : - o



(2) Penggeseran ‘antar, obyek belanja dalam jems belanjaf'
~ berkenaan dllakukain atas persetujuan Sekretans Daerah |
(3) Pergeseran anggaran antar rincian obyek dan antar obyek |
* belanja. sebagalmana dimaksud ‘pada’ ayat’ (1) dan @)
dilakukan dengan cara mengubah Peraturan - Bupatlv"f"». |
) tentang PenJabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan i
'(4) ,Rev181 dan/ atau penyesuauan tolok ukur Kmexja dan target »
. Kinerja sepanjang aklbat yang ditimbulkan tldak melampul -
pagu anggaran Keglatan serta ak1bat lain tidak tercapamya ‘

*‘"'sasaran pembangunan Daerah dapat dllakukan atas s

o persetu_]uan PPKD _ o v ‘
(5)' Revisi dan/atau pergeseran anggaran kas dapat dllakukan B
-atas persetujuan PPKD.

. Pasal 46 . ,
Pergeseran anggaran ndak dapat dllakukan setelah peraturan o
Daerah tentang perubahan APBD dltetapkan kecuah untuk' :

dana bantuan pcmenntah pusat maupun bantuan provinsi.

BABVHI .
PERENCANAAN KAS

Pasal 47 :

(1) PA dan KPA Wajlb menga_]ukan perencanaan kas yang ,

: merupakan proyeks1 penenmaan dan pengeluaran bulanan _

‘ | ~atas pendapatan dan belanJa yang dikelola kepada BUD. _

(2) Pengajuan perencanaan kas sebagaimana dlmaksud pada
- ayat (1) d1lakukan bersamaan dengan pengajuan RKA-“
SKPD. v L v :, s

| (3) Perencanaan kas SKPD dlsesuaxkan dengan s1fat/ karakter f

Keglatan/ pekerjaan dan telah dlbahas bersama antara
pejabat yang akan dltunjuk sebaga1 PP'I‘K dengan Unit

R Kerja yang melaksanakan tugas dan Fungsi perencanaan

(4) Peréncanaan ‘kas sebagaimana dimaivksudj:pavda _»ayat‘ (‘2)*



G sesual dengan anggaran dan waktu yang teIah dltetapkan . o
_ (5) Pembahasan perencanaan kas SKPD dllaksanakanf"f :

bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD TR e
(6) Perubahan anggaran kas pada SKPD dapat dllakukan_v

pallng lambat sampa1 dengan tnwulan pertarna kecuajl“':‘:‘,,‘.;{j‘;iz.’ﬁ};:

- d1tentukan lam dalam peraturan perundang-undangan cae
'(7] Penyusunan arus kas ; oIeh BUD dldasarkan ,. atas":v o S

pendapatan, belanja dan Pemblayaan Daerah

ig;: (8) Berdasarkan proyek31 penenmaan dan pengeluaranéjlf- i

bulanan BUD menetapkan Penyusunan arus kas dan saldO:‘. . o
kas m1n1mal : S LT T

_,;(9) Persed1aan saldo m1n1mal pada BUD guna memenuhl‘:' : 7":,

» pembayaran kewajlban Daerah dan untuk mendapatkan:: ,: -
| manfaat yang opt1ma1 dalam pengelolaan kas d1tetapkantf§v.’ Lo
1n1ma1 1% (satu persen) dan APBD -

RO ,f}l;:BAB X
c '»fvPENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Baglan Kesatu S

I Penatausahaan Penenmaan

i Penatausahaan Penerlmaan d1‘ SKPD

(1) Bendahara Penerlmaan/ Bendahara Penenmaan Pembantufv:;_} -

menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh,:_""”; o

penerlmaan dan penyetoran atas penenmaan yang menjadi’f-"".»?i; SR
“ tanggungjawabnya o B ) |
'_ (2) Penatausahaan penenmaan sebagalmana dlmaksud pada»"'., BT
ayat (1) menggunakan R T
a. BukuKasUmum BET Sl L
b Bukti Pembantu Pennman Obyek Penenmaan dan SRR




c. Buku Rekap1tulas1 Penenmaan Harian.

(3) Bendahara Penenmaan dalam melakukan penatausahaan

sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) menggunakan
a. Surat Ketetapan Pajak Daerah; o
b. Surat Ketetapan Retrlbu81 Daerah

c. Surat Tanda Setoran, _ o

d Surat Tanda Bukt1 Pembayaran, dan o

€. 'Buktl penenmaan lamnya yang sah

' (4) Semua Penerimaan Daerah dllarang digunakan langsung'

untuk. memb1aya1 pengeluaran, kecuali bagi SKPD atau -

Unit Kelja yang mcnerapkan Pola pengelolaan keuangan. |
BLUD (PPK BLUD) dan pola pengclolaan Dana Kap1ta81

Paragraf 2 B

Penatausahaan Penerlmaan di PPKD

| Pasal 49 o

,(1) Bendahara Pcncnmaan | PPKD | bertugas - ‘untuk

mcnatausahakan dan mempertanggung]awabkan seluruh
pendapatan PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD

(2) Penenmaan yang dlkelola oleh- Bendahara Penenmaan L

PPKD adalah dana penmbangan, pendapatan lam—lam yang R

sah dan penerunaan pemblayaan

~ (3) Untuk melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud pada
ayat (1) Bendahara Penenmaan PPKD berwenang untuk v

mendapatkan buku transaks1 atas pendapatan yang'

_ diterima Bank Penylmpanan Kas Daerah
(4) Bendahara Penenmaan PPKD dalam melakukan
| penatausahaan sebagatmana dlmaksud pada ayat (1)
menggunakan - ' Lo
a. buku penenmaan, .
b. nota kredit; dan ,
c bukti ‘p“elnerin1aan'yang sah"lai"n'nya.



N Paragraf 3 o
Penatausahaan Penenmaan dx BUD

‘. Pasall50' B

(1) Bank Penyimpanan Kas Daerah ditunjuk sebagai pemegang

Kas Daerah yang menyimpan seluruh Penerimaan Daerah.
2 Bank Pgnyimpénan Kas Déerah ,'sebagéj'pemégangv'l{as -
Dacrah melaksanakan sebagian tugas dan fungs1 -
Bendahara Penerunaan B N
” {3) Dokumen—dokumen . yang  digunakan oleh‘}_ Bank

’ Penylmpanan Kas Daerah sebagai bérikut»::;“:” R

a. Surat Kcterangan Pajak Daerah; |

b. Surat Keterangan Retribusi Daerah; -

e Surat Tanda Setoran (STS) / Slip Setoran; :

d Bukt1 Penenmaan lamnya yang sah dan

e. Buku Kas Umum. | R o
(4) Seluruh uang kas yang dltenma ‘oleh Bank Penyxmpanan

Kas Daerah dlsetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah

pahng lambat dalam waktu 1. (satu) kah 24 (dua puluh“

| empat) jam o R .

B (5) Bank Penylmpanan Kas Daerah membuat lapdran
pertanggungjawaban set:ap han atés pengelolaan» |

| penerlmaan uang dan dlsampalkan kepada Bupatl melalm

i (6) Setoran dlanggap sah apablla BUD telah menenrna nota .

) kredit darl Bank Penylmpanan Kas Daerah. '

: Bag:an Kedua ,
Penatausahaan Pengeluaran SKPD / SKPKD

,' Paragrafl
. SPD
Pasa151

(1) SPD d1sxapkan oleh kuasa BUD Bldang Perbendaharaan’, o
“dan Kas Daerah untuk disahkan oleh PPKD.



  (2) SPD Belanja , T1dak Langsung untuk ,'Belan_]a.,, Gajl:
o dlterbltkan 2 (dua) kah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran S
L 'setelah penetapan APBD dan penetapan Perubahan APBD o

B Daerah

: Penyusunan SPD dldasarkan atas usulan PA atau Kuasaf S

."PA yang d1sesua1kan dengan ketersedIaan kas Pemenntahaf;:f . :

| '} Pengeluaran kas atas beban APBD dapat dxlakukan setelah : : ‘3_ _v‘:;.fv?

: dlterbltkan SPD oleh PPKD

" "fUntuk mengakomodas1 belanJa atas Keglatan yang s1fatnya:_ N

'_‘-‘{;‘:?”f-fwa.]lb meng1kat dan harus dllaksanakan sebelum DPA-'j:;":":’M  _2 _
SKPD / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD‘_.» -
_ f dlsahkan, PPKD membuat SPD tanpa menunggu DPA-»."_"_': ;
}SKPD/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD»» e

- Paragraf 2
Penga_]uan SPP S

:.j;: Pasal 52» o e
.“‘:_.'SPP-UP oleh Bendahara Pengcluaran;; N

» vf‘Pengajuan
/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk memperolehf:f;“.; L

B B persetu_]uan dan PA atau KPA melalu1 PPK—SKPD / SKPKD“
"“',;.“‘55"'1‘]atau PPK Umt Kerja hanya dllakukan sekah dalamv j o }

o »'v-[.‘setahun, selanjutnya untuk mengls1 saldo uang persedlaanvi_;“}

“dlgunakan SPP-GU

- ) 53(2) Besaran UP yang d1ajukan adalah sctmgg1 tmggm)’a 1/12

S (satu per dua belas) dan belanja langsung dlkurangl beIanJa,‘f" B

. f‘f mermc1 kode rekenlng

o (3) BUD menerb1tkan SPD sebagal dasar pcngajuan SPP-UP T

vkepada plhak ket1ga Yang mlamya leblh besar dam" _, :

(4) UP dapat dlgunakan untuk pembayaran kepada p1hak;f : : - ,i

(5) Besaran UP di Setlap SKPD/SKPKD dan Unlt Kelja;
E d1tetapkan dengan Keputusan BUD LT e s

ketlga yang nllamya sama dengan atau tldak leblh ‘dan‘!‘:,: ,‘:
Rp20 000 000 00 (dua puluh Juta ruplah) B T




telah dlgunakan -

(tujuh puluh llma perseratus]

Pasal 53 s

(1) SPP—GU d1ajukan untuk mengganu (revolvmg) UP yangt':g;j"jﬂ,vz»k")v “

(2) Penga_]uan SPP—GU oleh : ,‘Bendahara Pengcluaran/

Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk memperolehi :
persetu_]uan dan PA atau KPA melah.u PPK-SKPD / SKPKD
atau PPK Un1t Kelja dapat d1a3ukan apab1Ia SPJ ba1k UP S
maupun Gant1 Uang Persedlaan (GU) suda.h mencapal 75 % ;

Pasal 54 v »-

SPP—TU dla_]ukan untuk menambah uang untuk melaksanakan o

B Keglatan apabﬂa UP pada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara_:v-‘f: e

SR ’Pengeluaran Pembantu txdak mencukup1 dengan ketentuan\r’",

R sebaga1 benkut

mendesak

d1gunakan untuk melaksanakan Keglatan yang ber31fat, e

?.b."f}'SPP»TU mleu ruplahnya meleb1h1 dari szoo 000 000, oo

{dua- ratus Juta ruplah) per Keglatan harus mendapat o . :

. '“{’Vpersetujuan BUD;

RN é.fv ;}f’I‘ambahan uang harus dlgunakan dan dlpertanggung-?,;‘;g" _
Jawabkan pada bulan yang sama dengan permmtaanf{;f“.;_,ﬁ_‘ -

' :‘}tambahan uang, ST

d. j}Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu,: : e

';:.:'_‘dapat mengajukan SPP—TU benkutnya apab11a SPP-TU‘_',Z S

sebelumnya sudah selesa.l dlpertanggung]awabkan dan

. ’{f Daerah pada akhlr bulan permmtaan, kecuah
L

dlsahkan oIeh PA atau KPA S |
tambahan uang persedxaan’ dlpertanggung]awabkan dan
| dlsahkan tersenchn oleh PA atau KPA dan . AR |
_uka tambahan uang persedlaan tldak habls dlgunakanﬂ_»v

g :maka 31sa uang persedlaan harus dlsetor kembah‘ ke Kas

Keglatan yang pelaksanaannya meleb1h1 1 (satu) bulan,:'-‘f."* -

o . »_ﬁ:Keglatan yang mengalam1 penundaan dan Jadwal yang., -
,f..;telah d1tetapkan yang d1ak1batkan oIeh penstlwa dﬂuar"f"v o




kendah PA atau KPA T

e . Pasa155
(1) Pengajuan dengan SPP—LS dllakukan untuk E

. a.g : belanja gaJ1 pegawa1 dan tunjangan

” "'-':"."'f»'v"‘:!:j}.'vbelanja bunga, subs1d1, hlbah bantuan s081a1 bagl‘ib'b-‘::’
: has1l bantuan keuangan belanJa tak terduga danf
1-pengeluara.n pemblayaan ' IR

B C 'pembayaran pokok pmJaman yang Jatuh tempo BRI

| d '_"penyertaan moda.l da.n e 'f ' .
. e .,pelaksanaan pengadaan barang/_]asa oleh Plhak ketlga o .:
o ”fyang mlamya dxatas Rp20 OOO 000 OO (dua puluh Juta f.:,
R (2) Bukt1 bukt1 pengeluaran ash sebaga.l lamplran SPP-LS
o ":;»,'V».merupakan ars:p yang d1s1mpan oleh PA atau KPA setelah’

o proses pencalran dana selesa1 .‘

Paragraf 3
Tekms Pengajuan SPP

(1) ,Berdasarkan SPD Bendahara Pengcluaran/Bendahara"‘?'  ‘ "

o ‘v _Pengeluaran Pembantu menga_]ukan SPP——UP kepada PA.‘ : |
L atau KPA melah.u PPK-SKPD/SKPKD atau PPK Umt Ker;]a o R

(2) Kelengkapan Dokurnen SPP-UP terdm dan :“
o an ‘Surat Pengantar SPP—UP DR TR
. 'nngkasan SPP-UP
"rmc1an SPP-—UP
.:jsalman SPD dan o S T
. Surat Pernyataan PA atau KPA yang menyatakan bahwa"v

s uang yang diminta tldak dlpergunakan untuk kcperluan | o

s e ‘"selam uang persedlaan LI e

i : (3) SPP—UP yang dlajukan d1buat rangkap 4(ernpat) terdm dan

b lembar 1 untuk PA/KPA/PPK—SKPD/SKPKD /PPK Umtff S
o Kelja, :i L . : S

b lembar II untuk BUD



lembar III untuk Bcndahara Pengeluaran/ PPTK dan T -

d Iembar IV untuk ars1p Bendahara Pengeluaran e

Pasal 57

. ,' = Pengeluaran Pembantu menga_]ukan SPP—GU kepada PA_.
B s atau KPA melalul PPK-SKPD / SKPKD atau PPK Umt Kerja .
e (2') ‘Kelengkapan dokumen SPP—GU terdm dar1 L
L . f':a“. | Surat Pengantar SPP—GU R
. | b 'v’rlngkasan SPP—GU '
e Crln01an SPP—GU
d

(1) Berdasarkan SPD Bendahara Pengeluaran/Bendahara_;’;.s,:

v '{:-‘surat Pengesahan Laporan Pertanggung]awaban (Sp J)

o ’:v,:atas penggunaan dana SPP—UP/ SPP-GU penodej":-’ :
‘f_'."sebelumnya» o A S e
‘-;é.fﬁfsahnan SPD; dan B T B S L 5 U RO E L

R f Surat Pemyataan PA atau KP A yang meny at akan bahwa_,-' o

e -uang yang d1m1nta tldak dlpergunakan untuk keperluan:.ii:-* R

B sela.m untuk Gant1 Uang Persedlaan (GU) o
s SPP—GU yang dla_]ukan dzbuat rangkap s (empat) terdmff
e e o T s T
?_‘.a.' 1 Iembar I untuk PA/KPA/PPK SKPD/SKPKD/PPK Un11;
Kerja, S o e N SRS
., ;bv_-.v‘_Iembar I untuk BUD IR
é}"._"v_lembar III untuk Bendahara Pengeluaran/ PPTK dan
d .'lembar IV untuk ar81p Bendahara Pengeluaran , '_ .v _v - .
(4) Bendahara Pengeluaran mencatat SPP—GU yang dlajukanv.; L
o ke dalam reglster SPP—UP/ SPP—GU/ SPP—TU :

U Pasa158 v . e
,:',:,'(1)-Berdasarkan SPD Bendahara Pengeluaran/Bendahara L
L ; Pengeluaran Pembantu menga_]ukan SPP—TU kepada PA"-_.Z"iv'»- '
 atauKPA melalui PPK-SKPD /SKPKD atau PPK Umt Kexja
i ’:f (2) Kelengkapan dokurnen SPP—TU terd1r1 dar1 e
N a. Surat Pengantar SPP—TU -
b nngkasa.n SPP—TU
| ', c. rincian SPP—TU




d. vsalman SPD

rencana penggunaan atau Surat Pengesahan Laporan X "
: Pertanggung]awaban (SPJ), -

f. Surat Pernyataan PA atau Kuasa PA yang menyatakan 3

(3)

bahwa uang yang diminta tidak dlpergunakan untuk'?‘;ﬁ -

keperluan selaln tambahan uang perscdlaan, dan

"g. Surat Keterangan yang mernuat penjelasan kcperluan .

pengisian tarnbahan uang persedlaan
SPP-TU yang dla_]ukan dibuat rangkap 4 (empat) terdini
dari:

a lembar I untuk PA/KPA/PPK SKPD/SKPKD /PPK Umtl

Kerja;

b, lembar Il untuk BUD

c. lembar Iil untuk Bendahara Pengeluaran/ PPI‘K dan |

- d. lembar IV untuk arSIp Bendahara Pengeluaran

@

Bendahara Pengeluaran mencatat SPP-TU yang dlajukan.;_'

: kedalam reglster SPP—UP/ SPP-GU /SPP-TU.

(1)

vPengeluaran Pembantu mengajukan SPP-LS Pembayaran.}

| ~ Pasal59 o |
Berdasarkan SPD, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara*'

. fv,v'Ga‘u dan ’I‘un_}angan dan Perjalanan Dinas untuk pesangon S

_ kepada PA atau KPA melalui PPK-SKPD

@

Berdasarkan SPD, Bendahara Pengeluaran SKPKD yangv ’

"_mengelolla belanja bunga, sub31d1, hibah, bantuan sos1al, ,

_bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tak terduga dan

,, pengeluaran pembiayaan' _ serta penyertaan modal |

(3)

mengajukan SPP-LS ke PPKD melalui PPK- SKPKD
Berdasarkan dokumen SPP—LS yang dmapkan oleh PPTK.

- untuk belanJa barang dan jasa yang nllamya di ‘atas.
| Rp20. 000. 000,00 (dua puluh Juta ruplah), Bendahara
, Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu »

' mengajukan SPP—LS kepada PA atau KPA me1a1u1 PPK— -

(4)

SKPD.
Kelengkapan dokumen SPP-LS Pembayaran Gajl dan
'I‘unjangan terdiri dan ‘



Surat Pengantar SPP—LS TR
f'v*_'»rlngkasan SPP—LS S
».:‘.}nn01an SPP-—LS dan
1amp1ran SPP—LS yang mehpuu

1 .”:pembayaran gajl mduk
2. gaji susulan, e
,}}_‘v_kekurangan gajl, B

f:.i'gajl terusan,

- uang duka wafat/ tewas yang dllengkapl dengan

L daftar gaJ1 mduk/ gaJl Susulan/ kekurangan

- gaj 1/ uang duka wafat
. 6.SKCPNS;
o 7. 8K PNS;
v.‘;_:SK Kenalkan Pangkat :

: SK Jabatan | -v

| ). kenalkan ga_]l berkala,

| Hx‘.fSurat Pernyataan Pelantlkan, ,} 3’:‘-: i i
. Surat Pernyataan ma31h mendudukl Jabatan,
}lb-"".:':Surat Pemyataan melaksanakan ’I‘ugas, RN
'.'Daftar Keluarga (KP4), S
A vSurat N1kah /Akte Ceral,
1 vi‘.fifotokopl Akte Kelah1ran

D " ,_Surat Keterangan Penghentlan Pernbayaran (SKPP) E
- 18 Surat Keterangan Ma31h Sekolah/ Kuhah A
s ‘f';‘iflv9"-;»3urat Pindah; £ i‘

Zosurat Kemanan,
F?‘f"’vz‘é:.'”kelengkapan dokumen tersebut dlgunakan sesualv_}

e peruntukannya

(5) Kelengkapan Dokumen SPP—LS Pernbayaran" Tambahan o e

Penghasﬂan terdlrt darl e
L K Surat Pengantar SPP—LS
'}: nngkasan SPP«—LS
"b’v_vrlnc1an SPP—LS
.'F;FSK Pelantlkan, dan , R N S
,‘ SPMT (Surat Penntah Melaksanakan ’I‘ugas) TR




(6) Kelengkapan Dokumen SPP—LS untuk belan_]a bunga,

“subsidi, hibah, bantuan sosml bag1 hasﬂ bantuan S

kcuangan, - belanja  tak terduga dan pengcluaran

pembxayaan serta penyertaan modal mencakup U
a. Surat Pengantar SPP-LS S ' 
'b. ringkasanSPP-LS;
c’. rincian SPP-LS; dan

-1

2.
‘dan telah  disetujui  oleh ~ PPKD/Sekretaris

6.

d larnplran SPP-LS yang mehputl

salinan SPD; o ,
Surat Permohonan yang dﬂengkapx dengan proposal”"

Daerah / Bupati;

.Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran

Bantuan /Hibah;

. Naskah Pexjanjlan Hlbah L el
. Keputusan Bupau tentang Penggunaan Belanja Tak:

Terduga, dan v R
kelengkapan dokumen tersebut dlgunakan sesuai

peruntukannya ‘

(7) Kelengkapan Dokumen SPPfLS, , untuk pengadaan |

‘barang/jasa mencakup

a. Surat Pengantar SPP-LS
b nngkasan SPP-LS

_‘c, rincian SPP-LS; dan e

d 1amp1ran SPP—LS yang mehpu’u R

1.
2.

salman SPD;
SSP disertai faktur Pajak (PPN dan PPh) yang telah}

dxtandatangam Wajlb Pajak

Surat Pernyataan PA atau KPA mengena1 penetapan :

‘ pihak kenga,

Surat Per]anjlan KerJasama/ Kontrak antara PA atau |
'KPA dengan pihak ketiga serta mencantumkan o
nomor rekening bank plhak ket1ga sesuai dengan

referens1 bank;

. 1 Benta Acara Penyelesalan Pekerjaan, -

Berxta Acara Serah Terima Barang dan J: asa, »



. kultans1 : bermetera1 nota/faktur - yangf_~' "
‘dltandatangam plhak ket1ga dan PPTK serta |

disetujui oleh PA atau KPA

. fotokopi Surat Jamman Bank ~atau lembaga'

) jkeuangan non bank yang telah dllega1151r,

dokumen lam yang dlpersyaratkan untuk kontrak—

kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya

_.'v.;vbersumber dan penerusan pm_]aman/hlbah luar_

s negeri;
10.

Berlta Acara Pemenksaan yang d1tandatangam oleh'

pxhak ketxga serta unsur Panitia Penenma Has:l"

S Peker_]aan benkut lamplran daftar - barang yang

- diperiksa;

11.

Surat Angkutan apaﬁila pengadaan barang

»f fdllaksanakan di luar w11ayah kerja;

12

. Surat Pembentahuan . Potohgan D‘ehda

_ Keterlambatan Pekeljaan dari PPTK apablla |

13.
"penyelesa_lan pekerjaan; .
14,

: pekeljaan mengalarm keterlambatan

Foto/buku/dokumenta31 tmgkat‘ " kemajua}i/‘

potongan Jamman 8031al Tenaga Kerja (Jamsostek)-

;’:sesua.l dengan ketentuan yang berlaku/ surat, -

15

' pembentahuan Jamsostek

.khusus  untuk pekerjaan konsultan yang .

perhltungan harganya menggunakan blaya persoml‘ ,

- (blllmg rate), Berita Acara Presta81 Kema;}u_anv'

 Pekerjaan dllampm,

16.

‘Buktl Kehadiran dari ‘tenaga konsultan sesuai

f pentahapan waktu pekerjaan;

17.

Penyewaan/ Pembelian Alat Penun_]ang serta Bukt1

;}Pengeluaran lamnya ‘berdasarkan rincian dalam-

Surat Penawaran, dan

18

kelengkapan . tersebut digﬁnakan f"s'e'suai '

peruntukannya

E (8) SPP—LS yang d1aJukan dlbuat rangkap 4(empat) terdm dan
o as lembar ash untuk PA/KPA -



. ‘vlembar pertama BUD S .
c. lembar kedua untuk PPK SKPD/SKPKD atau PPK Umt

Kerja; dan o
lembar ketlga untuk ars1p PPTK dan/atau Bendahara

Pengeluaran

(9) Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu
“mencatat SPP-LS yang d1a_1ukan kedalam reglstcr SPP-LS ‘
(IO)Dalam hal Belanja Modal berupa konstruk&, pengajuan'
SPP-LS pallng lambat 2 (dua) rmnggu seJak Provlstonal
Hand Over (PHO) d1tandatangan1 ' R

( 1) SPM dapat dlterbltkan _]lka

va.

?aragraf 4  " ” |
Penerbitan éPM -

Pasal 60

‘pengeluaran yang dlmmta tldak meleb1h1 pagu
"anggaran yang tersedia; o
. kebenaran pernbebanah Keglatan dalam rekemng
‘vbclanja sudah tepat dan N : '

}vd1dukung dengan kelengkapan dokumen yang sah dan- L

lengkap.

(2) Waktu pelaksanaan penerbltan SPM

a.

dlterbltkan palmg larnbat 2 (dua) harl kexja sejak SPP B
d1ter1ma, dan o S
apablla ditolak maka dlkembahkan ke bendahara pahng o
lambat 1 (satu) hari ker_]a sejak d1ter1ma SPP.

(3) PPK-SKPD / SKPKD / PPK Unit Kelja mcmlhkl tugas

a.

v‘mengujl SPP beserta kelengkapannya, -
b

}menylapkan SPM atas SPP  yang telah d1u31'v

}kelengkapannya dan kebenarannya untuk -
" ditandatangani PA atau KPA; | N -
“rnenerbltkan Surat Penolakan SPM bila SPP yang |
'_dla_}ukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD/ SKPKD

udak Iengkap atau tldak benar,

) membuat reglster penolakan penerbltan SPM dan




.,e'

-a.

membuat reglster SPM
(4) PA atau KPA mem111k1 tugas
menerbztkan SPM; dan

menolak SPM yang dlterbltkan PPK-SKPD dan PPK. o

SKPKD bﬂa SPP yang dlajukan Bendahara Pengeluaran; -

"SKPD tldak lengkap atau tldak benar

Pasal 61

(1) SPM yang telah d1terb1tkan oleh PA atau KPA d1k1nmkan'
kepada BUD dilengkapi dengan dokumen tag1han o

‘ pembayaran sebaga1 benkut
~ a. untuk SPM-UP: |

b

3.

1.

’7’.

salinan Surat Pengantar SPP

2. salinan Ringkasan SPP;

3. salinan Rmman Rencana Penggunaan Dana SPP
4.'salinan Daftar Penehtxan Kelengkapan Dokuman
v;_.YSPP; o o _ .

5. sahnan SPD : o
6. Surat Pernyataan t1dak dlpergunakan untuk
. keperluan selain Uang Persed1aan dan - -

Surat Pemyataan Tanggung Jawab PA atau KPA

vuntuk SPM-GU: , S
1. salinan Surat Pengantar SPP
2 salinan Rlngkasan SPP; - , '

sahnan Rmman Penggunaan Dana SP2D UP/GU

v',‘yanglalu R S L e
.‘sallnan Daftar Penelman Kelengkapan Dokumen SPP :
5.'rekap1tu1asz pengeluaran perincian obyek S
6. Surat Pengesahan pertanggung]awaban penodev ]
~ sebelumnya; ‘ R |
. salinan SPD; R
.Surat Pernyataan tidak dipergunakan '};"‘_.,untuvk '

keperluan LS; | R

0. sahnan Buku Kas Umum, e

10.salinan Buku Bantu Slmpanan Bank

}v‘_1‘1v.sa;l‘1nan _Buku Bantu Kas Tunai;




| 13 Salman Laporan PaJak
) untuk SPM-TU |
e Salman Surat Pengantar Svpp
salman Rlngkasan SPP :

N sahnan R1nc1an Renca_na Penggunaan Dana SPP

‘,3" sahnan SPD S : - SRR :
¢ ﬁﬂSurat Pernyataan tldak dlpergunakan B untuk

1
2

| f:'_’f : 4, salman Daftar Penel1t1an Kelengkapan Dokuman SPP :f"‘f S Bae
6

:{':'_keperluan sela1n 'I‘ambahan Uang Persedlaan

S 7. Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan

| penglslan Tambah Uang Persedlaan,

- - _:; 8. ‘Surat Pernyataan Tanggung J awab PA 'atau KPA
“.'::.fl":untuk TU Nihil: ‘_ o | ST

._sahnan Surat Pengantar SPP

. sa.lman R1ngkasan SPP e SUTPEIELN
.‘»sahnan Rmman chcana Penggunaan Dana SPP e s
. isalman Daftar Penehtlan Kelengkapan Dokuman SPP . -

.fsahnan Buku Kas Umum, S T

.:'Sahnan Buku bantu Slmpanan Bank Av.v‘v;-‘,f, R

: salman Buku bantu Kas ’I‘unal,

oa-.: ::;‘1 ,o\**[_ o ‘_:‘4; @j j t‘o -

g '.'fsahnan Lamp1ran Pajak B
. "funtuk SPM-LS G&_]l dan ’I‘unjangan
‘:1 sahnan Surat Pengantar SPP =
'sahnan Rlngkasan SPP

sahnan R1nc1an Rencana Penggunaan Dana SPP

o ) salman Daftar Peneht1an Kelengkapan Dokum en . :
- 5daftar ga_]l, dan

, -‘;:f:ﬁ6'.:rekap1tulasx gajl perlembar dan pergolongan RIS I
.""-;:;v“vl_,untuk SPM LS BelanJa Bunga, Hlbah Bantuan Somal
da.n Belan_]a ‘v"Tldak Terduga} -

serta Pengeluaran .

Pembayaran SEREEIE EA S
1 sallnan Surat Pengantar SPP T R

2 sahnan ngkasan SPP




o ."f'vilsahnan“Rmman Rencana Penggunaan Dana SPP e
' 4 v*salman Daftar Penel1t1a 'KeIengkapan ‘Dokumen :} f"}’_
o sen S
:5;»>,:v-:sahnan SPD et s T
o . }6:’.3",“Surat Pemyataan Tanggung Jawab PA atau KPA o
: B 7 Surat Permohonan yang d11engkap1 dengan proposal { ‘} o
dan telah dlsetu_]ul oleh PPKD / Sekrctans;
Py '_“v‘,.,.;,}'Daerah/Bupatl I PE R RS
S 8 :Keputusan Bupau tentang Penern'na dan Besaran*ff
L : '::1_:'3.":-';‘_;Bantuan/Hlbah T L e T
' '”.m9‘;*5;;-;'Naskah Pexjanjlan H1bah Daerah (NPHD), dan R
10 Keputusan Bupatl tentang Penggunaan BelanJa: |
TldakTerduga ORI f,, e e o

;. untuk SPM-LS Barang dan Jasa

1 sahnan Surat Pengantar SPP

L }2‘;}; sahnan ngkasan SPP S 3

3 salman R1nc1an Rencana Penggunaan Dana SPP o

ol 4sahnan Daftar Penehtlan Kelengkapan Dokuman

| ",f_"';“{'-{'sahnan sD;
, Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA atau KPA |

7. Kontrak/ Peljan_uan Ktea
| Surat Penntah Mu1a1 Kelja, L ,
B 0. Benta Acara Serah Tenma Barang atau Penyelesalanffﬂ:’_:,;.

: : '::: 10 Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP), ‘f R
11 Sahnan Rekenmg Bank dan Ce
12 Salman Nomor Pokok Wajlb PaJak (NPWP)

~ Pencrbitan ._,sPéb,j Dalam Jarngan (Host to Host)

: - o . Pasal 62 v R R NI
( 1) BUD melakukan pengu_pan SPM yang terdm dan pengu_]lan L R

S substantlf dan pengullan formal

(2] Pengupan substantlf bertujuan untuk




C mengu_u

'_tercantum dalam SPM BEEE | ST
"b,:}ﬁ”mengu_u ketersedlaan dana pada Keg1atan dan kode ',
;}_}'--i::rekemng dalam DPA SKPD yang dltun_]uk dalam SPM

r_;:kebenaran .;.":}Perhltungan j

' ftersebut

:‘mengujl kelengkapan dokumen taglhan' pembayaran

L ‘,:; ".‘dan

L d mengu_]l SSP dan faktur pajak
(@ Pengu_uan formal bertuJuan untuk : o v‘
a B _mencocokkan tandatangan Pejabat Penandatanganan
o ‘} SPM, PA  atau if* KPA‘ o dan . cap/ stempel ‘,
o 'f}fE:_kantor/SKPD/SKPKD dan dengan f spesunen yang.

Ry fdlterlma

'v.""_memenksa cara penullsan/peng131an _]umlah uang_f‘

o dala:rn angka dan huruf dan el

.y ; memenksa kebenaran dalam penuhsan, ‘termasuk tldak L o
: ’»:"boleh ter dapat cacat dalam penuhsan SR

et 'Berdasarkan has1l pengupan SPM BUD melakukan',.__}h S
a penerb;tan SP2D apabﬂa SPM yang dla_]ukan tel ah ‘; N

memenuh1 persyaratan, atau

o b penolakan penerb1tan SP2D apabﬂa SPM sudah dunput

T _ dan dlajukan t1dak memenuhl persyaratan SR
o - V: : '(5) , Penerbltan SP2D sebagalmana d1maksud pada ayat 4 huruf .f }' l
ER ( ) palmg lama 2 (dua) han kerJa terhltung se_]ak"f |

o di ten m anya pengajuan SPM secara lengkap dan benar

}:(6")’?Penolakan penerbltan SPZD scbagalmana d1maksud pada oy

. ayat 4 huruf (b) palmg lama 1 (satu] han kerja terhltung"f‘;‘:_';‘-:j:'.v_::;

o ‘v’-_-,._;’f:'_’sejak dltenmanya pengajuan SPM L ST
?:5"".‘("7)':'Setelah SP2D terblt BUD menglrlmkan data secara Onhne S
. dan menyerahkan SP2D secara ﬁ81k beserta daftar pengujl,’"’

e ke Bank Penylmpanan Kas Daerah kemudlan Bank}j ; X

f%Penylmpanan Kas . Daerah mentransfer ke rekenmg atas- Sl
_t:"_’inama penenma dan besaran dana sesuaJ. dengan yang s
tertera dalam SP2D - :ff l f PR T | s
B (8) .:vaalaIn hal BUD berhalangan yang bersangkutan dapat’r::ffﬂf O

e ﬁi‘;b;;menunjuk PeJabat eselon III dlbawahnya yang sesual




dengan mgas pokok dan fungsmya untuk dzben
kewenangan menandatangam SP2D I

Baglan Ketlga .
Pengemballan Keleb1han Pernbayara.n, Pengembahan Slsa UP
TU LS Denda Pengadaan Barang/ J asa dan Klalm

v Pemerlksaan

v v - Pasal 63 o L

(1) Pengembalxan keleb1han pembayaran kepada plhak ketxga
. dalam Tahun Anggaran berjalan melalul mekamsme.}
pemmdahbukuan ,a perlntah BUD berdasarkan

- permintaan dari pxhak ketxga ' _ R -
(2) Pengembahan kelebihan pembayaran kepada pxhak kct:ga‘-_‘

setelah Tahun Anggaran bcrakh1r melalui mekamsme»,_ -

'bBelanJa T1d.ak Terduga berdasarkan permmtaan dan p1hak _

‘ Pasal 64 , o
(1)} Mekarusme pcngembahan sisa UP dan/atau Tambah Uang'
B Persedlaan (TU) dalam 'I‘ahun Anggaran beljalan melalul; ;
penyetoran pada Rekemng Kas Umum Daerah : o
(2)"‘"Mekan1sme pengembahan LS dalam Tahun Anggaran"':
o _.bber_]alan melalm penyetoran pada Rekemng Kas Umum» .
- Daerah dan akan mengurang1 realisasi belanja .
| (3)_Mekamsme pengembalian s:sa UP Tambah Uang‘_ o
Persediaan (TU) dan LS setelah Tahun Anggaran berakhlrv'
- melalui penyetoran pada Rekemng Kas Umurn Daerah E
| (4) Mekanisme denda pengadaan barang/ jasa serta klaum»‘ -
- pemenksaan melalui penyetoran} pada Rekemng Kas Umum; | o
B Dacrah. e AR T S

(5]‘ Dalam hal pengembahan atas klaim pemenksaan dana-_ R

 BOS reguler dalam Tahun Anggaran berjalan dxsetor
- .jmelalul rekemng BOS reguler ' : .



PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

v -'.;ff Baglan Kesatu e

Bcndahara Penenmaan da.n Bendahara Penerlmaan pembantu,}

Pasal 65

3 Penerlmaan

Pembantu

(1) Bendahara

:“j"mempertanggung]awabkan secara admlmstratxf tas

pengelolaan keuangan kepada Bendahara Penenmaan'

o pallng lambat tanggal 5 (11ma] bulan benkutnya dlsertal"vf-f__
:v";::-lbuktl buktl penenmaan/setoran A RN
f'ff_;’_(2v]:_"»Bendahara Penenmaan Wajlb mempertanggung]awabkan ) )
) ‘. :‘:secara admmlstratﬂ' atas pengelolaan keuangan kepada PA
e melalui PPK-SKPD pahng lambat tanggal 10 (sepuluh) '  1:'-'- ‘}
bulan berlkutnya dllampm PR LT R o "
.f ’buku penenmaan dan penyetoran yang telah d1tutup : -

" b. ‘lf:reg1ster Surat Tanda Setor {STS),

c "‘buktl penerunaanyang sah dan ETARNEE GRS e
s ;'vd’.':vgvpertanggungjawaban Bendahara Penemmaan Pembantu SEEEE

,:“‘;.5_‘('3')]Laporan keuangan Bendahara : Penenmaan SKPDI',E.'}'{"

i ,;Q‘:‘:merupakan laporan gabungan Yang sudah merangkum SPJ ";‘fff?; P

o ':'_Bendahara Penenmaan Pembantu

- 4 Bendahara Penenrnaan waij mempertanggun.awabkanv i_‘-
» . s secara fungsmnal atas pengelolaan keuangan kepada PPKD ) o
i, dengan tembusan kepada Inspektorat palmg lambat tanggal‘,: ‘vj: o .

10 (sepuluh) bulan berikutnya. R

‘::Pertangg‘-lnglawaban admlmstram ':dan fungsmnal ,»-pada'

 akhir Tahun Anggaran dlsampalkan pahng lambat han;

o ?_'f_}”::ikelja terakhlr bulan Dcsember

“'_V‘_PPKD melakukan venﬁkam evalua31 dan anallsls atas :

S pertanggung]awaban Bendahara Penenmaan dalam rangka";“fjf.:’,

:":"'.’rekonsﬂlam penenmaan palmg lambat tanggal 20 (dua'?l_f -

' :A"M-"‘-».;puluh) bulan benkutnya o




(7) PPKD berwenang membenkan teguran tertuhs dengan

o

tembusan Sekretans Daerah dan Inspektorat kepada .

Bendahara Penenmaan apablla sampaJ denga.n tanggal

}yang d1tetapkan bendahara belum mengmmkan SPJ- -

fungsmnal

o Bagianik‘édua -
Bendahara Pengeluaran

 Pasal 66

Bendahara Pengeluaran - 'menyampaikan‘ laporan |

pertanggung]awaban keuangan setiap bulan kepada PA

melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh)

bulan berlkutnya, kecuah laporan pertanggung]awaban o

v bulan Desember d1sampa1kan palmg lambat han kexja

@

terakh1r pada bulan Desember

Dalam mempertanggung]awabkan " pengelolaan uang,
dokumen laporan pertanggungjawaban yang dlsampalkan ’

mehputl

a. Buku Kas Umum ,

b.: rmgkasan pengeluaran per rmc1an obyek yang dlserta;
.dengan bukti- buktl pengeluaran yang sah dan lengkap
‘atas pengeluaran dari setlap r1nc1an obyek :

¢. bukti atas penyetoran PPN /PPh ke Kas Negara, dan

d. | reglster penutupan kas v ) ‘

Dalam  melakukan venfika51 o atés " laporan |

pertanggung]awaban yang  disampaikan, PPK-SKPD

- berkewajiban‘ P

a. _meneliti kévl‘en’gkéxl;iah‘ o * dokumen | Iaporan .
pertanggung]awaban - dan keabsahan buku-buktl |

 pengeluaran yang dllamplrkan -

b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per

rmc:an _obyek yang tercantum dalam rmgkasan per

' rincian obyek

c. meneliti - kebenaran pembebanan belanja sesuai -

E chxat;m dan'rekemng belanja dalam DPA-SKPD;



S menghltung

e dan SP2D yang dxterb1tkan penode sebelumnya e

V, pengeluaran per rmc1an obyek dan

e ’?mengu‘u kebenaran rea11sas1 belanJa sesuau dengan SPM:Y'}: g

pengenaan o PPN / PPh

| (4) Dokumen yang dlgunakan oleh PPK-SKPD',:V dMMv :
" menatausahakan pertanggung]awaban Pengeluaran'ﬁf:fz .' S

- mehpuu

: a’

o pengeluaran,

e ’_fv Pengeluar an dan

il -ff" . reglster penutupan kas

(1) Bendahara Pengeluaran mempunya1 tugas

. a

o pengeluaran

pertanggung]awaban, 5

Z_’:f,Pembantu Pengeluaran per rmc1an obyek dan

i :penenmaan SPJ pengeluaran

register  pencrimasn léioofan_ ;;g,;.fperaﬁggangiawabaa

};’-.’.‘surat penolakan " pertanggung]awaban o

-".,”‘»’reglster penolakan laporan pertanggung]awabanf}",

Pasal 67- -

mengup kebenaran dan kelengkapan dokumcn

. m elakukan pcncatatari ‘bukti- bukt1 penggunaan >dana,ﬁ: :
.»._‘j{‘dan UP/ Gant1 Uang Persed1aan (GU) /Tambah Uang "
. :':’“Persedlaan (TU) dan LS pada dokumen Buku Kas ERTe
- :Umum, = Buku Pembant"“‘" |
o ";F}Pembantu Pa_]ak Buku Pembantu Panjar dan Buku";':f:’

| Slmpanan / Bank Bukuf, o

.',,f, melakukan rekapxtulas1 pengeluaran dan mencatatnya.,} =

e d dalam SPJ yang akan dlserahkan ke PA atau KPA .

- (2) PPK-SKPD mempunya_l t‘LIgas o . e
S a mengu_u SPJ pengeluaran beserta kelengkapannya

vzmereg1ster SPJ pengeluaran yang dlsampalkan olehvév

Bendahara Pengeluaran dalam buku regtster

mereglster SPJ pengeluaran Yang telah dlsahkan oleh:.‘-f':“’ R

B PA atau KPA untuk Sekretanat Daerah ke dalam buku ;;::f?’:f,-f o




| reglster pengesahan SPJ pengeluaran; dan

d. meregister SPJ pengeluaran yang ditolak oleh PA atau" ER

' KPA.*

(3) PA/KPA mempunya.l tugas

(1) ]

a. menyetujui SPJ . pengeluaran yang d1ajukan oleh"_,:’f .,

Bendahara Pengeluaran dengan menerbltkan Surat,

Pengesahan, SPJ Belanja; dan

'b. menolak SPJ pengeluaran apab1la dokumen SPJ ttdak |

sah dan tldak lengkap

Pasal 68

Bendahara - Pengéluaran pada SKPD_-' Wajib .

‘mempertanggung]awabkan secara fungsmnal  atas o

| }"pengelolaan uang yang menjadi tanggung _]awabnya dengan'

menyampalkan laporan pertanggun.awaban pengeluaran_ _

'..‘set1ap ‘bulan ‘kepada PPKD pahng lambat tanggal 10

o (sepuluh) bulan benkutnya, kecuah laporan .

fpertanggung]awaban bulan Desember dlsampaukan paling

,lambat tanggal 31 (tlga puluh satu) Desember tahun

berkenaan

Penyampalan laporan pertanggung]awaban Bendahara

'vPengeluaran | sebagalmana' dimaksud pada ayat (1)

dllaksanakan setelah dxterb1tkan surat pengesaha_nv' .

@

'pertanggung]awaban pengeluaran oleh PA.

Bendahara Pengeluaran | mengmmkan. ~laporan

' Apertanggunglawaban pengeluaran sebagmmana dxmaksud‘.:_‘ |

- pada ayat (2) kepada Inspektorat dengan dllampm

" a. buku kas umum;

‘ b. nngkasan pengeluaran per nncxan obyek yang dtsertalf_

dengan buktl-buktl yang sah

: “-c, bukti penyetoran PPN/ PPH dan

- d. reglster penutupan kas

@

PPKD: bcrwenang ‘memberikan teguran tertulzs dengan v'
tembusan ASekretans Daerah dan Inspektorat ‘kepada

_ Bendahara Pengeluaran ‘_ apabila sampai dengan tanggal



N

o vkepada Bendahara Pengeluaran palmg lambat tanggal 5‘»_1 SR

Uang - kas / uang tuneu dalam brankas v

»::“"‘_:,j,","menjad1 tanggung Jawabnya e
@

,Iaporan pertanggung]awaban pengeluaran setlap bulani.":f

yang dltetapkan bendahara belum mengmmkan SPJ;,;‘;.;:
fungsmnal F T e B

Pasal 69

yang menjad 5

pengurusan Bendahara Pengelua.ran pada PA dan Bendahara_{“-.f | _
fj.,.»vvv.ff_ Pcngeluaran Pernbantu pada KPA pahng t1ngg1 sebesar.-‘- B
Rp10 000 000 00 (sepuluh Juta mp1ah) o

Baglan Ketlga

A Bendahara Pengeluaran Pembantu

: Pasal 70 L ;.;-_ ‘,;‘_ .

Bendahara Pengeluaran Pembantu wa_ub mcnyelenggarakan::__f: f' S

R ‘:fpenatausahaan terhadap ” seluruh pengeluaran yang i

Bendahara Pengeluaran Pembantu Wajlb menyampalkan%:{f_ﬁ

o 'j,,,*(hma) bulan benkutnya, | kecuah laporan

S Pertanggung]awaban bulan Desember d1sampa1kan pal1ng'_.fvfi'._;’.,

o ‘lambat tanggal 28 (dua puluh delapan) Desember tahun"f"i ;

Lo -*,berkenaan

@

Dalam proses penatausahaan, Bendahara Pengeluaranlf"-'}“::,_'v-‘-jf_’?'i f‘

S 1 Pembantu mencatat transak51-transaks1 dalam buku

L a. Buku Kas Umum, '}
'fuf.‘ib Buku Pa_]ak PPN / PPh da

Surat Pertanggunglawaban dlserahkan kepada Bendaharaf{ ::f:" :

’.ffPengeIuaran dengan dllampm

S c buktl»buku Ialn yang sah
?:,'i‘ ‘: ,(5)

'»a menguJ1 kebenaran dan | kelengkapan dokumen o

| | pertanggunglawaban, 5

a Buku Kas Umum, |
b Buku Pajak PPN / PPh dan

Bendahara Pengeluaran Pembantu mem1hk1 tugas L e




b melakukan pencatatan buktl-buktl penggunaan dana

-’pada dokumen Buku Kas Umum, Buku Pajak PPN / PPh
} }Buku Panjar; dan | ‘ ‘

e "melakukan rekap1tu1a31 pengeluaran dan mencatatnya

(6)

" ’2(7)

®)

. -' )

- dalam SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu yang '

 akan dlserahkan kepada Bendaha:a Pengeluaran

Terhadap SPJ 'Bendahara - Pengeluaran P‘embar—itu,»:

Bendahara Pengeluaran mem1hk1 tugas L
a. melakukan verifikasi, evaluasi dan ana11s1s SPJ‘
j Bendahara Pengeluaran Pembantu o
b. membenkan persetujuan terhadap SPJ Bendahara

Pengeluaran Pembantu, ~ dan  SPJ Bendahara

_»Pengeluaran Pembantu harus dxsertakan Bendahara ) :

~ Pengeluaran dalam membuat SPJ pengeluaran, dan B

‘c. ‘Dalam hal SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu o

' tersebut blla/ jika ditolak maka Bendahara Pengelua_ran
mengembalikanﬁya kepada Bendahara Peﬁgeluaran

_'Pembantu untuk d1perba1k1

Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pencatatan -
bukti- bukt1 penggunaan dana darl UP, Gant1 Uang
| Persedlaan (GU) dan TU, kemudlan bukt1 penggunaan dana
tersebut dlarSkaan dan Bendahara Pengeluaran

Pembantu hanya akan mencatat pengeluaran atas :

penggunaan dana tersebut pada dokurnen-dokumen
a. Buku Kas Umum, , - o
b. Buku Pajak PPN/PPh dan o

' c. BukuPanjar. L | | O
Bendahara Pengeluaran Pembantu membuat SPJ Belanja- =
berdasarkan data dari 3 (tlga) dokumen sebagalmana L
d1maksud pada ayat (7) dalam SPJ Bendahara Pengeluaran.

Pernbantu

SPJ sebaga1mana dlmaksud pada ayat (8) dxserahkan
kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5
(lima) bulan berlkutnya, sedangkan SPJ bulan Desember -

paling lambat dlserahkan 3 (tlga) har1 kezja sebelum Tahun o
’Anggaran berakhlr ’ I ‘ o

- g e



(1)

BAB XI -

: PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING BANK PADA SKPD

Pasal 71 ‘_ e
PA/KPA selaku SKPD dapat membuka rékening

. penenmaan dan atau rekemng pengeluaran serta rekemng v

- lamnya dengan persetujuan Bupatl melalm BUD.

@

Pembukaan rekemng sebagalmana dlmaksud dalam Pasa.l‘

' ,5 71 ayat (1], dxlakukan atas nama SKPD oleh Bendahara

o Penenmaan ‘atau Bendahara Pengeluaran/ Bendahara

Pengeluaran Pembantu v . ,
Permohonan persetujuan pembukaan rekening
dlsampalkan oleh Kepala SKPD selaku - PA [/ Kuasa PA

- kepada Bupati melalui BUD dengan dllampm

Ca. Keputusan Bupatl tentang penunjukan Bendahara

Pengeluaran/ Bendahara Penenmaan SKPD dan S

b, surat pernyataan tentang penggunaan rekenmg

Bupati berwenang untuk menolak permohonan persetujuan -

-, -pembukaan rekemng yang dlajukan apablla permohonan

tersebut  tidak memenuhl : ketentuan ‘sebagaimana

| v»dlmaksud pada ayat (3)

o

@
L dengan tujuan pembukaannya harus dltutup oleh Kepala
SKPD dan saldonya dlpmdahbukukan ke Rekening Kas .

©

Pasal 72 o
BUD dapat memerintahkan penutupan dan/atau

: pcmmdahbukuan ‘sebagian atau seluruh dana yang ada

pada rekemng sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 71
ayat (1) ke Rekenmg Kas Umum. Daerah.

Rekenmg SKPD yang sudah tldak d1gunakan 1ag1 sesua1 - "

Umum Daerah pahng lambat 1 (satu) bulan seJak

penutupan

Penutupan dan/atau ' pemmdahbukuan éebagéiinana |

~dimaksud pada ayat (2), harus dilaporkan kepada. Bupat:
melalui BUD palmg lambat 1 (satu) bulan se_]ak penutupan



| (1)

()

N ‘(2).

v Pasal 73 . .
Kepala SKPD selaku PA/KPA Wajlb melaporkan pembukaan
rekenmg sebagannana dlrnaksud dalam PasaJ 72 ayat (1),4

,- kepada Bupat1 melalm BUD palmg larna 5 (llma) han kelja | EE

sejak tanggal pembukaan rekening.

Rekenmg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 aYat (1), A

harus dilaporkan dan dlsa_ukan dalam daftar kepemlhkan

rekemng sebaga1 lamplran pada laporan keuangan SKPD o

yang bersangkutan dan wajib dlsampalkan kepada Bupatl-
setlap akhlr tahun ‘

Pasal 74

.Rekemng Penenmaan Rekenzng Pengeluaran dan rekemng.* ) |
llamnya yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan
' Bupat1 ini dan masih akt1f Wa]lb dxlaporkan kepada Bupatl, o

melalul BUD. - B B N
BUD melakukan invenfélrisaSi ' tefﬁadap' rekeriing .
sebagalmana dlmaksud ayat (1) dan melaporkannya kepada _ )

| Bupat1 untuk dltetapkan dalam Keputusan Bupatl

,BABXII I
PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN APBD

- Bagian v'Késatu

o Teknis Pengadaén Baljang/Jasa

Pasal 75

Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa diatur dalarn Peraturan B

Bupatl tersendm

PasaI 76

(1) Dalam rangka pelaksanaan transaks1 non tunm, maka

pembayaran komulatif per obyek pengeluaran ' mela1u1
mekamsme tuna1 dlbata31 sampa; dengan Rp2 500 000 00 -

(dua Juta lima ratus nbu rupxah)



(2)

| ._1‘(1)

@

. ':.; (3)

@

dlkecuahkan dan transak31 pembayaran pengeluaran non
tuna1 adalah j jenis pembayaran R
) pembayaran belanja untuk peljalanan dmas,
_pembayaran beIanJa transportas1 kepada masyarakat .
vpembayaran belan]a honoranum kepada masyarakat SR
pembayaran belanja bantuan kepada orang terlantar, |

- pembayaran belanja bantuan kepada yatim platu,

meopo TP

'pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada

saat texjadl bencana alam; dan v

'g. 'pembayaran belanja makan dan mmum rapat yang

_ dllaksana.kan di luar Daerah

. o Pasal 77
Tanda Buktx Pernbehan terdiri atas
a. bukt1 pembelian/ pembayaran,
b. Ku1tansn ’ . .
c. Surat Perintah Kerja (SPK), dan
d

. surat pcxjanpan dan B

Bukt1 pembehan / pembayaran sebagalmana dlmaksud pada'
ayat (1) huruf a, dxgunakan untuk pengadaan barang/ jasa
lainnya dengan pallng banyak RplO 000 000 00 (sepuluh'
Juta rup1ah) ‘ ' o ‘

Kuitansi - sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf b,

ngunakan untuk pengadaan barang/ jasa lamnya yang

mlamya diatas RplO 000.000, 00 (sepuluh juta rupiah)
sampai dengan Rp20.000.000, 00 (dua puluh juta ruplah)
SPK sebagannana dlmaksud pada ~ayat 1) ‘huruf c,

- dlgunakan untuk pengadaan Jasa konsulta31 dengan nilai

paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), "

'Pcngadaan Barang/ Jasa Lamnya dengan n11a1 palmg
sed1k}1tv diatas RpQQ.OOO._OOO 00 - (dua puluh Juta rup;a_.h) |
“sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua-
: ratus juta rupiah). dan Pengadaan Pekeljaan Konstruks; ' o )

dengan nilai pahng banyak Rp200 OOO 000 00 (dua ratus

~juta ruplah)



e (5) Suratj' Per‘]anpan sebagalmana dlmaksud' pada ‘ayat (1) EERTE

_huruf d dlgunakan untuk Pengadaan Barang/Pekeqaanf-"7.'; S

.Konstruk31/Jasa Lamnya dcngan mla1 pahng sedxklt dlatasi-}' e
,'szoo 000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ‘dan untuk

. | " pengadaan Jasa Konsultan31 dengan mla,l pallng sed1k1
: .:.'dlatas Rp100 OOO 000 00 (seratus Juta ruplah)

SPJ da_lam rangka pengadaan barang/_,asa adal ah Sebagal Ci
benkut ) e LT e e o

a pembehan/pengadaan barang/ jasa dengan mlal nommal".}",} » _

- sampai dengan RplO ooo ooo oo (sepuluh Juta mplah}
“ﬁberupa S SRR IR

R buktl p e mbehan /pembayaran yang dltandatanganl olehv_g‘
o *37f;‘}l—ffj’_PA/KPA/PPK PPTK,  Bendahara Pengeluaran/ R
| ' Bendahara' Pengeluaran Pembantu dan Pengums'f.ﬁ'»i‘:k‘:-:;}-}9’52':‘:-"}';:-
‘f;;‘}“vf";‘f:barang SKPD atau .f o f e
3 2bukt1 pembehan/ pembayaran Y ang dltandatanganl oleh_:.‘, R
'fj“" '.'," :"lI:PA/KPA/PPK PPI‘K ' dan Bendahara Pengeluaran/
oy "ﬁ'ff».v;,Bendahara Pengeluaran Pembantu khusus untukj‘_',’,;',f-" .'

© belanja makan dan minum, ‘belanja bahan bakar

' ""mmyak fotokop1, sewa kendaraan, sewa gedung/ hotel RN

sewa perlengkapan lalnnya, pemasangan lklan/bahho,

e dan Spanduk

. pembehan/pengadaan barang, peket]aan konstruk31 dan :
Jasa lamnya dengan : .f’f}{:; n11a1 nomlnal d1atas ; o
::}'Rplo 000 000 00 (sepuluh Juta rup1ah) sampau denganﬂ'v“_v,-f,f:.;_":?.', |

o »”Zj'v:.,j_RpQO 000 000 00 (dua puluh Juta ruplah) berupa ku1tans1v-1:i” ;

‘ff,“‘:fbermateral cukup Yang ’ d1lamp1r1 nOta

pembehan/pembayaran pengadaan barang/_]asa dan ,
R f‘dﬁandatangam oleh PA/KPA/PPK PPTK Bendahara

o Av..Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu, penenma 1

’f‘,fuang (penyed1a barang/_]asa) maupun oleh Pengurus

B barang/ Penylmpan Barang SKPD




c. pembehan/pengadaan barang/_;asa dengan mla_l nommal"'} |

diatas Rp20. 000 000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai
: dengan palmg banyak Rp200 000 000,00 (dua ratus Jutav, ._: |

o ruplah) dan untuk jasa konsultas1 dengan n11a1 palmg : _
banyak RplOO 000 000, 00 (seratus Juta rup1ah) berupa_’;ﬂ“v_ "
SPK yang d11amp1r1

1.

Surat pembentahuan dari PP’I‘K kepada PA/ KPA

tentang pengadaan barang/ Jasa vmelalul PeJabaat

Pembuat Komitmen SKPD; - , Coo _
Surat penntah PA/ KPA - kepada Pe_]abat Pembuat .

B Komltmen membuat untuk rnelaksanakan pengadaan v |

, barang/ Jasa,

Penetapan Spesxﬁkas: Tekms dan Pejabat Pembuat o

- Komxtmen, f o _
. Surat Pejabat Pembuat Kormtmen kepada Pejabat |

-Pengadaan untuk melakukan survei; o , o
. Surat pembentahuan dari’ Pe_;abat Pengadaan kepada :

penyed;a barang/ Jasa  untuk membuat surat

- penawaran;

. Berita Acara Pemasukan deumén Isian Kualifikasi dan N

~ penyusunan Bertlta Acara Has1l Pengadaan Langsung |

11.
12.
13.
14.

(BAHPL), o
Berita Acara Hasil Evaluas1 Kual1ﬁka31 dan Pembuatan o

v Kuahﬁkam, :

Berxta Acara Pen]elasan (Aanwyzmg),

. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran,
10.

Berita Acara Klanfika31, Negosmsa Tekms, dan Harga -
Penawaran; o U |
Berita Acara Hasxl Pengadaan Langsung, _
Surat Penunjukan Penyedla Barang/Jasa (SPPBJ), -
Surat Perintah Ketja;.

Benta Acara penenmaan/pemenksaan barang/;asa‘

atau ~1asa konsultasx oleh PeJabat Penenma Hasxl .

Pekeljaan, ‘

v 15 Kultansx/ A2 bermeten cukup, o

16. Berita Acara Pembayaran, E



},_117 Jam1nan/Garans1,‘ lan S L
: 18 Laporan kepada PA/ KPA berdasarkan Benta Acara'}f@‘ 2
L 'Haszl Pemerlksaan/ Penenmaan barang/ _}asa - dari -

‘:'..-;}"_-‘PeJabat Pememksa Hasﬂ Pekerjaan benta acaraf;j-iv__"‘f:' ﬂ e

i iv'penenmaan barang /_]asa oleh Pen gums Barang Mlhk}:‘_;
T .Daerah untuk selan_]utnya dlcatat dalam bUKUff;:

e 1nventans barang Daerah

;"j‘;‘ untuk Pengadaan Barang/ Peker_]aan KOnStrukSI /Jasa
: 3:V‘La.1nnya dengaﬂ n11a1 palmg ’i SCdlklt drataS
"‘»“{}Rp 200. 000 000 00 (dua ratus JUta ruplah) dan untuk
}»;':pengadaan Jasa Konsultan31 dengan n11a1 pahng Sedlklt.-f;x :
f:'f};Rp 100 OOO OOO 00 (seratus juta I'uplah), berupa Surat |
:*TPerJanJlan/ Kontrak dllengkapl Kurtan31/A2 bermatera;_.j:
o ,:_'Cukup serta. d1tandatangan1 oleh PA/KPA/PPKorn Per :,‘_:5-;-::-;:}».:;;».v_i_
| vaendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bl
0 ~}maupun oleh Pengurus barang SKPD beserta buktx;'_f';::,-
’,x,:;iv:}{‘f‘?fiadm1mstras1 Iam yaltu o e ;
1L Surat Pcrmtah Melaksanakan Kerja, s

. Surat Keterangan Pengawas Lapangan, R

W, to

. Benta acara pemenksaan pekctjaan,

. Benta acara penenmaan hasﬂ peker_]aan (PHO), SR
,Jamlnan pelaksanaan, Jarmnan uang muka dan :

jamman pemehharaan, SR,

v 6 Surat permohonan pembayaran, 5 |
,, 8 Surat setoran pajak/ E Blllmg, T
9. FotoFisilgdan |
Ti v:'- ‘}10 Benta Acara Pener1maan Barang/Jasa oleh Pan1t1a.‘::_,‘ |

Pemenksa Hasﬂ Pekerjaan sesuaJ dengan ketentuanb" - ST

yang sudah dlatur dalam Peraturan Pre81den Nomor.‘:’m L
16Tahun2018 T e e Lo




(1) Per_]alanaan Dmas Jabatan olehib;:, Pelaksana : Surat'f_ Ll
| Pel‘.lalanan Dmas dllakukan sesua1 Penugsan yang tertuang" Sl

e ‘Tata cara pembenan/ penyaluran dan »pertanggung:lawaban :

B . dengan Peraturan Bupatl tersendm

a.

o _vadmlmstraSI

o 1 surat keterangan bank yang menyatakan mem1hk1 L

Peqalanan Dmas

S paang

dalam Surat Tugas

(2} Tata cara Perjalanari ‘D1has sebagalmana dlmaksud pada“

ayat ( 1) dlatur dengan Peraturan Bupatl tersendm SR

Baglan Ket1ga

_ Tata Ca.ra Pembenan / Penyaluran dan Pertanggung;awaban

Belanja Bantuan Keuangan serta Belan_]a Tak Terduga

Paragraf 1

Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemermtah Desa =

:belanJa bantuan keuangan kepada pemermtah desa d1atur o

R Paragrafz L :
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partal Poht1k

Pasal 8 1

: Mekamsme Penyaluran dan Pertanggung)awaban Bantuan i
kepada Partau P011t1k ER R ol h
B Penyerahan bantuan keuangan kepada partal. pOhtlk IR

sebutan lamnya

."':penyerahan bantuan tersebut - denganpersyaratan

:fdllaksanakan oleh Kepala Badan Kesbangpol atas nama ,
;Bupatl kepada ketua dan bendahara partal pohtlk atau



.

| "nomor rekening bank atas nama parta1 pohtxk atau}
\A.sebutanlamnya, ' N . v
. surat tanda terlma uang bantuan yang dlbuat dalam.
| Abentuk Kuitansi d1tandatangam diatas materai oleh _
vketua dan bendahara partai - poht1k atau sebutan,._"
lainnya dengan menggunakan kop surat dan
| 'cap/stempel partal politik; |
. berita acara serah tenma dlbuat dalam rangkap 4

(empat) yang d1tandatangam oleh Kepala Bvadan v
Kesbangpol sebaga1 Pihak Kesatu dan oleh ketua dan

e bendahara partai’ poht1k atau sebutan Iamnya sebaga1 L
) Plhak Kedua ' v -
Laporan penggunaan bantuan keuangan partau pohtlk
dlsampalkan kepada Bupatl melalui Kepala Badan 5:':'
Kesbangpol déngan ternbusan dzsampalkan kepada Ketua o

Kom131 Permhhan Umum Daerah

. ‘} Paragraf 3 v
N Belanja Tidak Terduga

Pasal 82

- - 'Belanja tidak terduga merupakan bclanja untuk Keg1atan yang, -

 sifatnya tldak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti

_ penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak

dlperklrakan sebelumnya,_ termasuk pengembahan ‘atas

- kelebihan penenmaan Daerah tahun-tahun sebelurrmya yang E

telah dltutup

a’

C.
d

 Pasal83

o Beiénja Tidak TerdUga digunakan untuk :

mendanai tanggap darurat '

. penanganan bencana alam,

}bencana sosial; dan R . .

. -vpengembahan‘ atas keleblhan Penenmaan Daerah tahun-

tahun sebelumnya yang telah dltutup



Pasal 84

. -.Tata cara pemberlan dan pertanggung Jawaban dlatur sebaga1 v:‘

berikut:

a.

- kepala SKPD atau Kepala Desa/ Lurah menyampalkan

) laporan kepada Bupau tentang adanya bencana alam dan]

- atau bencana sosxal serta kebutuhan dana untuk "

penanganannya,

berdasarkan laporan tersebut Badan Penanggulangan}

Bencana Daerah dan/ atau, SKPD lain yang terka.lt dengan"'

bencana - sosial melakukan Klarifikasi dan mengkap'

jkebutuhan dana yang dlajuka.n, selanjutnya dxlaporkan-" o

,‘:fﬁ_f'vikepada Bupat1 untuk mendapatkan persetujuan/

T keputusan dan dalam waktu palmg lama 1 (satu) bulan o

| dlbentahukan kepada DPRD; -
atas dasar persetujuan/keputusan ’Bupati, . BKD v

' menyxapkan  kelengkapan - B admlmsf_ras: o unﬁik

mereahsas:kan dana bencana alam dan atau bencana

sosial; =
o persyaratan untuk pencauran dana

K 5  1. Surat Permohonan Pencalran - Dana Bédan

Penanggulangan Bencana dan / atau SKPD lamnya yang
terkait bencana; T » : .

2. Berita Acara dan Kultanm bermatera1 cukup rangkap 4

(empat) lembar; dan

- 3. Surat Pernyataan Bencana Alam dari Bupatl
. pertanggung;awaban penggunaan bantuan '

1. Kepala SKPD lam yang terkait bencana dan/ atau
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
'bertanggung Jawab atas penggunaan dana tersebut dan N
Wa]lb menyampaxkan laporan reahsa31 penggunaannya'
kepada Bupati dan atau ke SKPD lam yang d1tun_]uk

selaku koordmator penanganan bantuan bencana o

tersebut; dan v
2. pengembahan atas keleblhan Penenmaan Daerah tahun
sebelumnya yang telah dltutup o



f. persyaratan untuk penankan keleb1han setor dan Kas
Daerah , . o . L

1.

surat permohonan penankan dana keleblhan setor dan :

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

vdan/ atau Kepala _ SKPD kepada Bupatl dengan-:;

dilampiri tanda bukt1 setoran yang lengkap dan sah

berdasarkan surat permohonan tersebut selan_]utnya‘

- Inspektorat | melakukan pemenksaan "_terhadap‘

kebenaran keleb1han setor tersebut

. surat persetujuan dari Bupat1 atas penankan keleblhan .

setor tersebut berupa Keputusan Bupati;
atas dasar Keputusan Bupatl tersebut Bendahara'v
Pengeluaran PPKD membayar sejumlah dana penankan‘ _

keleblhan setor - yang d11engkap1 dengan Ku1tans1

o bermateral cukup dan Benta Acara dengan rangkap 4

(empat) lembar, dan

pengembahan dana keleb1han setor dlbebankan pada' "
Belanja tak terduga . '

BAB XII
PERTANGGUN GJAWABAN PELAKSANAAN APBD '

Baglan Kesatu

Pelaporan o

v Paragraf 1 |
Laporan Semester Pertama dan Prognosxs

‘Pase‘l‘85 o

(1) Kepala SKPD rnenyusun laporan reallsas1 semester pertama

anggaran pendapatan dan beIanJa disertai prognosxs untuk
-6 (enam] bulan benkutnya dan dlsampalkan ke PPKD
paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester

pertama berakhlr

(2) PPKD menyusun laporan reahsasx

semester pertama’



dengan cara menggabungkan seluruh laporan SKPD palmg-:

lambat mmggu kedua bulan Juli - ’I‘ahun Anggaran;

berkenaan dan dzsampaxkan kepada Sekretans Daerah N '}

~selaku koordmator pengelolaan Keuangan Daerah.

@)

Sekretarls Daerah menyampalkan laporan semeste? - '

pertama sebagaxmana dimaksud pada ayat () dan

: prognosxs kepada Bupatl pahng lambat mmggu kenga’_‘ _

(4)

| (1)-.,

'untuk dltetapkan sebaga1 laporan semester pertama APBD]: v

dan prognOSIS untuk 6 (enam) bulan benkutnya _
Laporan semester pertarna APBD dan prognoms untuk 6 o

(enam) bulan benkutnya sebagaumana dlmaksud pada ayat |

}, (3) dxsampalkan ke DPRD pahng lambat akhlr bulan Juh_f

Tahun Anggaran berkenaan

Paragraf 2

| Laporan Tahunan

~~ Pasal 86 v v
Laporan keuangan SKPD yang dlSlapkan oleh PPK-SKPD
disampaikan kepada Bupati melalui PPKD palmg larnbat 2

| (dua) bulan setelah Tahun Anggaran berakhlr

@

o oo o

3)
o d11amp1r1 . surat pemyataan ' kepala SKPD bahwa

o

‘Laporan keuangan sebagalmana d1rnaksud pada ayat ( 1)

‘ terdln dari :

Laporan Rea11sa31 Anggaran, |

” Neraca,

Laporan Operasmnal

. Laporan Perubahan Ekultas (LPE), dan
Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan sebagwmana dlmaksud pada ayat (2)

pengelolaan APBD ya.ng menJadl tanggung]awabnya telah

" dllaksanakan berdasarkan ‘Sistem Pengendahan Intern

’Keuangan Daerah yang memadm dan standar akuntansi‘ :

- 'pemenntah

@

ﬁdengan cara menggabungkan laporan keuangan SKPD

PPKD menyusun Iaporan keuangan Pemenntah Daerah‘



palmg Iambat,
}berakhlr S

- dlsampalkan kepada Bupat1 me1a1u1 Sekretans Daerah

terd1r1 dan

C Laporan Reahsasr Anggaran, -
.-»‘~}Neraca, i
v"._\{Laporan Operasmnal o .
. Laporan Perubahan Eku1tas (LPE),

,_Z:Laporan Arus Kas, e 1 e o
‘Laporan PerubahanA Saldo Anggaran Leb1h dan

',‘Catatan atas Laporan Keuangan

'} Laporan keuangan sebagmmana dunaksud pada ayat (6) - :

S 'Badan Usaha M111k Daerah

f-(SY)’ Laporan keuangan sebagmmana dlmaksud pada ayat (4) SRR

’(‘6); Laporan keuangan sebagalmana dlmaksud Pada aYat :.'(5) A Sl

o “ld1lamp1r1 dengan 1khtlsar Kmerja dan laporan keuanganfi;nf,'f':_v‘.

| .} Laporan kcuangan sebagalmana dlmaksud pada ayat (7) L

;"dllampm dengan surat pernyataan Bupat1 yang
"""',,',"‘}menyatakan bahwa pengelolaan APBD telah dllaksanakan‘_ﬁ:}:, "jj‘_,:"i:?- .}

8 = f yang memadau

’berdasarkan Slstem Pengendahan Intem Keuangan Daerah;}}, Lo

‘- Laporan keuangan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 84 L

o ayat (8) dlsampaukan oleh Bupatx kepada Badan Pemerlksa o

Keuangan paling - lambat 3 (tlga) bulan setelah Tahun”l
}' ‘lf'vanggaran berakhlr i" e e i o
@ },‘Penyampalan laporan sebagalmana d1maksud pada ayat (1)_,'_ : |
D ",‘-f"dllakl.lkan setelah d1rev16w oleh Inspektorat | 2o
A (é)‘“;Bupau membenkan  \ tanggapan dan melakukan':”

Keuangan SR

_' - vberdasarkan hasﬂ pemenksaan Badan Pemenksa 'ﬂ;vii"f



Bag1an Kedua S

‘Penetapan Rencana Pertanggung]awaban APBD |

Pasal 88

] Bupau menYampalkan Rancangan » Peraturan Daerah‘ f""

’-tentang pertanggung]awaban pelaksanaan APBD kepada,-;-v
}}j-DPRD Pahng lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun 3 |

- Anggaran berakhlr

o _(2)";; Rancangan Peraturan Daerah sebageumana dlmaksud pada‘_'f;g;

':}"ayat (1) memuat 1aporan yang mehputl laporan reahsasflf i R

o anggaran, g neraca, catatan atas Iaporan keuangan dan,}f T

allran kas> serta dllampln dengan laporan Kmetja yang ;jff__":

vtelah dlpenksa Badan Pemenksa Keuangan dan 1kht1$ar. ;“

B - laporan keuangan Badan Usaha Mlllk Daerah o
NE (3):5 Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung]awabanf ) o o
R APBD sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dmnm dalam-_‘; ] ‘,

’ "":‘.z,“‘._v:“_Rancangan Peraturan Bupatl tentang Penjabarani’i

| Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

(4) Persetujuan bersama terhadaP Rancangan Peraturan'tﬁ'i‘ :

v »1'55,'.,‘,'”Daerah tentang Pcrtanggung;awaban Pelaksanaan APBD__{ o

' .',‘oleh DPRD pallng lama 1 (satu) bulan terhltung sejak

T f, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dltenrna

| » ’" (5) ‘Laporan keuangan Pemermtah Daerah yang telah dlaucht"ﬂ R

"}“‘_Badan Pemenksa Keu&mgﬁn Wallb leUbhkaSIkan

A BAB XIVY B
‘ FORMAT DOKUMEN PENGELOLAAN KEUANGAN

e Format dokumen yang dlgunakan dalam pengelolaan :
keuangan sebagalmana tersebut pada Lamplran Peraturan };:_ ».
Bupat1 ini. - : .




AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

entltas akuntan31 dalam‘ :

"'i:f:::menyelenggarakan 31stem akuntan31 pemenntahan Daei‘ah

berpedoman kepada Peraturan Bupatl yang mengatur tentang ;; - v
s i‘vfﬂi_fSlstem Akuntan81 Pemermtah Daerah dan Kebljakan
e ”Akuntans1 dan Slstem Akuntans1 Pemenntah Daerah : R

BAB XVI
PENGAWASAN

iPasal 91 ;

Pengawasan pengelolaan Keuangan B Daerah berpedoman

,‘ _ kepada ketentuan peraturan perundang—undangan

o BAB XVI Sy |
PENGELOLAAN KEUANGAN LAINNYA

bKetentuan tentang sttem dan Prosedur Pengelolaan Dana R

BLUD dan Pengelolaan Dana Kapltas: Jamman Kesehatan

Nasmnal d1atur dalam Peraturan Bupat1 tersendln

E BAB xvm
KETENTUAN PENUTUP

- Pasal 93

,:,,,.‘Pada saat Peraturan Bupat;l 1n1 mulau bcrlaku maka Peraturan}_ : : }}.

Bupatl Nomor 105 Tahun 2017 tentang Slstem Prosedur.,;-?v_‘!_

B ‘-’v“:,v,Pengclolaan Kcuangan Daerah beserta seluruh perubahannya, o

o dlcabut dan dlnyatakan t1dak berlaku




Pasal 94
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 1° Desember

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
Pada tanggal pejewVcf o>
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

SAMSI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum

\V4

ZULEIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1009



"'-'LAMPIRAN

- PERATURAN BUPATI KARANGANYA

- NOMORY/ -, TAHUN 2018

S TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
1 o -PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH :

RN DAFTAR FORMAT DOKUMEN
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

L ‘T:"‘.n}v:‘v::DPA-SKPD /DPAL-SKPD/DPPA-SKPD (Format A-2 1s/d A-2.8)
",‘;f.:f}‘Anggaran Kas (Format A-3);

vux.‘:}f{"}Buku Reglster Pengelolaan Keuangan SKPD (Format A 5 ),
. Buku Register DPA ~ SKPD (Format A - 6), o e
,‘ Buku Reglster SPD (Format A- 7}, S
| SPZD (Forrnat B _ 1), S R
»‘.-_:‘;':;.Buku Reglster Sp2D (Format B 2), L
~, vSurat Penolakan Penerb1tan SP2D (Format B 3) ‘
:_,_fBuk‘ "::;Réglster Penolakan Penerbitan SP2D (Format B-4);
Kartu Pengendall Pencalran Dana Induk (Format B 5),

Kartu Pengendall Pencalran Dana Per R1nc1an Obyek (Format B 6),
_ :'.;;_Daftar Pengup SP2D (Format B- 7), Do g e L
}Buku Jurnal Umum (Format C 3),
Buku Besar Pemb1ayaan (Format C 6), o
_ .'T‘:‘:::Buku Besar Aktlva (Format C- -7 ) S
| Buku Besar Hutang (Format C 8), k5
| “ }.:';}ABuku Besar Eku1tas Dana (Format C 9) -
Buku Besar Pembantu Belan_]a (Format C 1 1),
,, :;"}Buku Besar Pembantu Pemblayaan (Format C ‘12),“
3 »’Buku Besar Pembantu Aktlva (Format C 13), e
i : Buku Besar Pembantu Hutang (Format C - 14) |
2 Buku Besar Pembantu Ekultas Dana (Format C ~15);

H:"‘;‘:;:.Format Laporan Semesteran (Format C B 16)’

- Format Laporan Rea11sa31 Dana (Format C 17),

28 F Ol'lnat N eraca (Format C 18),

z b_ }ii‘:".Format Laporan Arus kas (Format C 19) ‘ )
vb;;ivFormat Catatan Atas Laporan Keuangan (Format C :20), 2

v pernyataan 'I‘anggung J awab (Format c- 21),
o 29Buku Kas Penenmaan dan Pengeluaran (Format K 1)’ e

- vv 30 Buku kas Pembantu Penenmaan dan Pengeluaran (Format K 2),’;_32 1 :




. 8L

f Buku Pembantu Kas Penenmaan per SKPD (Format K 3),

{_}:Buku Pembantu Kas Pengeluaran per SKPD (Format K-4); B, ’
33,1

34,

Buku IWP PPh Gaji, Taperum dan PPN / PPh Rekanan (Format K- 5), N |

‘Laporan Rekap1tulasr Penerrmaan daerah (Format K- 6); R
Laporan Bulanan Pemotongan dan Penyetoran Pajak IWP PPh GaJ1,’
T }‘Taperum dan PPN/ PPh Rekanan (Format K 7), . B |
_.‘3‘6." ,

37.
- 38,

Surat Tanda Setoran (Format K- 8), ,

Laporan Bulanan Reahsa51 Penenmaan Daerah (Format K 9),

) Laporan Bulanan Realisasi Pengeluaran Daerah (Format K- 10), .
Laporan Bulanan Reahsasr Penerrmaan dan Pengeluaran Kas Daerah
A'(FormatK 11); | B
- 40,
. 4l
© 43,
a4,

‘:Laporan Bulanan Rekon31ha31 Bank (Format K 12),

Laporan Bulanan Mutasi Penempatan Deposrto (Format K 13),

Format Surat Permohonan Pembukaan Rekenmg (Format K 14),‘ - | ‘-
j[Format Surat Pernyataan Pembukaan Rekenmg (Format K- 15), o R
i Format Surat Persetujuan / Menolak Pernbukaan Rekanrng (Format K-
| :"16),- ‘ - . ,
- 45
46, Buku Kas Umum Penerimaan (Format Bend - RIS
47,
S
49
50.
. Bend - 5);
51.

_ Format Surat Lapora.n Pembukaan Rekenmg (Format K- 17)

) Buku Pembantu Rincian Obyek Penenmaan (FormatBend 2],

Buku Rekap1tulam Penenmaan Hanan (Format Bend 3); o

=*Buku Kas Penerimaan Harzan Pembantu (Format Bend 4), o

Laporan Pertanggung]awaban Penerlmaan Secara Admlmstratrf (Format -

Laporan Pertanggung]awaban Penenmaan secara Fungsxonal (Format‘

I Bend 6),

52.
: .'7);
ss.

,Regmter Penenmaan Pengesahan Pertanggung;awaban Penenmaan

) (Format Bend - - 8);

. 5 4
55. |
56.
' 57.
58.
- 59,
60;

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP D) (Format Bend 9), o

Surat Ketetapan Retr1bus1 Daerah (SKR-D~D) (Format Bend 10), .
Surat Pengantar SPP (Format Bend 11), R .
Ringkasan SPP (Format Bend - 12); |

Rmclan SPP (Format Bend - 13), ‘ Sl

Buku Kas Umum Pengeluaran (Format Bend 14), ,.

Buku Slmpanan Bank (Format Bend - 15); '

Reglster Pengrrxman Pertanggung]awaban Penerlmaan (Format Bend - o -



7 ‘.ff‘::Buktl Pengeluaran Dana (Forrnat Bend 28), RN

5 : Buku pan.lar (Format Bend 16),
. Buku Pajak PPN/PPh (Format Bend :

:'{';,Buku Rekap1tu1aa51 Pengeluaran Perlnc1an Obyek (Format Bend

o : 'Laporan Pertanggun.awaban
(Format Bend 20) [ )
"_."v.:.‘Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Tambah Uang Persedlaan'f}'»,f :
) (Format Bend ~30); e

7 “‘:":::'Reglster Penerlmaan SPP (Format PPK 1)'
’"':fsPM (FormatPPK-2);
h .“,Reglster SPM (Format PPK 3), o A
“v}:‘.’-f:Surat Penolakan Penerbltan SPM (Format PPK 4) - i
Reg1ster Surat Penolakan Penerblatn SPM (Format PPK 5), R

o 8 '.""'Jumal Pengeluaran Kas (Format PPK » _11),
'87;7

17), .

-:18}’ S

Benta Acara Pemerlksaan Kas Bendahara Pengeluaran (Format Bend.;-’ o

~:"‘£3Ber1ta Acara Pemerlksaan Kas Bendahara Pengeluaran “‘Pemb antu -

: _,“,_tv_'t(Format Bend 20) _ b g
Kartu Kendah Keg1atén (Format Bend

= 21),‘ |

Laporan : Pertanggung]awaban Pengeluaran o Secara ,:-Admnmstratlf :::_ e
"'"*g’fvgi,‘.vj(Format Bend - 22), T I L
. ::::::’;Laporan Pertanggtlngjawaban Pengeluaran Secara Fungsxonal (Format
Bend 23), S e o

€ Reg1ster Pengesahan SPJ Pengeluaran (Format Bend : -'24), L
70, Register SPP-UP/ SPP-GU /SPP-TU /SPP-LS (Format Bend 25), -
71. Register SPP/SPM/SP2D (Format Bend - 26);
,':“:.;VReg1ster Surat Penolakan Penerbltan SPM (Format Bend

- 27),

Penggunaan Uang Pers d1aan(UP) ::‘ i

}bb;"i,‘Regmter Penenmaan Laporan Pertanggung]awaban Penenmaan (Format:i'" i:"’
oS : ;i:»'Reglster Pengesahan Laporan Pcrtanggung]awaban Pcnerlmaan (Format L
Surat Penolakan Laporan Pertanggmlg]awaban Penerlmaan (Formatjf,,:;
o PPK-8); L | Lo
-~ “ f v‘v;“'_Reglster Penolakan Laporan Pertanggung]awaban Penenmaan (Format'f"

8 _;‘j.Jumal Penenmaan Kas (Format PPK 10),’

Jurnal Umum (Forrnat PPK | 12),




;‘,Neraca SKPD (Format PPK - 17);

88. E Buku"Besar (Format PPK 13), i
,'Buku Besar Pembantu (Format PPK 14), ,
f .»f‘ Laporan Real1sas1 Semcster Pertama (Format PPK 15),

91. Laporan Realisasi Anggérari' (Format PPK - 16);

Y:J:"_T.‘{’_,;Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD (Format PPK ':1’8), g
'Pemyataan Tanggung Jawab (Format PPK 19), R
Pengantar SPM (Format PPK 20) '




FORMAT Ac2q o i

T “»Rlngkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran y
' ' Satuan Kerja Perangkat Daerah :

o Kabupaten Karanganyar
: ‘-Tahun Anggaran R

_ | DPA-SKPD

»Urusan Pemermtahan
| Organisasi :

XXX
XXXXX ‘ e

~Kode ;- o

TRekeming | -

Uralan A

o Jum!ah

B B

23

PO

LI RS B S B NN SRS S

oo o oo

o @
RN

'Pendapatan
- | Pendapaten Asli Daerah
A | PajakDaerah "
2 ,RetnbusyDaerah: v

:Belanja Tldak Langsung :

Be[anja‘v Bunga -
‘Bélanja Léhgéﬁng

. "Belan;a Modal

Pemblayaan B
'| Penerimaan F’emb:ayaan Daerah
| sisa Lebih Perhltungan Anggaran Sebelumnya
Pencairan Dana Cadangan .~ .

'Hasﬂ Pen;ualan Kekayaan Daerah Yang D|p1sahka

Pengeluaran Pemblayaan Daerah
A1 .| Pembentukan Dana Cadangan -~
Penyertaan Modal (Investa5|) Pemenntah Daerah
_ Pembayaran Pokok Utang L :

Belanja Pegawa| SR

dst... =

Belanja Pegawa1
Belan]a Barang dan Jasa

SURPLUS/ (Defisit) | -~~~

Pemblayaan neto T e

Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per tnwulan

T Jumlah |

1 Per'ldapatan.l

2.1 | Belanjatidak langsung . o oo ‘

2.2 { Belanjalangsung -~ - .

3.1 | Penerimaan Pembiayaan - = - |: -

3.2.| Pengeluaran Pembiayaan " | .00

..MenyetUle ‘
..’Sekretans Daera

......................




FORMAT A-22

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN :
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

No.
XXX [ XX '°,°, 

. 00 4

oD

Kabupaten Karanganyar g

- Urusan Peme}ri:nt»ahan }

R Tahun Anggaran
DXXX e
XXX,

Organisasi

Rmcmn Dokumen Pelaksanaan Anggaran T

Kode
- Rekening -

Pendapatan Satuan Ker a Perangkat Daerah. o
: PR ‘Rincian Penghltungan
Volum Tarif/ | Jumlah
L e _Harga _ R

| Uralan _Sat‘u‘a‘n»

3 3 | 4 | 5 “6=3x5

. PENDAPATAN ASLI DAERAH

NE Retnbusu Jasa Umum

PENDAPATAN DAERAH
Retrubusu Daerah

_Retrlbu3| Pelayanan Kesehatan f' ,

" Jumiah |

anulani
“Triwulan Il -
| Triwulan lII_
| Triwulan IV

CORP

CRp.
» Rp. .o,

Rencana Pendapatan Per Triwdlan

‘ . Mengesahkan

CRD. e ahkan
- Kepala BKD -

Jumiah

Rp. .. |

' CaraPengisan:

+ Nomor DP A SKPD . disiolenBKD S

.

00

‘Conloh peng|5|an

w | 4|

- Kode Rekemng

.1.20.03.00. 00_4 i P'e"ndapatan Sekretarlat Daerah . e :

'"‘:‘ivf,'i-Kérénéahy'ér," S




__FORMAT A-23

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NO. o

‘DPA - SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : »X.XX XX100:({00) 5| 1 2.1
Kabupaten Karanganyar ‘
: Tahun Anggaran ........
Urusan Pemermtahan PXXX .
Organisasi~ -~ =~ XXX xx .. C
Rlnman Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
| Kode Uraian ) Rincian Pe&hltu%aar:m Jumlah-
Rekening - o L Volume Satuan Harga | (Rp)
1 z 2 3 - 4 - 5 6 =3x5
5 R BELANJA DAERAH ; , L ' S
ST1] | | BELANJATIDAKLANGSUNG |
51111} BELANJA PEGAWAI
5]1[1]o1} | Gajidan Tunjangan
ST 11 [ot]o1 Gajl Pokok PNS/Uang Represent331
S11i1]01]02]] dst....... ‘ '
Jumlah
Rencana Pendapatan Per Triwulan
Triwulan |l Rp. oo Karanganyar, ..................
Triwulan |l Rp. ....... SUURR o _ Mengesahkan .
Triwulanl - Rp. .o . Kepala BKD
Triwulan IV Rp. ooeeeeeiiiinn:. T :
Jumlah - RP. coieiciiee e
i B NIP.

_ Cara Pengisian :

— Nomor DPA-SKPD

’ , v | Kode Rekening
XXX ] XX ] 00| 00 5 1 B »

» disi oleh BKb ‘

" Contoh pengisian kode rekenmg
" 1.20.03.00.00.5.1.
- Sekretariat Daerah

Belan;a Tldak Langsung

Sn L ki el L L




FORMAT A-24

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

- Karanganyar, ....

“enesane

DPA -
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD 2.2
* Kabupaten Karanganyar o '
. ~Tahun Anggaran ....~..
Urusan Pemerintahan L '
Organisasi : e R S o
_ Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode - ol Target ~Triwulan :
Program/ | Uraian th'i(:tsaln .. Kinerja S:t;nbaer b Tl Jumiah
{__Kegiatan . ‘(Kuantitatif) | - o .
1 2 3 4 : 5 6 71 8 1911 11=7+8+9+10
XX -\ Program
XX | Kegiatan .....
XX, | Kegiatan .....
: ~ildst....
XX C
xx | Program
XX | aaenan - Co
xx | Kegiatan ..... {
. { Kegiatan .....
. XX ©ldst......
xx | Program
XX .| Kegiatan .....
xx | Kegiatan .....
dst......
dst..
Jumlah [

~'Mengesahkan
}Kepala BKD




FORMAT A=25

DPA - SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN , . ‘
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH XXX [ XX fxlIxxy 52 - 2.21
I 8
. Kabupaten Karanganyar ’
S S " _Tahun Anggaran ..
Urusan Pemerintahan o XXX cov.ieiiniaioienaerornanerauiiennss
Qrganisasi TXXXXK vanvennnniaesareeerasnaaanes ez are e
Program 1. 8.+.0 .8 ¢ AT e
Kegiatan SR XK XX XK eeeririeairneebe i
Waktu Pelaksanaan s
Lokasi Kegiatan
Sumber dana 1.
lndlkator & Tolak Ukur Kmeqa Belanja Langsqu L
Indikator: Tolak Ukur Kmer]a Target Kinerja
Capaian Program '- . —
Masukan
Keluaran
Hasil
Ketompok Sasaran Kegiatan : . . '
: , . Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung .
» Program dan Per Keglatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
‘Kode Uralan R Rincian Penghntunazt: : * Jumiah
Rekening Vo}lurne' Satuan | Satu%n (Rp)
1 ' 2 3 4 5 6 = 3x5
5 o BELANJA DAERAH S N .
B[] | BELANJATIDAK LANGSUNG
'_5—_|_£|__T_] BELANJA PEGAWAI
sT111 o1 Gaji dan Tunjangan
[s{1{1]o1{o1] Gajl Pokok PNS/Uang Representass o
sit]1loifoz]{dst..... :
[5]7z]z] | BELANJA BARANG DAN JASA -
51212 o1 Belanja Bahan Pakan Habis
I'sT2]2]o1T01} BAe!anJa Alat Tulis Ka}n_tor -
51212 oif62] | dst..... R
5 i BELANJA MODAL
3 Belanja Modal Pengadaan Tanah
3 2' 3To1To1 Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor
s1213{o1]oz2] [ dst..... ’
: . _ __Jumlah
Rencana Pendapatan Dana Per Triwu1ah }
Triwulan] = Rp. ..., ' Karanganyar, ......... e,
Triwulan II- Rp. coveieeiee. Mengesahkan
Triwulan Il Rp. oo - Kepala BKD
Triwulan IV Rp. e o _
Jumlah RO
- ' NIP.
Cara Pengisian : e SR SRR -
R | ~Nomor DPA-SKPD . disioleh BKD - -
S N « Kode Rekéning : éé;té@enqisian kode rekéhinq:
XXX XX 00, 00 5 -2 T - 1.20.03.00.00.5.1. Belanja Langsung Program dan

Kegiatan pada Sekretariat Daerah




FORMAT A-26

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

No. oo | DPA-SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH xxx | oxx | xx | xx | 6 |1 3.1
Kabupaten Karanganyar ‘
) - Tahun Anggaran ........
Urusan Pemerintahan @ x.xx_.. s
Qrganisasi I XXXXX
: Rincian Pener:maan Pemblayaan '
Kode - o Jumlah
Rekening Uraian. (Rp)
1 2 3
6 PEMEBIAYAAN ,
6 1 Penerimaan Pemblayaan Daerah v
6 11 Slsa Lebih Perhltungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
6 1 1 01 Pelampauan Penerimaan PAD
6 1 1 0101 |Pajak daerah ‘
"6 1 10102 [dsto. o
Jumlah Penerimaan
- Rencana Pendapatan Dana Per Triwulan
Triwulan | RP: coovervcririion Karanganyar, .................. -
Triwulanll -~ Rp.o.....o - Mengesahkan
Triwufan il Rp. ceevveveeienns Kepala BKD - -
Triwulan IV Rp. .o C :
dumlah  RDecoiiin
' NIP.
Cara Pengisian :
' Nomor DPA-SKPD  disicleh BKD | |
ol «— Kode Rekemng m@_wn_mg‘:' o
XXX | XX 100 00 | & |11 1.20.03.00.00.6.1. Penerimaan Pembiayaan dan

Sekretariat Daerah




 FORMAT A=27.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ‘| No..........oooviiiiiiine. | DPA -SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH xxx | xx.| 00 | 00| 6 |2 3.2
Kabupaten Karanganyar
T - Tahun Anggaran ........
Urusan Pemerintahan @ X.XX ..ocooveiiniinrieeciniioianiien.ss
Organisasi BERE.S.28. ST
B .Rincian Penerimaan Pembiayaan ,
Kode : L . “Jumlah
Rekening Uraian (Rp)
1 2 3
6] | PEMBIAYAAN. o
6121 1 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah ‘ o
61212] Penyertaan Modal (Investasi) Penerimaan Daerah
I§T2T7T03) | Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) - |
6 2 [ O] 01 BUMD ...... » .
612]1o1]o2] | dst
Jumlah Pengeluaran
Rencana Pengeluaran Per Triwulan
Triwulan | Rp. v - T Karéngadyar. Cereueironsennens
Triwulan 1l Rp.ovviie ... . Mengesahkan ..
Triwulan |l |2 {s M Kepala BKD
TriwulanlV. Rp. .oeeeeeinne. : S o o
Jumlah RO oo S

Cara Pengisian

«— Nomor DPA-SKPD . disiolehBKD - ,
— Kode Rekening . o Contoh pengisian kode rekening :

pada Sekretariat Daerah

1.20.03.00.00.6.2.. - Pengeluaran Pembiayaan .

ey i ety b ok AN - 1 et St e e o e o -



| FORMAT A-28

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN ] Moo
 SATUANKERJAPERANGKATDAERAH - [ox [ xx | x | x [ 5 [ 2 | €
i ~Kabupaten Karanganyar e e e |

- Tahun Anggaran

DPAL-SKPD |

UrusanPemenntahan B S S S SO ST
Orgamsasn TR IR & ¢ & o S P PP
Program . I XXXXXXX. .
.~ | Kegiatan - = = - XXX XX XK XX.
© | Waktu Pelaksanaan

. Lokasi Keg:atan

Sumberdana

R T » Indlkator&Tolak Ukur Kmerja Belanja Lang_ung LR T PRV
lndlkator o e Tolak Ukur Kmerja o , - - TargetKinerja - - .
Capalan Program T o T . o T o e e e
- Masukan
‘ Keiuaran L
Hasu

“ 1. DPA/DPAA SKPD Tahun Anggaran : SO e R s

- | Realisasi DPA/DPAA SKPD s/d 31 Des Tahun Anggaran ........ S et et GRS e e e

- { Saldo DPA/DPAA SKPD s/d 31 Des Tahun Anggaran ... v @ & % @ % e v Rp.
Keterangan Penyebab t|dak dapat dlselesalkan sld akh1rtahun anggaran R T

Lanjutan Pelaksanaan Tahun Pertama
DPA/DPAA SKPD Tahun Anggaran .. R
Realisasi DPA/DPAA SKPD s/d 31 Des Tahun Anggaran
"Saldo DPA/DPAA SKPD s/d 31 Des Tahun Anggaran .. e e
Keterangan Penyebab tldak dapat d:selesa1kan s/d akhlr tahun anggaran .

Lanjutan Peiaksanaan Tahun Kedua R T T T T

DPA/DPAA SKPD Tahun Anggaran .. e T e e e R, e e
Realisasi DPA/DPAA SKPD s/d 31 Des Tahun Anggaran L T Ry e

Saldo DPA/DPAA SKPD s/d 31 Des Tahun Anggaran ....... Sl toon o L Rp

Keterangan Penyebab ttdak dapat dlseiesalkan s/d akhtr tahun anggaran R e




- Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
: Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah B S e -
-Tahun Awal S - Lanjutan Tahun Pertama v -+ Lanjutan Tahun Kedua -

Harga ) s Saldo Saldo — Saldo
Satuan - Jumiah Reajusasn Akhir Jumlah = | Realisasi Akhir ~Jumiah | Realisasi Akhir -

| o2 s e s ems [ o7 | eser |9 | 0 | r=gt0 |12 o asn o | MEIZ
52 BELANJALANGSUNG
521 | BELANJAPEGAWAI
521 01... Honoranum PNS S i
52101 ‘Honoranum Pamtla Pelaksana Keglatan
ot dst ST

02 :BELANJABARANG DANJASA
Belanja Bahan Pakai Habas
‘ -] Belanja Aiat Tulis Kantor
52201 |dstoin
5220 | .
o1 - BELANJAMODAL
1’522 01 | Betanja Modal Pengadaan Tanah
’ _02 “. 7| Befanja Modal Pengadaan Tanah Kantor‘

_ Kode - L THNE U
Rekening | - = "~ . »Uralan I Volume »Satpan,

52301
52301

Rencana Penarlkan Dana Per anu[an

Trlwulan IRp
“Triwulan it .
Triwulan 1l _‘

" Kepala BKD -
Triwulan IV L

" . ‘Cara Pengiéiaﬁ o e

' Nomor DPA-SKPD - 1 dis oleh BKD

o o e e e Kode:Reke’n»ing Contoh pengisian kode rekenmg e S o ;
XXX | XX 1001000, 4 5. 2 . Lo oo TR o 71,2008 000051 Belanja Langsung Program dan Keglatan pada SekretanatDaerah




FORMAT A-3
FORMATANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH ' :

KABUPATEN KARANGANYAR 5,
, ANGGARAN KAS
' TAHUN ANGGARAN ..........

) . . ‘Anggaran Triwutan | Tnm.lf:.n!an Triwulan Il Triwulan IV

Kode Rekening v - Uraian Tahun Ini (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

S = R (Rp) Jan [ Feb [ Mar | Apr [ Mei [Jun JJul [Ags [Sep | Okt [Nov |Des

Saldo awal kas

Pendapatan asli daerah

Pajak daerah

Retribusi daerah

Pembtayaan penenmaan K

Dst

- Jumlah pendapatan & gembiayaaﬂ)enerimaan

[ Jumiah alokasi kas yang tersedia untuk pengeluaran

Alokasn beianja tidak Iangsung & pembiayaan pengeluaran

Belanja tidak langsung

Belanja pegawal

Blaya bunga

.............

Pembiayaan pengeluaran

Pembayaran pokok utang

Jumlah alokasi belanja tidak langsung & pembtayaan
pengeluaran per bulan )

| '| Jumiah alokasi belanja tidak langsung & pemblayaan s

pengeluaran per triwulan

Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak Iangsung & pembtayaan e

pengeluaran per triwulan




»

[ Befanja langsung_

Bela__[a Ea@su i

Kegiatan .....:

Kegiatan ..... .~

Jumlah alokasi belanja langsung perbulan - .~ <

Jumilah alokasi belanja langsung per triwulan -

| Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan - - »
Jumlah alokasi belanja t:dak langsung & belan_la Iangsung serta .

- | pembiayaan pengeluaran -
| Sisa kas setelah drkurang: belanja tndak langsung dan belanja

langsung

Serta pembié@a Je jeluaran

Ké:réngé'ﬁyaf "
- Mengesahkan
'.Kepala BKD




REGISTER PENGELOLA KEUANGAN SKPD

 FORMAT A-5

SURAT KEPUTUSAN

_PENGELQLA KEUANGAN }_ ’

TaNcoaL | nowoR |

NAMA PENGELOLA |

* KEDUDUKAN

_ URAIAN KEGIATAN

OKET |




~ |NO."TANGGAL | NOMOR |  URAIANKEGIATAN | KODEREKENING | JUMLAH | KETERANGAN |




REGISTER SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) ANGGARAN BELANJA DAERAH

FORMATA -7

NO.

~ (SPD)

' SURAT PENYEDIAAN DANA

TANGGAL

NOMOR

NAMA PPTK/

BENDAHARA

PENGELUARAN

URAIAN KEGIATAN

KODE
REKENING

PAGU
INDIKATIF

JUMLAH
PENYEDIAAN
DANA

SISA

KETERANGAN




'v,‘/ .

_FORMATB-1_

(Kolom 1’ X . : . . R L P . : ) - Nomor:.ic....
"KABUPATEN SR
. } KARANGANYAR. N SURAT PERlNTAH PENCA'RAN DANA
Nomor SPM - Dari BTN
Tanggal ...0 . TahunAnggaran oS
SKPI_Z) PR S ‘ U
BanklPos PT. BankJaleng Cabang Karanganyar o S
‘I Hendaklah mencairkan/ memlndahkanbukukan dan baki Rekenlng Nomor .
Uang sebesar Rp ............... s (Terbllang )
{Kolom 2)
kepada:
NPWP !
No. Rekenmg Bank
Bank/Pos i
Keperiuan Unvtuk_ 7
‘K°'°’,Z}§’ | KODE REKENING " URAIAN " JUMLAH (Rp)
~Jumieh |
Potongan?bqfonga'h: A
NO. |  Uraian (No. Rekening) = " Jumlah(Rp) ¢ - L Keterangan .
1. Denda keterlambatan - - C e
2, Kelebihan pembulatan. dll -
Jumlah

Informasu (udak mengurangr /umlah pembayaran SP20)

. Keterangan

L :Plhak Ketlga R

NO.- [ ‘Uraian -
1. luran wajib Pegawai Negeri -
- 2. Tabungan Perumahan
' Pegawai R
3. PPh Pasal 21 -
4. | PPN
5. | PPN - T
I R Jumlah
SP2D yang dibayarkan L
Jumlah yang Diminta - Rp. oot -
“Jumlah Potongan Rp.
‘1 Jumlah yang leayarkan . i Rp:
Uang_ejumlah( Y P PPV PP PP b
Lembar1 &2 :Kuasa BUD o T Karanganyar tanggat .........
Llembar3&4 - : PPK - SKPD dan Bendahara Pengeluaran N - a.n. Bupati Karanganyar
Lembar 5 & § ' :Kasubbag Perbendaharaan - . - L »Sekretarls Daerah
Lembar7 . o : “Ub.

. Bendahara Umum'Daerah

» ~(tanda tangan)

‘(namalengkap)




Cara pengisian :

1. Kolom 1
a.. Nomor SPM dusu dengan nomor SPM
b. Tanggal diisi dengan tanggal SPM
c. SKPDdiisi dengan nama SKPD : :
d. Dari diisi dengan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)
e. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran berkenaan ,
f. .- Bank/pos diisi dengan nama bank/pos yang dltunjuk untuk mencalrkan SP2D
g. Hendaklah menca:rkan/memmdahbukukan ke rekenlng nomor diisi dengan nomor rekemng Kas
- Umum Daerah (Nomor rekening Bank BUD) :
h.

Uang sebesar diisi dengan jumlah ruplah dan bulangan ruptah SP2D yang d|ca|rkan

2. Kolom 2 :
a. Kepada diisi dengan Bendahara Pengeluaran/Pihak Ketlga yang berhak atas SP2D0
b. -~ NPWP diisi dengan nomor pokok wajib pajak bendahara pengeluaran/p;hak ketlga uang berhak
atas SP2D . : . v
c. Kode rekening bank d!lSI dengan nomor . bank Bendahara Pengeluaran/Plhak Ketlga yang
berhak atas SP2D - , : :
d. Bank/pos diisi dengan nama bank/pos yang dltun;uk untuk mencalrkan spzo
e Keperluan untuk diisi dengan uraian keperluan peruntukan pencalran SP2D
3. - Kolom 3 : o
a. Nomor diisi dengan kode rekenmg peruntukan SPZD
b. Kode rekening disi dengan kode rekening peruntukan SPZD
¢.  Uraian diisi dengan uraian kode rekening peruntukan SP2D _
d. Jumlah diisi dengan jumlah ruplah atas masmg masung kode rekentng peruntukan SPZD
4. Potongan potongan : : -
a. Dendaketerlambatan -
b. - Kelebihan pembulatan dil
5. Informasi: . : . _ .
a.. luran wajsb pegawal negerl dIISI dengan ]umlah potongan gajl pegawal sesuai . ketentuan
 perundang-undangan. : R - o - :
b. Tabungan perumahan diisi dengan 1umlah potongan tabungan perumahan pegawan sesuai
- - dengan peraturan perundang-undangan » S : : C
¢. PPh Pasal 21 diisi dengan Jumlah potongan PPh Pasal 21 Gap Pegawan sesuai dengan
- peraturan perundang-undangan - _ :
d. PPN diisi dengan jumlah potongan PPN sesuau dengan peraturan perundang undangan
e. - PPh diisi dengan jumlah potongan PPh sesuac dengan peraturan perundang-undangan .
6. SP2D yang dibayarkan L » o T -
a. Jurnlah yang diminta diisi dengan jumlah SPZD yang dlmlnta -
b. Jumlah Potongan diisi dengan jumlah potongan SP2D _
c.  Jumlah yang dibayarkan diisi dengan jumlah yang diminta dlkurangn dengan Jumlah potongan
d. Uang sejumiah diisi dengan jumlah rupiah dan bilangan rupiah SP2D yang dlcalrkan '

7. *)Lembar 4 diserahkan kepada pihak ketiga disediakan untuk pencairan SPM-LS



FORMATB~2

KABUPATEN KARANGANYAR
REGISTER SP2D ' . _
: , . o e ‘Halaman:............
Nomor SP2D Jumlah SP2D (Rp)
‘No. | L. L » LS - e , SO LS.
urut | Tenggal | gp GU TU Gaji Barang & Uraian up GU TU | Gaji | Barang &
' Jasa Jasa
1 3 4 .5
Jumlah

Cara pengnsuan

1. Kolom 1 disi dengan Nomor Urut SPZD untuk pengeluaran UP/gurT UILS (Gajl Barang, dan Jasa) yang dlterbutkan

2.Kolom 2 diisi dengan tanggal diterbitkannya SP2D

- 3.Kolom 3 diisi dengan Nomor SP2D untuk pengeluaran UP/GU/T U?LS (Gau Barang dan Jasa) yang dnterbutkan

4. Kolom 4 diisi dengan Uraian SP20 diterbitkan . o
5.Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah SP2D untuk pengeluaran UP/GU/TU/LS (Gaji, Barang, dan Jasa) yang diterbitkan

L i tanggal s,

Bendahara Umum Daerat -~ SRR

' (tandatangan) .

(nama lengkap) '
N lP.‘ :



Nomor
- Lampiran:
Periha]

. FORMAT B-3

. KABUPATEN KARANGANYAR
- SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D
o Karé‘h'g'anyar e 20
" Kepada Yth. |
- Pengguna Anggaranl v
- Kuasa Pengguna Anggaran

. D R R L R L LR LR T T R

T Pen.qemballan SPM

Bersama ‘i‘niv terlémpir ' Surat vPéri"ninta'an Membayar 'Uéng lb

Persediaan/Ganti Uangfl’ambahan Uang dan Langsung (SPP-UP/GU/TUILS )
. Saudara Nomor  :@ .

: . tanggal
...2018... d:kembahkan karena tldak memenuhl syaratuntukdlproses : :

‘ Adapun kekurangannya sebaga: benkut

R R R L R R R R I N TR

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

':Ka‘rangén‘yér’ tariggal e
" Kepala Bldang Perbendaharaan dan
o Kas Daerah SR

_ (tanda tangan)

. (nama lengkap) <
NIP. . o



s ”KABUPATEN KARANGANYAR'-._, -
REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D -

: Urut Tanggal “spm | . Yraian . o : " Keterangan' - -
R Ee i R UPIGUITU LS

Karanganyar ' tanggal

’“_Kepala Bldang Perbendaharaan dan"”‘i“ B

- andatangan)

(nama lengkag)
’"NIP o

. Cara peng|S|an ‘
. Kolom 1 dlSi dengan Nomor urut - ST AR
_-rKoIom 2 diisi dengan tanggal dan nomor surat penolakan penerbltan SPZD
Kolom 3 dIISI dengan Nomor SPM yang ditolak - T U

‘ Kolom 5 diisi dengan 1umlah SPM UPIGU/T U yang dltolak penerbltan SP20 :
_' :_Kolom 6 diisi dengan Jumlah SPM LS yang dltotak penerblta‘n SP2D
s Kolom 7 dllS1 dengan penjelasan yang dlperlukan

No o s ® !\".4*'

* Kolom 4 diisi dengan Uraian alas an penerbltan surat penolakan penerbltan SP2D Sl



FORMATB -5

PEMERINTAH KABUPATEN_KARANGANYAR-F" | SEER . .
i Sl .. KARTU PENGENDAL!AN PENCAIRAN DANAlNDUK

I. SKPD - o Do S R B e Belan|a Tidak Langsunngetama Langsung Sl
_ AlamatKantor . - . - .o - T e 0 b - Belanja Pegawai , -
. -Tahun Anggaran _ S S LT S e Belanja Barang dan Jasa o
. 8PD . . . Tanggal :,f.:v . Triwulan :1 = Belanja Modal - =
© . Nomor. . e “Belanja Bunga
DPA SKPD Tanggal iv FRTUE “Belanja bantuan Sosial - :
e ~ Nomor - @~ Belanja Bagi Hasil pada Kab/Kota
S " Belanja Tak Terduga - .- .
M_&emg

[ I B S

o dumiah

vllll.’vSpésir‘rieanandé tangan, Pafa}fd"a'h Kantok:* h .| capKantor

H. 1 Pengguna Anggaran { Pengguna Barang
oo .a Nama 0 et :

b NIP * B
. c No &Tgl SK Pengangkatan

1. .Tandatangan . . .. . |1 Paraf .

g _,2 Bendahara Pengeluaran “1RCNo, -
~as Nama . .. o
b NiP -

) . : o 2. Tanda tan’g'ahb" ;
c No &Tgl SK Pengangkatan ' -

NPWP

IV REAL!SASI PENERBITAN SPZD A
. . - Sisa“ o e SP2D
‘UP/GUH‘U} “spy fumeumu [ ] UFiounu Guian
. Yang o) (Rp.) “(Rp.) . -| . Langsung (LS) " MembebamAnggaran
. dimintakan _ SN IS AT EEe R VST T CRp) e
g faan 8k Ly g S R0 (7T+849) 1]

. g - Tanggal: Uraian '-vJumIah ?;;ggnlag?arag Paraf

Codani | o o R
‘No.SPp |- TermaSPM f -




 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

. FORMATB-6 -

KARTU PENGENDALIAN PENCAIRAN DANA PER RINCIAN OBYEK

SKPD

Belan|a Tidak Langsung { Belanja Langsung

1.
Alamat Kantor - Belanja Pegawai
Tahun Anggaran . C
SPD Tanggal : Triwulan :1 =Rp.. - Belanja Barang & Jasa - .
Nomor L =Rp. - Belanja Modal - : o ‘ .
DPASKPD . Tanggal : = - Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
Nomor - Belanja Tak Terduga :
Jumiah Kode Rekening )
1. : enr?ag;:a Anggaraanengguna Barang n. Spesimen Tanda tangah, Paraf dan Kantor Cap Kantor: e
b NIP - 1. Tanda tangan ) 1. Paraf
c No. & TgI SK Pengangkatan Lo . ) . .
2. Bendahara Pengeluaran : ‘ - : . e ’R"/C”No., o
a. Nama - , 2. Tandatangan 2. Paraf =
b. NIP - T c . , -
© € No.&Tg SKPengangkatan R AT NPWP D
IV. REALISASI PENERBITAN SP2D
T . - S : P'/G> vl Sisa . SP2D P
No. SP2D TenmaSPM ! . dimintakan (Rp.} (Rp.) Langsung‘(LS) Membebani Anggaran | - Rp.) " {Rp.) - | \.
. : UP/GU TU :
R * E ey 1 LR AL ] B e I T I R R T R L R R




FORMATB-7

 DAFTARPENGUJ
'SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA |
© TANGAL : oo oo

sP2D - URAIAN | SUMBERDANA | UP/GUITULS | JUMLAH
1 | oauipoL | 1 (Rpy

~TGL | _NOMOR

2 3 4 3 o 6 7

[ JUMLAH @

| JUMLAH HALAMAN ..........S/D wicovor,

JUMLAH HARIINI :

~ KEPALA BIDANG PEMBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH




CRORMATES .. e v

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR PP
JURNAL UMUM

“Halaman 2 eeeee

fT’él'é.:, N’o” | KodeRekening | Kredit |

Cara Peng:s:an ;

Kolom (1) Tanggai d|1$1 dengan tanggal transaksu atau kejadn 'n keuangan
S .’»Kome (2) Nomor Buktl diisi dengan nomor buktt transaksa .
s, Kolom (3) Kode Rekenmg, duSi dengan kode rekemng obyek ;
L | ', ’ sesua1 dengan penggolongan transakg atau kejadlan yang dlcatat
. 4. Koiom (4) Uraaan diisi dengan nama rekemng yang sesuan dengan kode rekenmg kolom(S)
5. Kolom (5) Debzt dusn denganjumlah rupiah yang dldeblt R N
6. Kolom (6) Kredlt dusn dengan Jumiah rupkah rekenmg yang d| kred|t




" FORMATC-6 -

PEMERINTAH" KABUPATEN KARANGANYAR
~ BUKU BESAR PEMBIAYAAN :

Halaman i

“Uraian . . .

Cara Peng:sran

.} Koiom(1 Tanggal dl!Sl dengan tanggal transak51 atau kejadlan keuangan .
Kolom (2) Uralan diisi dengan ura1an transaKSI ' - C
Kolom (3) Ref diisi dengan referensu asal data LT
Koiom (4) Debit diisi dengan ;umlah ruplah yang dadebnt B R -

Kolom (5) Kredlt diisi dengan jumiah ruplah rekenmg yang d| kredit
Kolom (6) Saldo diisi dengan selnsuh antara ko1om Debit dengan Kredlt

IS RN .N?—?*



 FORMATC7 = **

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
. 'BUKU BESAR AKTIVA RS

Halaman D

i Saldo

Cara Peng:s:an

Kolom (1) Tanggal dusn dengan tanggal transak51 atau kejadlan keuangan o
~ Kolom (2) Uraian diisi dengan uraian transaksi - i o
" Kolom (3) Ref diisi dengan referen31 asaldata - ,
-Kolom (4) Deblt diisi dengan jumlah rupiah yang dideblt
Kolom (5) Kredit, diisi dengan jumfah ruplah rekenmg yang dr kredit - o
Kolom (6) Saldo diisi dengan sehsnh antara kolom Debit dengan Kredlt g S

O oN N '.-*



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

BUKU BESAR HUTANG

' FORMAT C-8

SKPD_ :
Kode Rek . —
Nama ‘Halaman : .....
T Tanggal | Uraian Ref “Debit Kredit | Saldo

1 2 -3 4 5 6

Cara Pengisian :

I o

» Kolom (1) Tanggal dusu dengan tanggal transak3| atau kejadlan keuangan
Kolom (2) Uraian diisi dengan uraian transaksi
“Kolom (3) - Ref, diisi dengan referensi asal data
. Kolom (4) Debit, diisi dengan Jumlah rupiah yang didebit
Kolom (5) Kredit, diisi dengan jumtah rupiah rekening yang di kredit ‘
Kolom (6) Saldo, diisi dengan selisih antara kolom Debit dengan Kredit .




PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
C BUKU BESAR EKUITAS DANA PRI

'aijKPD o
- Kode Rek
Nama

Tanggall e

"Cara Pengusuan BN

Kolom 2) Uralan d||5| dengan uraian transak5| ST
_Kolom (3) Ref, diisi dengan referensi asal data LT
Kolom (4) . Deblt diisi dengan jumlah rup:ah yang dldeblt
Kolom (5)- Kredit, diisi dengan jumlah rupiah rekenlng yang dl kredlt :
Kolom (6) Saldo diisi dengan selisih antara kolom Debit dengan Kred:t o

o os W w—‘



Kocle Rekemng Obyek

PEMERINTAH 'KABUPATEN KARANGANYAR
 BUKUBESAR PEMBANTU BELANJA

FORMAT C-11

.
ooooo

W umian

- Rincian Obyek - | Rincian
ORI ek

. Ringian -
- Obyek

¥ i

- Rincian -
. 'Obyek" -

__Rincian
© . Obyek |-

" Rincian
.. Obyek -

;":,v‘ﬁir‘lvcsian o
. Obyek

** Rincian
. Obyek.

A

10 —

13 |-

|

C Cara Peng:s:an

ohwN ".-‘ﬁ;

'>Kolom (3) Uralan diisi dengan uraian transaksi -

Kolom (5 dst) diisi dengan jumiah ruplah per rancuan obyek

. Kolom (1) Tanggal dusn dengan tanggal transak5| atau kejadlan keuangan 3
: Ko!om ) Nomor buktl diisi dengan nomor buktl transaksn R

~ Kolom (4) Jumlah dn:5| denganjumlah totalnnc:an obyek B

Rinoan |
- Obyek""




FORMAT C-12

‘{‘.:PEMERINTAH KABUPATEN »KARANGANYAR
~ BUKU BESAR PEMBANTU PEMBIAYAAN =

: Kode vRekenmg Obyek:

1 Halaman : .....

Rmman
.Obyek -

| Rincian : | " Rincian | Rincian - | Rincian Obyek
| Obyek | Obyex | omyek |

Rincian Obyek-| Rincian Obyek | Rincian Obyek | Rincian Obyek

8 14|

o ‘,Cara Peng:s:an

: 'Kolom (1) Tanggal dusn denga'n tanggai transaksu atau kejad|an keuangan
."Ko!om (2) Nomor bukta dus: dengan nomor bukt: transak51 e
" Kolom (3) Uralan diisi dengan uraian transak5| S R
Kolom (4) Jumlah diisi dengan jumlah total rlnCIan obyek .
Ko!om (5 dst) dllSI dengan Jumiah ruplah per rincian obyek

o s el



" Kode Rekening Obyek

. PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
- BUKU BESAR PEMBANTU AKTIVA

FORMATG-13 -~

v : Halaman : .....
Nama Obyek - : —
TGL NO ~ URAIAN Jumlah Rincian | Rincian Obyek | Rincian Obyek | Rincian Obyek | Rincian Obyek | Rincian Obyek Rincian ‘Rincian - Rin'cian: Rincian
L BUKTI - - C Obyek S . [ PR S Obyek  Obyek . Obyek Obyek
1 2 3 - 4 5 6 7 8 9 10 11 - 12 13 14

Cara Pengisian :

S

Kolom (1) Tanggal, diisi dengan tanggal transaksi atau kejadian keuangan -
~ Kolom (2) Nomor bukti, diisi dengan nomor bukti transaksi
Kolom (3) Uraian, diisi dengan uraian transa_ksi
Kolom (4) Jumlah, diisi dengan jumiah total rincian obyek
Kolom (5, dst), diisi dengan jumlah rupiah per rincian obyek




TR

' FORMATC-14 = '

PEMERINTAH ' KABUPATEN KARANGANYAR
'BUKU BESAR PEMBANTU HUTANG

Kode Rekenmg Obyek
Nama Obyek ‘: ;I"‘,»

‘Halaman : .....

FT"GL Cho | ;:_",'VURAIA'N”'{. | Jumiah | Rincian | Rincian ‘| Rincian | Rincian Obyek | Rincian Obyek | Rincian Obyek | . Rincian |- Rincian | - Rincien | Rincian Obyek Ll
© o BUKTL | oo oo b | Obyek |0 Obyek |0 Obyek || b Obyek | Obyek . | Obyek -}t

Cara Pengrs:an

Kolom (1)Tanggal dnsn dengan tanggal transak& atau kejadlan keuangan
x Kolom (2) Nomor bukti, diisi dengan nomor bukt| transaksn -

‘ Kolom (3) Urauan diisi dengan ura|an transaks; ,

Kolom ). Jumlah, diisi dengan ;umlah totai nnaan obyek _

Kolom (5, dst) dusu dengan jumlah ruplah per rmc:an obyek

o bW N’r\:‘f
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. FORMATC-15 -~ = ..
: [}
3 4 (
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
" BUKU BESAR PEMBANTU EKUITAS DANA
Kode Rekenlng Obyek 03 . . T
Nama Obyek o . -] Halaman:.....
-'TGL NO - URAIAN | sumian ' | Rincian | Rincian | Rincian | Rincian Obyek | Rincian Obyek | Rincian Obyek hiﬁcia:n'o'by'ek ' Rinclan ivRincian | Rincian
' ) BUKT} o ‘ L Obyek - Obyek Obyek v o — v : Obyek Obyek Obyek -
1:.: .  2 3., 1 4. 1 s 7 @ 7 . - 8 E 9 - |.: 10 . -1 12 13 14 -  .‘ o

Cara Pengisian :

~ Kolom (1) Tanggal, diisi dengan tanggal transaksi atau 'kéjédia’ri keuangan
" Kotom (2) Nomor bukti, diisi dengan nomor bukti transaksi '
Kolom (3) Uraian, dusn dengan uraian transaksi -

‘Kolom (4) Jumiah, diisi dengan jumiah totat rincian obyek
Kolom (5, dst), diisi dengan jumlah rupiah per rincian obyek

oh w N A
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'PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

' LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN »

S PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BER[KUTNYA

FORMAT C - 16

- TAHUN ANGGARAN
: - Sisa -
: S . . -Realisasi | -Anggaran E - I
Ng:ﬁfr Uraian - A‘:,.um;?,g n Semester | . s/d Prognosis | Keterangan
. : ) 99 - Pertama - | Semester - ’
- B : Pertama : .
1 2 3 4 - [ -7
1 PENDAPATAN » _
11 PENDAPATAN ASLI DAERAH
1141 Pendapatan Pajak Daerah
1.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah"
1.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
o yang Dipisahkan
1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Ash Daerah yang Sah.
1.2 PENDAPATAN TRANSFER - .
1.21 Transfer Pemerintah Pusat~Dana Penmbangan
1.2.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak - i
1.2.1.2 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
1.2.1.3 | Dana Alokasi Umum -
1.2.1.4 | Dana Alokasi Khusus
1.2.2 | Transfer Pemérintah Puéat - Léinnya'
1.2.2.1 | Dana Otonom Khusus .
1.2.2.2 Dana Penyesuaian
13 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
1.3.1 | Pendapatan Hibah
1.3.2 | Pendapatan Dana Darurat
1.33 | Pendapatan Lainnyg
Jumlahv
2 | BELANJA
‘21 | BELANJA OPERASI

NNNNNNN
.—I—\—h-t'—l.—l.—lc
~NONMHEWN =

NN
N
—

222

223 .

224

225

226
23

231

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Bunga

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Keuangan -

BELANJA MODAL =

Belanja Tanah :
Belanja Peralatan dan Mesm v
Belanja Gedung dan Bangunan-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja Aset Lainnya -

BELANJA TIDAK TERDUGA :
Belanja Tidak Terduga

Jumlah |-




“Sisa

Nomor S | Jumian | Realisasi: | Anggaran - SRR S
- Urajlan .| Semester s/d Prognosis | Keterangan
Unt ) s ,A_"ggaf"a", Pertama Semester .
- : : Pertama s
1 -2 3 4 - : 5 B 7
24 | TRANSFER ‘
2.4.1 | BagiHasil Pajak ke Kabupaten/Kota
24.2 | BagiHasil Retribusi ke Kabupaten/Kota - e
2.4.3 { Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota
- “Jumlah
3 PEMB!AYAAN
3.1 PENERIMAAN DAERAH - s
3.1.1 Penggunaan Sisa Leblh Perhatungan Anggaran )
{SILPA)
3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan
3.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dxmsahkan
3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah = = ’
3.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah )
3.1.6 Penenmaan Piutang Daerah . .
32 | PENGELUARAN DAERAH
3.21 | Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang - ' v
3.24 | Pemberian Pinjaman Daerah
Jumtah
vAPembiayaan Neto
3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
Tanggal
" KEPALASKPD,

emseerestnnine senonevee
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. FORMATC=17. -

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
- TAHUN ANGGARAN ........._-

Nomor - 'ANGG‘ARAN” - -
Urut URAIAN _ SETELAH REALISASI Lebity
: PERUBAHAN L (Kurang)
1 2 3. - 3
1 | PENDAPATAN | B ’
14 | PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah ~..: -
1.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah - . .. - e
1.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang S
Dipisahkan - o
1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.2 PENDAPATAN TRANSFER '
1.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat-Dana Penmbangan ‘
1.2.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak o
1.2.1.2 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
1.2.1.3 | Dana Alokasi Umum
1214 | Dana Aloka& Khusus
1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat — Lamnya
1.2.2.1 | Dana Otonom Khusus :
1.2.2.2 | Dana Penyesualan
13 | LAINLAIN PENDAPATAN YANG SAH
1.3.1 - | Pendapatan Hibah
1.3.2 | Pendapatan Dana Darurat
1.3.3 | Pendapatan Lainnya
: ~Jumlah
.2 BELANJA =
21 | BELANJA OPERASI |
2.1.1 | Belanja Pegawai
2.1.2- | Belanja Barang
2.1.3 | Belanja Bunga
2.1.4 | Belanja Subsidi
2.1.5 | Belanja Hibah
2.1.6 | Belanja Bantuan Sosial
217 Belanja Bantuan Keuangan
22 | BELANJA MODAL
2.2.1 | Belanja Tanah :
2.2.2 | Belanja Peralatan dan Mesm v
2.2.3 | Belanja Gedung dan Bangunan - ‘ N
2.2.4 | Belanja Jalan, lrigasi dan Jaringan " - -
2.2.5 | Belanja Aset Tetap Lainnya v
2.2.6 | Belanja Aset Lamnya
23 BELANJA TIDAK TERDUGA
2.3.1 | Belanja Tidak Terduga AR
- Jumlah
2.4 TRANSFER
2.4.1 | Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota ,
'2.4.2 -| Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota
© 2.4.3 | BagiHasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota
Jumiah




Nomor L URAIAN "SETELAH - i keI
3 | emmiAvAAN 2
341 PENERIMAAN PEMBIAYAAN e

“3.1.1. | Penggunaan Sisa Lebih Pefhxtungan Anggaran (StLPA)

3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan -* - - . K

3.1.3- | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dtptsahkan

3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah . :

3.1.6 . | Penerimaan Kembali Pembenan Psnjaman Daerah o

3.1.6 Penenmaan Plutang_Daerah LoD

| '32 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN |

..3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan -

- 3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi} Pemermtah Daerah

3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang - -

-3.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah .- ;-

) ) -_."‘»Jumlahv
PembiaLan Nelo R
}Slsa Lebth Pemblayaan Anggaran (SILPA)

BUPATI KARANGANYAR



_ FORMATC-18

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
: ‘NERACA.
Per 31 Desember Tahun ndan Tahun n-1 : , .
URAIAN . ... |- Tahunn - - Tahunnp-1
o %p) ~ - {Rp)
ASETLANCAR
Kas

Kas di Kas Daerah

Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Pengeluaran

Investasi Jangka Pendek

PlutanL

- Piutang Pajak

Piutang Retribusi

Piutang Dana Bagi Hasil

Piutang Dana Alokasi Umum

Piutang Dana Alokasi Khusus

Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang lain-ain

Persedlaan .

INVESTASL JANGKA PANJANG

Investasi Nonpermanen

__Pinjaman kepada Perusahaan Negara

Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Investasi dalam Surat Utang Negara
Investasi Dana Bergulir - .

Investasi Nonpermanen Lainnya

Investasi Permanen Lainnya

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan

Penyertaan Modal Perusahaan Patungan

Investasi Permanen Lainnya

ASET TETAP

Tanah

Tanah

Peralatan dan Mesin

- Alat-alat Berat

Alat-alat Angkutan

Alat Bengkel

Alat Pertanian

Alat-alat Pertanian dan Peternakan

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat Studio dan Alat Komumkas:

Alat Ukur

Alat-alat Kedokteran

Alat Laboratorium

Alat Keamanan

Gedung dan Bangunan

Bangunan Gedung

Bangunan Monumen




Tahunn ,,;Tahun'n.1 -

S ’URAIAN -
RAIAN (Rp) _ 7 {Rp)

~Jalan, Irigasi dan Jaringan -
Jalan dan Jembatan
 Bangunan air jmgas1)
Instalasi -
- Jaringan : -
~-{._Aset Tetap Lamnya
: Buku dan Perpustakaan
. Barang Bercorak Keseman/Kebud iaan
- Hewan/Ternak dan Tumbuhan
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksn Dalam Pe ;q_er;aan

DANA CADANGAN
Dana Cadangan e

‘ ASET LAINNYA :
: Tagihan Pen;ualan Angsuran .
“Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah & - -
Kemitraan dengan Pihak Ketlga
Aset Tak Bencvu;ud - :
__Aset Lain .
- R/K SKPD

: ' ~ JUMLAH ASET .| -~
KEWAJIBAN o
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

- Utang Perhitungan Pihak Ketlga

‘Utang Bunga - B}

Utang Pajak_. - - : DR
- ... .. | .. - Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Daram Negen
Srwe o .~ Pendapatan Diterima Dimuka ' .
Utang Jangka Pendek LaianL

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
. Utang Dalam Negeri
~Utang Luar Negeri
Utang Jangka PanjanLamnya

EKUITAS DANA
- Ekuitas Dana Lancar -- = .
- Sisa Lebih Pemb@Lan A_ggaran (SILPA)
~ Cadangan Piutang
-_Cadangan Persediaan : : : o S
“Dana yang Harus Dtsechakan untuk Pembayaran Utang Ja_gka Pendek R

Ekultas Dana Investa5| o R
. Diinvestasikan dalam investasi Jangka Panjang
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
- Diinvestasikan dalam Aset Lainnya i e B
‘Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pamang e
: Ekmtas Dana Cadangan - :
Dunvesta5|kan dalam Dana Cadangan .

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

tanggal

BUPATI KARANGANYAR R

(nama lengkap) -
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PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

"LAPORAN ARUS KAS ‘
: Untuk tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1

- FORMAT C - 19

URAIAN

Tahun n(Rp)

‘Tahun n-1(Rp)

(Rp)

(Rp)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Arus Kas Masuk : :

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Dana Bagi Hasil Pajak :

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Dana Alokasi Umum

Dana Otonomi Khusus

- Dana Penyesuaian

Hibah

Dana Darurat’

Pendapatan Lainnya

“Jumlah

Arus Kas Keluar :

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

‘Belanja Bunga

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Tak Terduga

Belanja Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota -~

Jumlah

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas INVESTAS! ASET NONKEUANGAN L

- Arus Kas Masuk :

Pendapatan Penjualan atas Tanah

Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin.

Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bandungan -

Pendapatan Penjualan atas Jalan, lrigasi dan Jaringan -

Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya

Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya

Jumlah

Arus Kas Keluar :

Belanja Tanah

Belanja Peralatan dan Mesin

“Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Aset Tetap Lainnya -

Jumlah

" | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset NonKeuangan




Tahun NRE)

Tahun n-1(Rb)-

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN
~ Arus Kas Masuk : E

Pencairan Dana Cadangan e

* Penerimaan Pinjaman dan Obligasi -~ - © .

-Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang Drplsahkan T

. Penerimaan Kembali Pinjaman -

B Penerimaan Piutang L

Arus Kas Keluar :

_Pembentukan Dana Cadangan * -7 - ..

- Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah’jf

Pembayaran Pokok Utang ijaman dan Oblxgasl

- Pembenan ijaman

'Arus Kas Bersih dan' Aktiw'tas Pembia yaan" B

< Jumlah | e

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN

- Arus Kas Masuk :

Penenmaan perhnungan Pihak Ketlga B

" Arus Kas Keluar :

Pengeluaran Perhztungan Plhak Ket:ga ce

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran Sl

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Penode L
Saldo Awal di Kas Daerah ) e

Saldo Akhir Kas di Kas Daerah Paren

Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengéluaran '

Saldo Akhir Kas di Bendahara Penertmaan
Saldo Akhlr Kas

BUPATI KARANGANYAR,




Bab |

_FORMAT C-20

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
| CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN o

, Pendahuluan _ , o
1.1, Maksud dan tUJuan penyusunan laporan keuangan

1.2. Landasan hukum penyusunan Iaporan keuangan .

Babll

1.3. Srstematlka penullsan catatan atas Iaporan keuangan

iEkonom| makro kebuakan keuangan dan pencaparan target k:nerja APBD

Ekonoml makro

;12.1 Kebuakan keuangan

| ‘-2.1 | Indlkator pencapalan target klnerja APBD

Babll o
31, Ikhtlsar reahsasu pencapalan target klnerja keuangan

‘Bab IV _ |
_ 41 Entitas pelaporan keuangan daerah

Ikhtisar pencapaian kinerj‘a keuangan :

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapalan target yang telah» .

dltetapkan

_Kebijakan akuntans,

B 4.2.’ Basis akuntansr yang mendasan penyusunan Iaporan keuangan

- 43 Basrs pengukuran yang mendasarr penyusunan Iaporan keuangan

i 44 Penerapan kebuakan akuntans berkaltan dengan ketentuan yang ada .

" BabV

dalam standar akuntan3| pemermtahan

Penjelasan pos- pos iaporan keuangan

§» 5.1.  Rincian dan pen;elasan masmg masmg pos-pos pelaporan keuangan

- 5.1.1. Pendapatan -
- 5.1 2. Belanja
513, Pemblayaan

© 514.Aset



515 kéWaJlbéﬁ
| 5 1 6. Eku1tas dan_
o 5 1 7 Komponen ’komponen Iaporan arus kas

' 5'_:‘i"*,5v.-2,'_'»».;_.»Pengungkapan atas pos pos aset dan kewajlban_yang tllmbul‘f""
o .}"-_sehubungan dengan‘bas:s akrual pendapatan belanja dan rekonsmasl;,

':vd_engan‘j"" penerapan“f»‘baSIs ""‘kas' ~ entitas pelaporan yang.j,f:’i.f’f.:'-':

‘.menggunakan baSlS akrua
| Bab VI Penjelasan atas mformasn mformasu non keuanga 1

BabVil Penutup



Bab |

. Bab Il

- PENJELASAN ISt
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .

Pendahuluan

'11

Maksud dan tu;uan penyusunan laporan keuangan
Memuat penjelasan mengena: maksud dan tujuan penyusunan laporan

- keuangan.

1.2, |
o Memuat penjelasan mengena: peraturan perundang undangan yang

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan '

, berlaku sebagal Iandasan Hukum penyusunan Iaporan keuangan

1.3.

Slstematlka penul:san catatan atas Iaporan keuangan

' Memuat penjelasan mengenal SIStematlka 15| catatan atas laporan

2.1.

keuangan.

;Ekonoml makro kebuakan keuangan dan pencapalan target klnerja
fAPBD - L ' ‘

Ekonomi makro , ,
Memuat penjelasan mengenal asumsn makro ekonom: yang duadlkan
landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam Perubahan

APBD sampan dengan pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran.

Informasi. yang dlsajikan memuat tentang pOSISl dan kond13| ekonoml

‘makro penode berjalan d:bandlngkan dengan penode yang sama pada

241,

"~ Memuat penjelasan mengenan kebuakan keuangan yang dltetapkan'

tahun anggaran sebelumnya Dalam bagnan ini juga . duelaskan
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhl terjadmya perubahanv
asumsi makro ekonoml yang membawa dampak terhadap penmgkatan
atau penurunan (ﬂuktuas:) asum3| yang d:tetapkan | ’
Kebuakan keuangan B

‘pemerintah daerah sampa: dengan akhlr tahun anggaran yang

| 3 benmpllka3| terhadap perubahan posnss Neraca dan Laporan Arus Kas.

- Informasi yang dlsajlkan memuat tentang posm dan kond131 keuangan '

perlode berjalan dlbandlngkan dengan penode yang sama pada tahun'

| - anggaran sebelumnya Dalam baglan ini Juga duelaskan mengenai

faktor-faktor yang melatarbelakangl dltempuhnya kebuakan keuangan
oleh pemenntah daerah sehmgga terjadlnya perubahan terhadap posisi
neraca dan Iaporan aruskas. ' ’



Bab il

 BabIV 4.1.

21

Pencapalan target kmerja APBD

Memuat penjelasan mengenal keberhasulan pencapalan target kinerja

~ APBD yang dlcermlnkan melaim lndlkator keberhasuan pelaksanaan
- program ~ dan keglatan pada ‘tahun  pelaporan menurut urusan
- pemertntahan daerah !ndikator pencapalan target kinerja menyajikan
e mforma31 tentang pencapalan efektlfttas dan et" isiensi program dan

kegiatan yang dtlaksanakan

. " ~ Dalam baguan lnl duelaskan juga faktor pendorong tercapamya tingkat
o keberhasnlan (efektlﬁtas dan eﬁsnenso atau faktor penghambat tidak
- tercapainya }lnd:kator target klnerja_prog»ram‘dan kegiatan yang telah

ditetapkan béik: yang berSifat dépaf“”dikehdalikan maupun yang tidak
dapat dikendalikan (force '??af'eur). 5 S

lkhtlsar pencapaian kmerja keuangan

: ;‘;Memuat ikhtisar reallsa51 pencapalan target kmerja APBD menurut urusan
.gpemermtahan daerah berupa gambaran reahsa3| pencapaian efektifitas dan

“efisiensi program danvkeglatan_sebagalmana dijelaskan dalam bab Il angka

2.3yang dapat disaji‘kva'n dalanj_‘be'nwkltabel,»graﬁk dan/atau diagram.

Entitas pelaporan keuangan daerah

- Menyajlkan mformasn tentang organnsa& yang ditetapkan sebagai

entitas akuntansi dan entltas pelaporan keuangan daerah

Basis akuntan31 yang mendasarl penyusunan laporan keuangan

Menyajlkan informasi tentang orgamsaS| yang ditetapkan sebagai

43,

entitas akuntansi dan entltas pelaporan keuangan daerah

Basis pengukuran yang mendasar; penyusunan laporan keuangan
Menyaukan mformasr tentang penerapan kebuakan basis pengukuran
atas penyusunan pos-pos Iaporan keuangan daerah (aset kewajiban
dan eku:tas dana). Dalam baglan |n| harus dlsaukan proses penetapan
nilai setlap aset kewajlban dan ekwtas dana Informasi pengukuran
pos*pos laporan keuangan sebagaimana dlmaksud harus dengan jelas

| menggambarkan nilai perolehan h:stons yaltu aset harus d:catat/dlukur

sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari
imbalan yang diberikan untuk memperoleh ‘aset tersebut kewajiban
dicatat/diukur sebesar nllal nominal dan ekwtas dana dlcatat/d:ukur

sebesar sehsnh antara aset dengan kewajlban -



o ada dalam standar akuntan51 pemermtahan % _
| "Menyajlkan mformasn tentang kebuakan - akuntanss yang telah
";d|terapkan dan kebuakan akuntansu yang belum dlterapkan atas pos-
;"-pos Iaporan keuangan sesuai dengan ketentuan Standar ‘Akuntansi

 ,‘   -"'*"Pemerlntahan" i i |

_“"”:‘Contoh : S

o Telah sesual dengan Standar Akuntansu Pemerlntahan

Pengakuan aset tetap berdasarkan harga perolehan

Belum sesuau dengan Standar Akuntansn Pemenntahan

Aset tetap belum dalakukan penyusu’n»anf T

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

5. 3 . Rlnman dan penjelasan masmg‘masmg pos pos pelaporan

.f-_»"511 Pendapatan’iv R |
,i,._A:’.Menyajlkan mforma3t ten»_an nc:andanpenjelasan pos
‘fl.iv'.fv"pendapatan yang terdm atas B L
. a Pendapatan asll daerah

e b Dana penmbangan_ -

' c Lam laln pendapatah yang sa

5125elanja

- Menyajlkan mformasn;_ tentang runman't: dan penjelasan pos *
belanja yang terdm ata"' S :
;»:‘;‘Belanja pegawa :
.’“‘:f_Belanja barang
';'_,;’Belanja modal -
.'»_':‘Belanja bunga
-, .‘:'_“Belan;a subs:dl

. Belanja hbah
. Belanja bantuan 303|a
“ :’_fi_ﬂ:BeIanJa bagx hasil
PRt Belanja bantuan keuanga'
SR i Belanja tldak terduga



:,51 3 Pemblayaan

'3%_} f.ff;',Slsa Ieblh perhltungan anggaran (SiLPA)
‘,(}P‘encalran dana cadangan - o
v T‘}*,Hasﬂ penjualan kekayaan (asetO daerah yang dlplsahkan s

Penerlmaan kembah plnjaman daerah

3

;14:.‘,"‘"Penenmaan plnjaman daerah dan penerbltan Ob|lgaSI daerah
5 v RN
6

| 6. Penenmaa plutang
b Pemblayaan Pengeluaran
- a. Pembentukan dana cadangan

i '_'.:i_fi;»Pembayaran pokok utan'v e S
i 3*:"‘;-:»-:~;"Penyertaa” modal (mvestaso pemermtah daera‘h}

. ,i’Pembenan’pmJaman

a. ‘Aset lancar

- 5 iInvestasn ]angka panjang

. ’._"f;:’Aset tetap

d. Dana cadan"gan" "

.f:‘f'Aset Iam laln

| a Kewajlban Jangka pendek

| ib;f Kewajlban Jangka panjan

516 Eku:tas dana
o ,,-j;:_:.:',‘:;"“:Memuat mformam tetang n“’

dan penjelasan pos ekuitas -

| dana yang terdtrl atas

a Ekwtas dana Iancar ;
S b Ekwtas dana mvestas
- c Ekwtas dana cadangan



5 1. 7 | K
. .v o f a Arus kas akthItas Oper as“‘ ; |
o b. Arus kas aktlwtas mvestas1 aset non keuangan

omponen'komponen'laporan arus kas B

';jf_lg c. Arus kas aktnvntas pemblayaan
i.d Arus kas aktuvntas non anggar 1

o :'5;;4v.’:f%}Pengungkapan atas POS pOS -aset dan vkewal'ba" yang timbul
 ":f"»ﬂ_jf»,{_,;::sehubungan dengan basis akruval__'pendapatan belanja dan

;  ’?»"}‘frekonsﬁla3| ‘dengan  penerapan basis JKas, - untuk entitas
pelaporan yang menggunakan basns akrual

- g_flMemuat mformasn tentang kebuakan akuntanS| yang d|haruskan oleh
pernyataan standar akuntan31 pemenntahan pengungkapan atas

.‘:_f{"’_'pos-pos aset dan kewapban ‘fyang tlmbul sehubungan dengan

*,“:;..‘penerapan basr'"f,_’,a}krual atas pendapatan dan belanja dan

rekonsﬂlasmya dengan penerapan basns kas untuk entltas pelaporan

.i“}"{,yang menggunakan bas:s akrual »_'.;,RekonsmaSI dltu3ukan untuk

menyajlkan hubungan antara Iapora ,__ne'rja keuangan. dengan

RS laporan reahsasr anggaran Laporan : ekons:haSI ~dimulai dengan
| '.:-'penambahan atau pengurangan ekunas yang berasal dan laporan
o lnerja yang disusun berdasarkan basisi akruali_ PR

| Bab VI Penjelasan atas mformaSI 1nformasu non keuangan S _
R o _?:Memuat lnformaS| tentang hal hal yang belum dunforma3|kan dalam baglan
-‘manapun darl laporan keuangan yaltu -

o ;:a};fiDomlsm dan bentuk Hukum suatu en‘tltas sertaf"jurldlk& tempat entitas
: i‘tersebut berada S

Penje!asan mengena: snfat operasr entttas keglatan pokoknya |
| . Ketentuan perundang undangan yang menjadl keg:atan operasmnalnya N
; Pengganttan manajemen pemenntahan selama tahun berjalan A
o ,,,:_v:..;"_v‘:Kesalahan manajemen terdahulu :yang telah d:koreksu oleh manajemen'

i baru.- S ’ '

» | ,f-,: Komltmen atau kontuens: yang'{tsdak dapat disajikan pada neraca
| g Penggabungan atau pemekaran ent:tas pada tahun berja!an _
e h Ke]adlaﬂ yang mempunyal dampak somal mlsalnya adanya pemogokan, |
IR 'yang harus dltanggung pemenntah A




'Bab VIl Penutup. - |
Memuat uraian penutup yang dapat berupa S|mpulan 5|mpulan penting
tentang Iaporan keuangan '

... tanggal ..........
~ BUPATI KARANGANYAR
o ,('t'éndéftarligén) -

(nama lengkap)



~ FORMAT C-21

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kabupaten Karanganyar yang terdm dan (a) Laporan ‘

o >real|sasn Anggaran (b) Neraca (c) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran

e sebagalmana terlamplr adalah tanggung jawab kaml _
| Laporan Keuangan tersebut telah dlSUSUl’l berdasarkan system pengendallan
, mtern yang memadal dan |smya telah menyajlkan snformasn pelaksanaan anggaran,

posisi keuangan dan catatan atas Iaporan keuangan secara Iayak sesual dengan
: :}Standar Akuntansn Pemermtahan ‘ g

 BUPATI KARANGANYAR
(tanda}tangavri)_ .

o (nama Ienqkag)
o NIP




FORMATK1
Pemenntah Kabupaten Karanganyar

BENDAHARA UMUM DAERAH

TAHUN ANGGARAN
~ BUKU PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS

No. ~ Uraian Penenmaan Pengeluaran» .

a.n. Bendahara Umum Daerah
~ Kuasa BUD
o Kabupaﬁen‘Karanganya}f,

.....
P TR T E R R R R TR KRRt



FORMAT K-2

- Pemermtah Kabupaten Karanganyar o
BENDAHARA UMUM DAERAH
 TAHUN ANGGARAN .’.*;':'..;.’-.’;"}5*' A
BUKU PEMBANTU PENER]MAAN DAN PENGELUARAN o
Halaman : , S = . : :
No. | Uraian o - Penerlmaan‘_ | Pengeluaran |

- a n. Bendahara Umum Daerah
- Kuasa BUD
Kabupaten Karanganyar, '

D R T R R R R I IR IR




L u~nKeRJ~BAnA~/ DINAS

U Urut

" FORMATK.3. .« =+

}‘PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR_:
| BENDAHARA UMUM DAERAH?:
S “g,jTAHUN ANGGARAN :

o BUKU BANTU KAS PENERIMAAN MYURNI
Y PER UNIT KERJA .

f_ ; Jum!ah penenmaan tanggal
s | | Jumlah s/d yang Iatu 3
[ Jumlah s/d Tanggal -

-a.n. Bendahara Umum Daerah
‘Kuasa BUD S T
Kabupaten Karanganyar e




L Nb.

PEMERINTAH KABU‘PATEN KARANGANYAR =
BENDAHARA umum DAERAH
-~ TAHUN ANGGARAN : -
"BUKU BANTU KAS PENGELUARAN
- B PER UNIT KERJA

'»?UNIT KERJAI BADAN / DINAS

R Pengeluaran
Wt K°de Bekenmg;-z

i Jumlah

L ,Anggaran
s Jumlah har| |n: '

fJumIah s/d sebelum harl tnl L
' S Jumlah s/d haridni [ o

':‘_,.ig,Kuasa BUD - A
'Kabupaten Karanganyar N

------------------

an. . Bendahara Umum Daerah A



Tanggal |

Uraian -

Pemotongan | Penyatoran | Saldo |

a.n. Bendahara Umum Daerah Rt
Kuasa BUD R
Kabupateanaranganyar

.................

 FORMATKS -~




_ ;TAHUN ANGGARAN‘ 1
LAPORAN REKAPITULASI PENERIMAAN DAERAH
: RE‘KENING KAs“’ "

K odeR ekemn g "';::f'_penenmaan‘




CFORMATK-7 o e

No. | ~Jenis |
Sl Potongan [t
B IR 'lsIdYButa‘n‘_Lvalg »:v‘;v::‘Builgn‘lni.‘g‘-’

Pemotongan ‘Sisa

S/d Bulan Ini | 5/d Bulan Lalu | Bulanini | s/d Bulan Ini | s/d Bulan Lalu | _Bulan Ini | 5/d Bufan T

‘Bendahara Umum Daerah
-KabupatenKaranganyar,

Vet Yesarear et araeana R R R I I



Lembar 15/d 3

' 'Fo'R'MAT' kée o

fPKIPKP

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Lembar 4 s/d 5. : BUD/Ro. Keuangan'
tembar 6 - - Bank Jateng Cabut /-
‘Cabang B
“Lembar 7.
‘Lembar 8. B
Kab Karanganyar -

Setoranke,  :...

| Datamtahun

© SURAT TANDA SETORAN

.{ REKENING NOMOR

‘Harap menerima uang sebesar Rp

(denganhuruf)

-+ No. Urut _Kode Rekening -

Uralan Rnnclan Obyek

Pengguna Anggaran ! Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Penenmaan/Bendahara
Penerlmaan Pembantu N

Uang tersebut diterima oleh Bank {

 Catatan: 1 (Satu) STS untuk 1 (Satu) jenis Penerimaan =~

- Jumlah (Rp.) R




- PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BENDAHARA UMUM DAERAH

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN :
LAPORAN BULAN : - -

FORMAT K -9

| TANGGAL PROSES : |
S A | e | P | e | s |
T -T_OTAL‘»F
) Karaniganye‘!r»,v........}.......f..‘ ...... e
. BENDAHARA umuM DAERAH.
‘ Tanda Téﬁéan |

' Nama Terang




\‘ - ' S o S " FORMATK-10

LAPORAN BULANAN REALISASI PENEGELUARAN DAERAH
o BULAN | »

JUMLAH

INSTANSI | ANGGARAN | DDL - |  pau P :PENGELUARAN . SALDO

2 3 . 4 ' 5 : 6 7 - .. 8

T JomMiAR |

 BENDAHARAUMUMDAERAH =~ -~ =

Kabupaten Karanganyar,

L R R R R R R R A I A AP




" FORMATK =11

' bPe'r‘neri»hvtvah‘K‘abupateh Kafén'gahyar' i
BENDAHARA UMUM DAERAH

REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH

BULAN .......... TAHUN...........

No.

. Penerimaan (s/d 30...

UNIT KERJA { BADAN / otNAs I KANTORFV" : o)
el : = 1)

. Pengeluaranv(sld 30...

- {Rp)

— JUMLAHS/D 31 ......
- SALDO AWAL 2 JANUARI ...
IWP + TAPERUM

JUMLUAH SELURURNYA
SALDOS/D 31w oL

JUMLAH

Cataten”

Karanganyar

BENDAHARA UMUM DAERAH




PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BENDAHARA UMUM DAERAH

_LAPORAN REKONSIALIASIBANK " .. . . oo
TAHUN # wosvssstssony

CBULAN © veeecvens

FORMAT K- 12

" Cabang Karanganyar =~ .

BENDAHARA UMUM DAERAH

T URAIAN % DATAKASDA | DATA BANK JATENG | PERBEDAAN KETERANGAN
SALDO KASiTANGGAL '
REALISASI S/D/. BULAN
1. DANA DAERAH LAINNYA (DDL) RIC :
- SALDO KAS S/D TANGGAL -
- PENERIMAAN BULAN .. S
- JUMLAH PENERIMAAN sm BULAN
. PENGELUARAN BULAN
- SALDOKAS (DDL) - o
2. DANA ALOKAS! UMUM (DAU) R/C i R
. SALDOKAS S/D TANGGAL o
C.2-- PENERIMAAN BULAN ..........0....
- JUMLAH PENERIMAAN S/D BULAN .
" . PENGELUARAN BULAN
SALDO KAS (DAU)
3. 'DANA PENYEIMBANG (DP) RIC .....covrurinis
. SALDOKAS S/ID TANGGAL
- PENERIMAAN BULAN ..
.~ JUMLAH PENERIMAAN s:o BULAN
. PENGELUARAN BULAN .. '
~ SALDO KAS (DP)
' SALDO KAS 14243
o Karanganyar Co0..
PT. BANK JATENG



p—————r— s e g en e e

FORMATK-13

'LAPORAN BULANAN MUTASI .. .
PENEMPATAN DEPOSITO |
BULAN ...... TAHUN .......

MUTASI |
TBULANINT

NAMABANK | pyi AN LALU SID BULAN INI KETERANGAN

|__JUMLAH

' BENDAHARAUMUMDAERAH
 KABUPATEN KARANGANYAR



- Hal -

 FORMATK-4

-~ KoP SURAT'
Nomor ...... Karanganyar 20
Sifat  oeeeeeecocieeen . Kepada Yth: B
' .‘vLamp:ran Ceereesereierareeeanns o jKepala BKD Kabupaten Karanganyar
- Permohonan Persetu;uan B Selaku BUD
._.;_Pembukaan Rekenng ~  di-
Menun;uk Peraturan Bupati Karanganyar Nomor e e

Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan ini

- _kamt menga]ukan permohonan persetu]uan pembukaanlpenempatan .
~ ,i'ekenmg*) pada - Bank Jateng [ lainnya*)  untuk-  keperluan |
| -penenmaanlpengeluaranllalnnya*) ' :

Demlklan d|sampa|kan untuk dapat dltmdaklanjutl sebaga:mana R

e fmestmya atas kerjasama yang balk diucapkan terima kaS\h

" KepalaSKPD

oooooooooooooooooooooooooooo

%) Coret yang tidak perlu



FORMATK-15

'KOP SURAT

PERNYATAAN
[\ o S

Menun;uk Peraturan Bupati Karanganyar Nomori: eerneaeaa e y

Tentang Snstem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 1n| kamt'.

vmenyatakan dengan sungguh sungguh pembukaan rekemng dimaksud Pada Bank

Jateng/lainnya*)  untuk - keperluan Centeriereesiensnesanies ..(diisi sesuai dengan o
| tUJuanpenggunaan rekenmg) o |
Demtk:an dlsampa|kan untuk dapat dlmaklum1

._ Karanganyar ........... 20.’...‘.';}'. |
Kepala SKPD, .

.............................

%) Coret yang tidak perlu



FORMATK-16

KOP SURAT

Nomor :_;;, ............... R : Karangz_‘a_nyar‘,‘..... ....‘..120 ..... .
 Sifat SRR i KepadaYth: o R
vLampzran ..... . ,'."."'Kepala SKPD .....
~ Hal :'Pesetu;uan/Penolakan*) - di- S

 pembukaanRekening . = KARANGANYA R

| Menunjuk Peraturan Bupati Karanganyar Nomor

e f}‘tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan surat

. f;Saudara tanggal ......... Nomor hal Permohonan PersetUJuan .

, Pembukaan Rekening dengan ini kam| menyetu;w / tldak menyetu;uu*)
. pembukaan rekening pada Bank Jateng / lainnya®). R
: © Demikian dlsampalkan untuk dapat dimaklumi. -

' KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
- Selaku Bendahara Umum D‘aerah

S8t AvEBEAAessIEEIIITIYNIIIAIGLIEIGNEREIQREOERNASSE

f) Coret yahg tidak peﬂu :

FORMAT K-17




FORMATK-17

- KOP s"URAT;f |
| V»ﬁ_Nomor‘,:_':‘ D ;__.Karanganyar 20 s
CUSifat e © KepadaYth: = -
| :Lamplran SOTPPP Nevererrerens j,;-Kepala BKD Kabupaten Karanganyar-'v::*v
 Hal Laporan pembukaan rekenmg ~ Selaku BUD N |
~ KARANGANYAR
Menunjuk Peraturan Bupatl Karanganyar Nomor e |

:tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan ini
,",dllaporkan bahwa, berdasarkan surat persetUJuan Kepala BKD “selaku
k 'V_Bendahara Umum Daerah tanggal v..ieeieeenns Nomor ety kami B
,itelah melakukan pembukaan rekening penenmaanlpengeluaranllamnya*) )
: ;pada Bank Jateng / lainnya*)dengan nomor rekening .. ‘

' Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

; ,V‘;._Kepalav SKPD

| ;‘) Core’tvyaiﬁjg tidak periu



)
4"

i E Pengguna Aqggaran ! Kuasa Pvenggun'a Anggaran .

(Nama Lengkap) -

NiP.

Bendahara Penerimaan

: (ANéma Len'gk‘ag)
NP

KABUPATEN KARANGANYAR FORMAT BEND-1
BUKU KAS UMUM PENERIMAAN o S
SKPD , . - _ : L T
Pengguna Anggaran/Kuaéa Pengguna Anggéran :
Beindqhara Penerimaan -~ - - - - - e e e e
- : o _— © . Halaman:...... .-
NO : o I S PENERIMAAN PENGELUARAN
- - TANGGAL KODE REKENING - URAIAN - B -
URUT R (Rp) (Rp)
1 , 2. 3 4 } 5 6
- JUMLAH
- Jumiah bulan/tanggal : Rp. Rp.
. Jumiah sampai bulan lalutanggal . L Rp "~ Rp.
Jumlzh semua s/d bulanftanggal - Ro. Ro.
. SisaKas ’ , ’ " Rp.
. Pada hari initanggal .........c...... 200.. o
'Ol kami didapat dalam Kas Rp. ... il
(e
" Terdiridariz. . o o
R A Tunai»i._ R Rp. . :; . )
2. SadoBamk - Rp. .. -
3. Surat Berharga - Rp. _
© Mengetahui, - eeeseeee , Tanggal ueeeccenerinens




e

© o NGO LODN=

Cara Peng|S|an S N
1) Diisi dengan nama SKPD » -
2) Diisi dengan nama Pengguna Anggaraanuasa Pengguna Anggaran o
3) Diisi dengan Nama Bendahara Pengeluaran -
“Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan kas atau penge!uaran kas
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
‘Kolom 4 diisi dengan uraian penenmaan kas atau pengeluaran kas -
- Kolom 5 dIISI dengan jumlah rupiah penenmaan kas o
Kolom 6 diisi dengan 1um|ah rup:ah pengeluaran kas -

Catatan . v , , T .
1. Pengerjaan buku kas umum pengeluaran dapat menggunakan komputerlapllka3| software

2. Penandatangan o!eh pengguna anggaran / Kuasa pengguna’ anggaran pada buku kas umum pengeluaran dl!akukan pada saat pengajuan RS

penerbatan SPZD sebaga| salah satu dokumen kelengkapan spzo



KAB UPATEN KARANGANYAR

~ FORMAT BEND -2

BUKU PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN

SKPD :
.~ Kode Rekening - :
Nama Rekening - : o
Jumlah Anggaran :Rp. ......coccevevniiiicanns
" Tahun Anggaran - : v o

Nomor Urut_ Nomor BKU Penerimaan ‘ Tanggal Setor -

Nomor STS & Bukti Penerimaan Lainnya

_(Rp.)

4

- Jumiah Bulen ini .
- Jumlah s.d. Bulan Lalu =
- Jumlah s.d. Bulanini

_ . | Mengetahw o .
Pengguna Anggaraanuasa Pengguna Anggaran ,

(tanda tangan)

’ (ama Iengkag)
NiIP. .

- Cara Pengisian : R
Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
Kolom 2 diisi dengan nomor BKU Penerimaan. '
‘Kolom 3 diisi dengan Tanggal Penyetoran STS / Bukti Penenmaan Lamnya
Kolom 4 diisi dengan Nomor STS / Bukti Penerimaan Lainnya. '
,Ko!om 5 dlISl dengan jumlah ruplah setoran STS / Bukti Penerimaan Lalnnya.

orLN=

. tanggal
Bendahara Penerlmaan

(tanda tangan)

( nama Iengkag)
NIP

~dJumlah-




S ,-’c BUKU REKAPITULAS! PENERIMAAN HARIAN

v:i:SKPD | o
B Penggunaan Aggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
* ' Bendahara Penerimaan ‘o

: KABUPATEN KARANGANYAR ’
BUKU REKAPITULASI PENERIMAAN HARIAN

" FORMAT BEND-3 -

| Mo |

Pajak Daerah (Rp)
Kode dan Nama Kode
Rek Rmman Obyek

Restr|bu3| Daerah (Rp)
Kode dan Nama Kode
Rek Rmcnan Obyek

Lam Ialn PAD yang sah (Rp)
Kode dan Nama Kode
Rekf Rlnman Obyek

Tanggal &

Kode dan Nama Kode |
Rek Rmcnan Obyek

Kode dan Nama Kode
Rek Rmman Obyek

Kode dan nama Kode
Rek Rmcnan Obyek

Re’.fé.fehﬂS'

;_3 ' Nomor

Cara Penqussan y

Mengetahui, nggs
 Mengetahui, . ' Bendahara Penerimasn

(tanda tangan) (tanda tangan)

: ama Iengkag)

nama Iengkapu ' .
~NIP.

NIP

»@Né

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerlmaan kasa
~ kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas .-

" Kolom 3 diisi dengan halaman buku kasir penenmaan St L i S o ‘

' ‘Kolom 4, 5 6 7 8 dan 9 dnsu dengan Jumlah rupiah atas masnng masmg kode & ura:an kode rekenmg penenmaan kas (rlncaan obyek) o




KABUPATEN KARANGANYAR . FORMATBEND4
BUKU KAS PENERIMAAN HARIAN PEMBANTU
SKPD e R I - . et e - - v e e .. : 1) = - s e e A

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ' 12
Bendahara Penerimaan Pembantu - B

Nomor Urut Tanggal ' Uraian : Penerimaan A ~__Pengeluaran (Rp) Saldo (Rp)
-1 L L 2 : 3 : -4 ) 5 R 6 -

o o Jumlah . , _ -
: Mengetahuu S e e tanggal

'Bendahara Penenmaan - D D SR SN Bendahara Penenmaan Pembantu

»_»i.(tanda tangan) RERTAE ey 5 (tanda tangan)

_MP AT P U P T NRs

. Cara Pengman

" Diisi dengan nama SKPD :
~ % Diisi dengan nama pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran
* ¥ Diisi dengan nama bendahara penerimaan pembantu - T
““Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran; '
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran kas
~ Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaankas™ . .
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas ~ * ' T
Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara penenmaan pembantu '

@@ﬂ¢@§@~f



SKPD

KABUPATEN KARANGANYAR

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPD

Penggunaan Anggaran/Kuasa Penggunaan Anggaran

Bendahara Penerimaan

(SPJ PENDAPATAN ADMINISTRASl)

FORMAT BEND-5

Sampai dengan Bulan inl

(tanda tangan) o

) '(‘nama' lengkap)
NiP.

Kode | Uraian Jumlah Sampai dengan Bulan Lalu Bulan ini

Rekening | - . | Anggaran | Penerimaan | Penyetoran'|. Sisa = | Penerimaan- | Penyetoran | - Sisa .| ~Jumlah | Jumlah | Sisayang | Sisa anggaran
o ' S L ’ o N anggaran anggaran | belum disetor | =~ yang belum
: A _ yang yang tefah ’ tereahsasx/Pelam}

: : . : : : o Terealisasi | = di setor o pauan Anggaran
1 2 3 4 5 6 = (5-4) 7 8 9=(8-7)| 10=(4+7) | 11=(5+8) | 12=(11-10) | 13=(3-10) -

.| Jumlah

............... o tenggal

* Bendahara Penerimaan ..



e

', Catatan

’ Format |n| dlgunakan oleh Bendahara Penerlmaan da!am rangka melakukan pertanggung]awaban secara admmlstratlf ke Pengguna Anggaran me1aIU| PPK-SKPD'
' Cara Pengusnan

2. Kolom 2 dnss dengan uralanlnama kode rekenmg

] Kolom 8 dnsu dengan Jumlah pendapatan yang tereahsasu telah dlsetor berdasarkan STSldokumen alnnya bulan m ,

Ko!om 9 dusu dengan Jumlah pendapatan yang terealusas1 bulan ma yang belum d|setor (Kolom 8 dlkurangl Kolom 7) T DR Lo : _

‘ Kolom 10 dlISt dengan jumtah pendapatan yang tereahsam sampal dengan bulan Ialu dltambah dengan pendapatan tereallsasa bu!an |n|“‘(KoIorn 4 dltambah Koiom 7) - o

| ; -3Kolom 11 dusn dengan jumlah pendapatan yang dlsetor sld bulan lalu dltam.bah dengan pendapatan yang dlsetor bulan |n| berdasarkan STS/dokumen !amnya (Ko1om 5‘ -
"i’:'dltambah Kolom 8 R T , . : L . o T o

. _Kolom 12 dHSl dengan jumlah pendapatan yang terealtsass s/d bulan |n| belum‘dlsetor (Bu!an 1a!u dltambah bu!an 1n|) (Kolom 11 dlkurangl Kotom 10)“

. Kolom 1 d||5| dengan kode rekenlng
Kolom 3 dusn dengan Jumlah anggaran pendapatan yang dltetapkan dalam APBD atas masung~masmg kode rekenlng
Kolom 5 dusu dengan a|um|ah pendapatan yang telah dlsetor berdasarkan Surat Tanda Setoran/dokumen Ialnnya sampau dengan bulan Ia!u

L Kolom 6 dIISI dengan jumiah pendapatan yang tereahsasn sampa| dengan bulan ialu yang belum dlsetor (Kolom 5 dlkurangl Kolom 4)
. Kolom?dnss dengan jumlah pendapatan yang tereallsaSI pada bulan |n|”"’" ’ L ’ ; ORI

1
2
3 R
o :4:'5{:: Kolom 4 dIISI dengan Jumlah pendapatan yang tereallsaSI atas masmg masmg kode rekenmg sampal dengan buIan Ialu ‘ T
g
6
7
8
9

Kolom 13 dilSI dengan jumlah total anggaran pendapatan yang belu““’ te ahsasn (Jurnlah anggaran setahun dnkurangi dengan jumlah penda'patan ya’ng telah tereallsas[

'.,"»’:'Kolom 3 dlkurangi kolom 10 pka Jum!ah rup:ah dalam kolom 13 bermla‘negatlf berarti terjada pelampauan pendapatan




Ar

" FORMAT BEND-6
KABUPATENKARANGANYAR

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPD
(SPJ PENDAPATAN FUNGSIONAL) '

SKPD
Penggunaan Anggaran/Kuasa Penggunaan Anggaran D
Bendahara Penerlmaan B L .

(dalam ruplah)

Rekening : _Anggaran | Penerimaan | Penyetoran -Sisa Penerimaan | Penyetoran |  Sisa " Jumiah ¢ “Jumilah - Sisa ygng Sisa anggaran

: N o S SRR v anggaran yang | anggaran | belumdisetor |  yang belum
Terealisasi | yangtelah { - =+ . tereahsasn/Pelam
e e e e e e ] disetor | pauan Anggaran

. tanggal ... L

v-_Mengetahun o : ot S T Co e PR L _ S
'Penggunaan anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran BRI B o Bendahara Penerimaan - . - TR

(tanda tangan) . : ' : ) | S o , : S -(tanda tangan),



. e

. —

Catatan:

Format ini digunakan:.,oleh Bendaha_ravaenerimaan dalam rangka r_nelakukan pertanggungjawaban secara Fungsjonal ke 'Sub.Bag PembukuanbB'agiaan’euangan. >'_ C

Cara Penglsaan

o @ N OO s » N

-
o .

; Kolom 1 dusu dengan kode rekemng .

' Kolom 2 diisi dengan uraian/nama kode rekenmg ) ‘ : : : :

Kolom 3 dnsa dengan jumtah anggaran pendapatan yang dltetapkan dalarn APBD atas masmg masmg kode rekenlng , t

, Kolorn 4 diisi dengan jumlah pendapatan yang tereahsasu atas mas:ng masmg kode rekenlng sampai dengan butan lalu ,

Kolom 5 diisi dengan jumlah pendapatan yang telah dlsetor berdasarkan Surat Tanda Setoran/dokumen Ialnnya sampa1 dengan buian ralu
‘Kolom 6 dllSI dengan Jumlah pendapatan yang tereahsa5| sampal dengan bulan falu yang belum dlsetor (kolom 5 dlkurangl kolom 4)
’v:":Kolom 7 diisi denganjumlah pendapatan yang tereahsasr pada bulanini .- A B R

Kolom 8 diisi dengan 1umlah pendapatan yang tereahsasu telah disetor berdasarkan STS / dokumen Ialnnya butan |n| |

_;;»Koiom 9 dnsn dengan Jumlah pendapatan yang tereahsasu bulan |n| yang belum dlsetor (kolom 8 dnkurangl kolom 7) L v , L R ,
. "Kolom 1 0 diisi dengan Jumlah pendapatan yang tereahsaSt sampa; dengan buian la!u dttambah dengan pendapatan terea!csas: bu!an ini (kolom4 dftambah kOJOm 7) L
.*‘,Ko!om 11 diist, dengan jumlah pendapatan yang dusetor sld buian Ialu dltambah dgn pendapatan yang dlsetor bulan ini berdasarkan STS/dokumen lamnya (kolom 5 .
-"rfdltambahkolomS) : L e ey S I

12.

,vKoIorn 12 diisi dengan Jumlah pendapatan yang tereallsasu sld bulan ini belurn dlsetor (bulan Ia!u dltambah butan |n|) (kolom 11 dlkurangl Kolom 10)
13

Kolom 13 dIISl dengan Jum[ah tota! anggaran pendapatan yang belum tereahsa5| (;umlah anggaran setahun dikurangn dengan jumiah pendapatan yang telah tefeallsaSi)
: ’Kolom 3 dnkurangl kolom 10 ;lka ;umlah rupiah dalam kolom 13 bernilai negatuf berart: terjadl pelampauan pendapatan




KABU PATEN KARANGANYAR

REGISTER PENGIRIMAN PERTANGGUNGJAWABAN“» 3

PENERIMAAN (SPJ)

 FORMATBEND7

No. ”Urutv ,

. Tanggal :

~Jumlah SPJ.

- Uraian

1

B T E e B

Mengetahu: 3 Co .
: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

B :(lta‘h’d‘avtangan) ‘ L

(nama Iengkég)

NIP. -

tanggal

- S:‘Bendahara Penenmaan :  T

o ( ama Iengkag)
o 'NIP s




" @‘Mengewhu|

FORMATBEND-8 =

| KABUPATEN KARANGANYAR o
REGISTER PENERIMAAN PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN |
| | | PENERIMAAN(SPY) |

No.Urut | Tanggal -' _ o Uraian : _ i Jdmlah sPy ' _ o VU‘raian o
, . : , : (Rp.) S o

tanggal ey
. Pengguna Anggaraanuasa Pengguna Anggaran N - . o e o ‘: *Bendahara Penenmaan“*" o
~ (tanda tangan)

~ (tanda tangan)-

(nama lengkap) o ' o D B ' (nama lengkap)
NIP. | - | | | NIP. |



FORMAT BEND-9

KABUPATEN I
KARANGANYAR

SURAT KE_TETAPAN PAJAK DAERAH
";(SKP DAERAH)’P -

No | KODE REKENING

“URAIAN PAJAK GAERAH

L Jumlah Ketetapan Pokok Pajak

Jumiah : a. Bunga

-b. Kenalkan

o ._Jumlah Keseluruhan

| PermATIAN:
1. Harap penyetoran dllakukan pada Banleendahara Penenmaan

"_2.’}5‘ Apabnla SKPD ini tldak atau kurang dlbayar lewat waktu pahnglama 3‘0 hari setelah  _~"
“”,iHSKPD ditenma atau (tangga! ;atuh tempo) dlkenakan sanks' admﬂstrasn berupa
: ;vbunga sebesar 2% per buIan el

.o tanggal Ll ’ :
a. n Pe;abat Pengelo!a Keuangan Daerah :

potong disini -

TANDATERWA

Nama ' *

| Alamat” ot
~ |NPWPD ;...

nama lengkap)

" NO.URUT:




_ FORMAT BEND-10

- KABUPATEN ' : SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH , NO URUT
KARANGANYAR | . . (SKR-D) Ny
A L Masal il
Tahun -
Nama - |
Alamat
_ Nomor Pokok Wapb Pa;ak Daerah (NPWR)
| Tanggal Jatuh Tempo b o
No |  KODEREKENING |  URAIAN PAJAK DAERAH Ry
1 —
2
3
4
5

v Jum!ah Ketetapan Retnbusn

’Jumlah sank5| a. Bunga
. b Kena(kan

] v Jumlah Keseturuhan SR
Dengan huruf' ‘ : S :

PERHAT!AN :
1. Harap penyetoran dllakukan pada BankIBendahara Penenmaan

2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang drbayar lewat waktu palmg lama 30 han setelah
SKPD ditenma atau (tanggal jatuh tempo) dlkenakan sanksi admnnustrasu berupa bunga
sebesar 2% per bulan : E ' ‘

' . tanggal ceeiie ‘
a. n Pejabat Pengeiola Keuangan DaerahlBadan Keuangan Daerah

" (nama lengkay _

NIP.
: 'potong disini v
LTI -~ NO.URUT:

TANDA TERIMA - :

a ieoatanggal o
Nama s Ce o B
Alamat e eer e e ey an s . I -~ Yang menerima "
NPWPD @i erraee s ‘ B Coa '

. (nan{é’léngkép’) o

Catatan

1. Penetapan jumlah SKP- Daerah dldasarkan pada nota perhltungan sebagan dasar penetapan pajak
2. Untuk retribusi seperti Retribusi Pasar, Retribusi Parkir, Retribusi Pe!ayanan Kesehatan dan sejenis
lainnya, format SKR dapat berupa kaI’ClS dan bentuk talnnya sebaga1 alat bukta penankan




KABUPATEN KARANGANYAR
SURAT PERM[NTAAN PEMBAYARAN (spp)
NOMOR creeeseerereresanes N ’

FORMAT BEND-11

Uang Persedlaan o e Gantl Uang Persedlaan o Gantl Uang Persedlaan ,;:_,.».>Pembayaran Langsung
[1] SPP-UP T e e [2] SPP GU o 3] SPP-TU 3 "‘*?::",{'[4] SPP-LS T

'TSKPD '.) T i 7. Urusan Pemenntahan
.-’UnltKer T T s ST SR 8. Nama Program ©
S Alamat® oo . 9. Nama Keglatan 0
~ 1A UNOS DPA-SKPD/DPPA :
| 4. SKPD/DPAL-SKPD. “.
| Tanggal DPA-SKPD/DPPA—
- SKPD/DPAL- SKPD
.",'?;,Tahun Anggaran o

SN =

Kepada Yth : L L
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

. tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajtlzkanv Surat Permintaan Pembayaran sebaga

Dengan memperhatnkan Bupatr Karanganyar Nomor
- berikut : :
jJumIah pembayaran yang d

: Bendahara Pengeluar‘ n
,"(tanda tangan)

'(‘ nama |engkag}
NIP. »

o " Le:m_bar Asii : Untuk Pengguna Anggaran!PPK SKPD _
.o Lembar 1.  Untuk PPTK -
~~ Lembar 2:», Untuk Ar5|p Bendahara Pengeluaran



e Unhﬂ<Pekenaanﬂ<ePeﬂuan o i*,.;¢“;_h.;“.

o Lembar As[i

" 1) Jenis kegiatan diisi sesuai dengan mellngkarleﬂls keglatan

© ' 5)  Bentuk Perusahaan diisi dengan melingkar jenis perusahaan.
.6) Alamat perusahaan diisi dengan alamat jenis perusahaan o

Lo KABUPATEN KARANGANYAR
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP

_ FORMATBEND-12

NOMOR ...........................

- Ganti Uang Persedlaan '
- [2] SPP GU

Uang Persedlaan -
wIsPPUP

:";_‘Ganti Uang - :Pembayaran; o
.- Persediaan - -Langsung . |

.b, Barang dan Jasa T
-d.'Lainnya -

.v”Jenls Keglatan

‘e 3 "Pengembalian -
Pe»ndvapatan

- Nomor dan Nama Keglatan
‘Alamat SKPD/Unit Kerja
' Nama Perusahaan®
" Bentuk Perusahaan ¥

" Alamat Perusahaan ® =
~Nama Pimpinan Perusahaan L
“Nama dan No. Rekenmg Bank 2 f:
."Nomor Kontrak L

‘090."“.‘3’.‘-"':"‘5-0;-"?”'

'SPD :Nomor tanggal
Sebesar Rp Aol

11 Dasar Pengeluaran

..(Terbila ng

~ [3|SPP-TU_[4]SPP-LS | = -

' No : R Uratan

: S ) Jumlah mata Anggaran Bersangkuran CLl
DPA-SKPDIDPPA—SKPD/DPAL— T , 3 ~
. SKPD RS B P
Tanggaiv ]
- Nomor
' II SPD .
- | Tanggal
|. Tanggal LSRR RV E I,
| Tanggal - e N RS
. --| Tanggal - - S HIRpe ol
cfmsp20 o S o P R
“SP2D peruntukan UP
--8P2D peruntukan GU :
- SP2D peruntukan TU : : L
. . SP2D peruntukan LS Pembayaran Gajldan e T T RIS B
Tunjangan § I!k'RpV EETR lI-Il" '
' -8SP2D peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa ST

o Pada SPP i |n| dltetapkan Iampuran-lampnran yang dlperlukan sebagatmana tenera pada daftar ke!engkapan dokumen SPP-1

' . i Mengetahm , :
Pejabat Pelaksana Teknis Keglatan x)

(tanda tvangan‘v) -

o aaﬁdatahgah)’ )
; '  (nama Iengkap)

(nama Iengkap)
IR . NIP. . - |
' x) J:ka SPP LS pengadaan barang dan jasa Pejabat Pelaksana Tekms Keg|atan ikut menandatangam .

" Untuk Pengguna Anggaran/PPK—SKPD
-Salinan 1:- :;,:,Untuk Kuasa BUD .
Salinan 2 - : Untuk Bendahara Pengeluaran IPPTK
Salinan 3 -

Untuk ArS|p Bendahara Penge]uaran/PPTK

tangga! T

;":Bevndahara Pengeluaran 1

‘Cara Penglsmn

" 2) ‘Nomor dan Nama kegiatan diisi dengan nomor dan kode unit ker;a perangkat daerah -
3 Alamat diisi dengan alamat Satuan/Unit Kerja Perangkat Daerah -~ = =°
' 4) " Nama perusahaan diisi dengan nama perusahaan yang menjadi plhak ketlga

~ 7) Nama pimpinan perusahaan diisi dengan nama jelas ' : S
-8) Nama dan nomor rekening bank diisi dengan nama bank dan nomor reken:ng bank e
9) Nomor kontrak diisi dengan nomor surat kontrak B RS S
10) Untuk pekerjaan/keperluan diisi dengan uraian nama pekerjaan atau urdian keperluan pengeluaran L
_11) DaTa pengeluaran dIlSI dengan nomor SPD dan tanggal SPD serta jumlah ruplah yang tercantum da!am
SPD - _ S v R . -




- SURAT PERMINT

KABUPATEN KARANGANYAR

AAN PEMBAYARAN (SPP)

Gantl Uang R

Uang }
,Persed:aan

Persedlaan

*“.Ganti Uang
‘Persediaan *
[3] SPP-TU

o Pembayaran Langsung RS
[4] SPP LS a

~[1] SPP-UP. 12 sPP;GU-e -

‘ RlNClAN RENCANA PENGGUNAAN
}‘»’:TAHUN ANGGARAN eeves

" Kode rekening___

Uralan [ Jumh(Rp)

Terb:rang (

o Mengetahuu ‘ R
. vPe]abat Peiaksana Teknlk Keglatan x)

i(vtandévténgén)v'
(nama Iengkap)
INIP.

' NIP

' tanggal .

Bendahara Pengeluaran

(tanda tangan)
._(nama lengkap)

e x)_Jlka SPP LS pengadaan barang dan Jasa p_j
. LembarAsh o S
| Salinan1 © -
Salinan 2 .-
Safinan 3 -

) ..':"Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD

abat Pelaksana Teknrs Keg:atan ;kut menandatangam RN ERE

: Untuk Kuasa BUD
. Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK .
‘_:“Untuk Ar5|p Bendahara Pengeluaran/PPTK

Cara Pengismn

o ;1. - ’Tahun anggaran d::sr dengan tahun pelaksanaan anggaran

2. Kolom 1 No dns: dengan nomor urut

’sampal dengan kode rekemng rmcuan objek untuk SPP LS

._v;Kolom 3 uraran dnsu sampa: dengan uraran nama rekenmg sampar dengan" jems belan;a untuk SPP-v 3 -
- UpP/GUMT U dan dusn sampat dengan uralan nama rekenmg rmcuan objek untuk SPP—LS ' o
- Kolom 4 jum[ah dnsn dengan jumlah ruplah R

Koiom 2 kode rekemng dus: sampaa dengan kode rekemng Jems belan;a untuk SPP UP/GU/T U dan dusn ":;} o |




A

. "ﬂ

 FORMATBEND-14

L KABUPATEN KARANGANYAR o
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN

SKPD S ~~:«»w-.ua o

o Bendahara Pengeluaran

- NO TANGGAL
- URUT

'”}PENERHWAAN PENGELUARAN

-:.KOD.E RE.KENI.NG.;, N R

J umlah bulan/tanggal fat o
Jumlah sampal bulan lalu/tangga .
’Jumlah semua s/d bulan/tanggal

------------

"Mengetahul o
s Pengguna Angoaran/Kuasa Pengguna Anggara

B :’ (nama lengkap)
L ':;-‘.‘.I:NIP a

""knama ]engkap) )
e



O oo >'"‘<9\'U":..4= W~

Cara Pcnglslan ,

. 1) DllSl dengan nama SKPD - ’:':‘\ _
2) DllSl dengan Nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran .
3) D1151 dengan Nama Bendahara Pengeluaran : » .
Kolom 1 dllSl dengan nomor urut penenmaan kas atau pengeluaran kas j )
. 'Koiom 2 diisi dengan tanggal penerlmaan kas atau pengeluaran kas' v
Kolom 3 diisi dengan kode rekemng penenmaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 4 diisi dengan uraian penenmaan kas atau pengeluaran kas o
Kolom 5 dusr dengan Jumlah ruplah penenmaan kas .

'Kolom 6 dusx dengan Jumlah ruplah pengeluaran kas

Catatan . R _ » -
Y Penoerjaan buku kas umum pengeluaran dapat menggunal\an komputer/aphkam software '

2 Pcndatang,anan oleh Pengguna Anggaran/l(uasa Pengg,una Ang;_.,aran pada buku kas umum pengeluaran dllakukan pada saat pengajuan

' penerbltan SP2D sebag,al salah satu dokumen kelengkapan SP2D




R R o . FORMAT BEND.S. T -
| KABUPATEN KARANGANYAR L L
- BUKUSIMPANAN BANK |

B Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran cr
- . Bendahara Pengeluaran - L
e Pembantu Bendahara Pengeluaran

: o e T I e Halaman
“Uraian =~ - . " Penerimaan (Rp) Pmoeluaran (Rp) ~ SaldoRp) |
R R R E ey T 5 a6

No Urut Tang_gal

wotanggal ..ol

Mengetahun : e
»Pengguna Anggaran

iasa Pengguna Anggaran

 ( ama !engkap_)
NIP. .

( ama Iengkag
NIP.

“._'Cara Pengnsuan ' S
Kolom 1 diisi dengan nomor urut penenmaan dan pengeluaran s:mpanan/ban )
- Kolom 2 diisi dengan tanggai penerimaan dan pengeluaran simpanan/bank . . :
.. Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan dan pengeluaran sumpanan/bank mlsainya nomor SPZD dan nomor cek
o Kolom 4 diisi dengan jum!ah rupiah penerimaan simpanan/bank - RS - , o
- Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran SImpananlbank :
. Kolom 6 diisi dengan saldo sumpananlbank Lo SN
: ‘f) coret yang ttdak perlu ' :

T NoO AW .Mf)—*




__ FORMATBEND:16

) KABUPATEN KARANGANYAR |
BUKU PANJAR =

"ffSPKD
" Kepala SPKD
Bendahara Pengeluaran

Tanggal [~ Penerimaan (Rp) | Pengeluaran (Rp) |

o Mengetahua IR RS SRS Lo tanggal ,.
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggar R Bendahara Pengeluaran ‘

(tanda tangan)

' (coma lengkap)

 '( ama !engkag)
NIP I

y;'lCaraPengtsaan R S o el T
’ - Kolom 1 diisi dengan nomor urut penenmaan atau pengeluaran kas atas panjar j RS

“.. Kolom 2 diisi dengan tanggal penenmaan atau pengeluaran kas atas panjar

* Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran kas atas panjar

. Kolom 4 diisi dengan nomor urut buku pengeluaran R T

~ - Kolam 5 diisi dengan jumiah rupiah penerimaan kas/SPJ atas panjar R

+_Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas/panjar yang diberikan .

; Kolom 7 dusu dengan saldo panjar yang belum d: SPJ kan oleh orang yang duberlkan

CNeeruna



~skD
. Kepala SKPD

o :Cara peng|5|an

 FORMAT BEND-17.__

KABUPATEN KARANGANYAR
BUKU PAJAK PPN/PPh

S . \ iﬂ Lo R L I{akunan ..... e
- NO e Tanggal " Uraian | Penerimaan (Rp) Pengeluaran (RP) Saldo (Rp) A A
~Urut | Y IR e I N , .

T B E N S 3 4%ff::%ﬂ75v7">' 6

L e e S E tanggal,;.;'...;.".';.';
Pengguna Anggaraanuasa Pengguna Anggaran PR P R . o .

, umﬂ%%ﬂ) 'f5y-f[7f§ffff]fffwf,QfV¢ ‘ﬁ?uﬂmm

~ Kolom 1 dus1 dengan nomor urut pemotongan atau penyetoran pajak -
-+ Kolom 2 diisi dengan tanggal pemotongan atau penyetoran pajak -
Kolom 3 diisi dengan urutan pemotongan atau penyetoran pajak

" Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah pemotongan pajak -

~ Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penyetoran pajak -

. 'Kolom 6 diisi dengan saldo pemotongan dan penyetoran pajak

") Coret yang tldak pertu SRR ‘ ..

 NooswN



'-"SKPD
. “Kode Rekenmg
" Nama Rekening :

" Kredit APBD

. Jumlah bulan ini . o
[ Jumlah sampa1 dengan bulan
o lalu

- 'ff;'Cara Penqzsuan . -
- .1.Kolom 1 diisi dengan nomor BKu

KABUPATEN KARANGANYAR

BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PERINCIAN OBYEK S

B Ta‘hun_Anggarah;x‘;;_

% Pengeluavr‘a‘nﬂ (RP) ' ]

- vvJumIah sampai dengan bulan ini

e Mengetahu, g
Penqquna Anqqaran/Kuasa Penqguna{
- Anggaran R 3

(tanda tanqan) (Nér‘né“le‘:ndkavb')'”_ -

SRR V(Nama Ienqkag)f_
NI e

| 2 ‘Kolom 2 diisi dengan jumlah rup!ah yang tertera dala'm ku:tans; ;lka ku:tansn_:-,:j‘ = _—

‘tersebut untuk Pengeluaran LS.

B 3 Kolom 3 diisi dengan jumlah ruplah yang tértera dalam ku1tan3| ]ika kwtansn; L -

‘tersebut untuk Pengeluaran UP/GU/TU.
, ‘4 Kolom 4 dIlSI dengan jumlah total Pengeluaran LS dan UP/GUIT U




. FORMAT BEND -19

'KABUPATEN KARANGANYAR
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

o Pada han Inl .'..-.;'.'v;'.‘....tanggal..;.' ...... Yang bertanda tangan di bawah ini:
Namalengkap  : .eeeecereerecreonne '...'..{.v;..' . T
Jabatan S EEITTP IR IRPPI |
: Sesuai dengan Peraturan menten Dalam Neger: Republlk IndonesmlPeraturan
Daerah Nomor Tahun .......... kaml melakukan pemenksaan setempat pada
Nama Iengkap . g |
Jabatan Dieeserennens
berdasarkan Keputusan Bupatl *) Nomor AR Tanggal ........ dltugaskan mengurus uang

berdasarkan: hasil pemeriksaan kas serta’ buktz«bukts yang berada dalam pengurusan itu,
kami menemw kenyataan sebagal berikut: = o : '

Jumlah uang yang kami hltung dlhadapkan pejabat tersebut adalah

a. Uang kertas - e :

b. Uanglogam - e ~

c. SP2D & alat pembayaran lalnnya yang belum
- dicairkan : . .

d. Saldo Bank ‘ .= Rp.
e. Suratlbaranglbenda berharga yang duz:nkan - = Rp.
) Jumlah SRR P ‘=Rp.v
Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah ,.
Register dan lain sebagalnya berjum!ah = Rp.
Perbedaan pos:t:f/negatlve antara saldo kas dan T
saldo kas . L. . =Rp.
,Penjelasan perbedaan pdsi,tifv/rfl‘ég‘aﬁf SRR
Karanganyé‘r' "tanggal ........ R
~ Yang dlpenksa S o S Yang Memenksa ’
Bendahara Pengeluaraanenenmaan o Pengguna Anggaraanuasa Pengguna Anggaran
(tanda tangan) R . v:(‘t'an}'da tanga;i)*
(nama Ienqkap) :  o - (nama Ienqkap)



c SPZD & alat pembayara \ alnnya yang belum -

Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah
: -’»-‘Rengtef dan Iaan sebagalnya berjumlah =

~ FORMAT BEND -20 -

KABUPATEN KARANGANYAR
REGISTER PENUTUPAN KAS

:;Bv BENDAHARA PENERIMAAN / BENDAHARA“PENGELUARAN

“;‘:}T'pada harl Im tanggal‘ | =-Yang bertanda tangan d| bawah |n|

. f;"Nama Iengkap

epublik. lndones:a/Peraturan"'";fij',:. o

| Sesual dengan Peraturan menten Dalam Negerl o .
kaml me!akukan pemenksaan setempat pada PR

Dae'r'ah Nomor...j‘.‘ ...... Tahun

- J a b a t a n ‘

| »’_"'}"‘Jumlah uang yang kaml hltung dlhadapkan pejabat tersebut adalah Py
Cooa. _;}'}Uang kertas - ‘Rp.
~.~b. Uang Iogam

. dicairkan

Code Saldo Bank e :

,}[e'.‘:_,Surat/barang/benda berharga yang duzmkan
R , Jumlah L

. fPerbedaan posnhflnegatwe antaravsaldo kas dan
saldo kas SR

"':.:-"‘,»'Penj‘elasvan pefbédaa}nf'b’b's'ifi‘f-/n’égatif

..............

SRTIRE) Yang dlperlksa
,Bendahara Penerimaan Pembantu/
_Bendahara Pengeluaran Pembantu.'_f}

: _,Yang Memenksa R
Bendahara Pener:maanlBendahara S

o (taﬁdé téhga_rj) |
' (nama lengkap) .

o NP

“nama lenqkap) '




c :N‘a;r-h‘a Pvrograri) -
~Nama Kegiatan :
Nama PPTK

FORMATBEND 21 =

KABUPATEN KARANGANYAR
KARTU KENDALI KEGIATAN

No |-
Urut |

REALISAST

SISAPAGU |

| Pagu Anggaran Kegiatan | R

. :'bK‘éde Revkehijng": :

Jumlah

Terbllang (

»,':Penggunaan Anggaraanuasa Pengguna Anggaran

Mengetahuu

ejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

" (nemis Jériakapd

Cara Pengus:an ce e
100 Kolom 1 dnss dengan nomor urut atas keglatan

;“ Koiom 2 dus: dengan nomor rekemng atas keg:atan o
L*':Kolom 3 dusn dengan pagu anggaran untuk pengelua -n pIGU/T U/LS atas k '
'v"Koiom 4 dum dengan uraian reahsas: belanj
. Kolom 5 dusu dengan Jum[ah rupsah (SPZD) real:sasn keglatan untuk pengeluaran UP/GU[T U/LS

oo xwon

; S:sa pagu anggaran atas keglatan o




KABUPATEN KARANGANYAR

- FORMAT BEND - 22

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRAS! BENDAHARA PENGELUARAN

(SPJ BELANJA)
- SKPD - , o
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran ;2
. Bendahara Penge!uaran ‘ B
- Tahun Anggaran : R R
' ' Bulan 5
' . »' B SPID-LSGaj TS Barang&..fasa’. SPZDUP/GU/TU Jumiah SPZD | o
Kode . ] . Jumlah ' i Sisa Pagu
: ¢+ .- . Uraian } i ' s.d. Bulan s.d. Bulan sd Butan Bulan ini s.d. Bulan sd Bulan | Bulanini | s.d. Bulan (LS+UPIGUITU) : :
Rekening v S CAnggaran. | -1 Bulanini |- C . . _ - - Anggaran
T I R Lalu.o. ] . D ind . Lalu- S e lale . ini s.d. Bulan ini T
ER 2. 3 i 5 6@e5) 7 KX To=(7+8) | 10 1T | 12=(10+11 | 13=(6+9+12) | 14=(3-13)
JUMLAH ,
Penerimaan
-SPZD
- Potongan Pajak
a PPN
b.PPR-21
c.PPh-22
"d.PPh23
TLaintain
Jumlah Penerimaan




SP2D LS Gaji ‘ ~ SP2D - LS Barang & Jasa - SP2DUP/GU/TU Jumlah SP2D
s.d. Bulan s.d.Bulan .| s.d.Bulan Bulan ini s.d. Bulan s.d.Bulan | Bulanini | s.d. Bulan | (LS+UP/GU/TU)
" Lalu e ctaw o ~ini ctaw | e ] sd Bulanini

‘Sisa Pagu
~ Anggaran

Kode . L . Jumlah
Uraian

Rekening ‘ Anggaran . Bufan inf

3 — 3 ™ 5 @E |7 . 8 | aw® 10 T [125(10+11 | 13=(6+9+12) | 14=(313)
. - ot N . T e o ) axn . " f e

Pengeluaran
-SPK(LS+UP/ .
GU/TU)
- Penyetoran Pajak
a.PPN . o

b. PPh-21 -

¢ PPh-22

d. PPh-23 - .
- Lain-lain

Jumlah Pengeluaran

Saldo Kas -

i, tanggal ‘
 Bendahara Pengeluaran®

" (tanda tangan) -
B {(nama lengkap)



FORMAT BEND -23

: Coe KABUPATEN KARANGANYAR S
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN FUNGSIONAL BENDAHARA PENGELUARAN
- (SPJ BELANJA)

VSKPD B | M
Pengguna Anggaraanuasa Pengguna Anggaran LA
Bendahara Pengeluaran R ‘v’;,,‘"
Tahun Anggaran : 4

' Bulan v 5.’

SPZD LS Gajl : - 8P2D-LS Barang &Jasa’' | c SP2DUP/GUITU - - Jumlah SP2D -

Kode o ] umiah . , :

: o " Uraian o : ) d Bulan . .| s.d.Bulan sd Bulan Bulanini | s.d. Bulan. sd Bulan _ Bulan ini s.d. Bulan | {LS+UP/GU/TU)
Rekemng : R Anggaran';‘ . Bulanini | .~ o] T o NN PR B .
» ‘ . Lalu ini Lalu o : - ini Lalu S it s Bulanini
R T2 3 A s e |7 L o8 Les@d) |10 [T T as(10+11 ] 18=(6+9+12) | 14=(3-19)

oy

Sisa Pagu

Anggaran |

A JUMLAH ] R
‘ Peﬁerimaan“‘ :
-SP2D -

. potongan Pajak
a. PPN -
b.PPh-21
c.PPh-22" - -
d. PPh-23

- Lain-lain

Jumlah Penerimaan




Kode

Rekening

Uraian’

Jumlah -

Anggaran

SP2D - LS Gaji

SP2D - LS Barang & Jasa !

SP2DUP/GU/TU

s.d. Bulan
Lalu B

Bulan ini

s.d. Bulan
“ini

s.d. Bulan
Laly

Bulan ini

s.d. Bulan .
ini

s.dT Bulan
Lalu

Bulan ini

-8.d. Bulan .
ini

Jumiah SP2D

(LS+UP/GU/TY) .
s.d. Bulan ini

Sisa Pagu
Anggaran

1T -

.2

3

.,’ 5

=)

7

- 10

11

[ 2=(0e)

=)

13=(6+9+12) -

Ta=(313)

Pengeluaran

TU)

“SPj (LS +UP/GU/

- Penyetoran Pajak

2. PPN |

b. PPh-21

c.PPh22

d. PPh-23 .

- Lain-lain

Jumlah Pengeluaran

‘Saldo Kas .

)

F'Péﬁgguvna Ahggéran / K'uasavPeri'g'Quné Anggaran " i

" (Tanda tangan)

_ (nama lengkap) -

NlP. :

- Bendahara Pengeluaran ® . .

andatengan)

. (nama lengkap) L

NIP.




. FORMAT BEND-24

" KABUPATEN KARANGANYAR »
REGISTER PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN
~ PENGELUARAN (SPJ) | o

"No.Urut |  Tanggal L . _Uraian;*_ L ~ JumlahSPJ . ~ Uraian

‘tangga[

Mengetahm -

PenggunaAngga’a”’K“asaPengg““a"‘“gga‘a" o i o PPK SKPD‘..}., I

(tandatangan) S - k e o EEPEEEE ('tand‘a"ta'ngan)fﬁ:'

" (namalengkap) T T e T (hama lengkap)




o KABUPATEN KARANGANYAR
L REGISTER SPP- UPISPP GUISPP-TUISPP

-LS

Nomor SPP L

—T ~ Jumlah SPP (Rp)

b Tanggal' » 1. _
e Urut SO UP - GU TU‘ : Barang& s iy 1oy |~ | Barang |-
v : o e ;.Gal" Jasa GU | TUCGali |5 jasa |

B f‘ 4 Ko!om 4 dus; dengan uraian SPP yang diajukan SPP—UPISPP GU/SPP-TU/SPP-LS (Gay Barang dan Jasa)

e SRS Mengetahul :
| Pengguna AnggaraniKuasa Pengguna Anggaran

(Tah‘da‘ tahgan) _—

harmvl___le_ng.k.ael
SONRT

(Tanda tangan)

(nam'a fengkap} -
NIP.:

: "’»'Cara Pengls1an BRI
1. Kolom 1 dusn dengan Nomor Urut SPP UPISPP-GU/SPP-TUISPP-LS (Ga Bara g dan Jasa) _
"2 Kofom 2 diisi dengan tanggaf dfajukannya SPP—UPISPP-GU/SPP-TU/SPP LS (Gap Barang dan Jasa) " -

.» 3. Kolom 3 dnsu dengan Nomor SPP UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP LS (Gajl Barang dan Jasa) yang dlajukan -

Kolom 5 dus; dengan Jumlah ruplah SPP-UP.’SPP GU/SPP-TUISPP LS (Gajl v arang dan Jasa)




PEMER!NTAH KOTA PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

" Format Bend - 26

i REG!STER SPP/SPM/SPZD
. SKPD ............... :
Jenis SPP - SPM SPZD ” '
,N°"‘°', UP/GU/TU/LS ' | Tanggal | Nomor | Tanggal | Nomor | Tanggal | Nomor Uraian Jumiah Kete;angan
1 2 ‘ 3 4 5 6 7 8 9 10 11
R Tanggal ............. ‘

~Bendahara Pengeluaran

~(Tanda Tangan)

o '(NémaJelaS.)"'v' ‘
NIP. '



FORMAT BEND-27

v KABUPATEN KARANGANYAR A L
REGISTRASI SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM R o

SKPD
Halaman : R ' Co T L ST Lol e
No. Tanggal dan o NomorSPP : Uraian = = Jumlah SPP (Rp) -
Urut | Nomor Surat | UP GuU TU - LS upP - GU TU LS .
Penolakan i Gaji | Barang & Jasa v . Gaji_ | Barang & Jasa |
Jumlah
Mengetahul

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguné Anggaran’j’ i L L 'F"'PK“-SKPDZ

‘ (taﬁ&a tangan) ':;‘(tand‘a tangan) -

(nama lengkap)
NIP o

Cara Pen9151an

Kolom 1 dilsi dengan nomor urut SPP- UPIGU/T U/LS (Gaji, barang dan jasa) yang dltotak dlterbltkannya SPM R
- Kolom 2 diisi dengan tanggal dan nomor surat penolakan penerbitan SPM -~ .
~ Kolom 3 diisi dengan nomor SPP-UP/GUITUILS (Gaji; barang dan Jasa) yang dutolak dlterbqtkannya SPNI

~ Kolom 4 diisi dengan uraian SPP yang ditolak diterbitkannya SPM~

* Kolom § diisi dengan jumlah rupiah SPP-UP/GU/T UILS (Gaijt, barang dan ;asa) yang dutolak dsterbltkannya SPM

ORON



- FORMAT BEND-28 -

PEMERINTAH KABUPATEN N
: KARANGANYAR - |
SKmmBADANnmNAsmANTOR;, - T T KETERANGAN
TAHUNANGGARAN: No. 1 1 - o
SURAT BUKTI PENGELUARAN ' - L - - | Barang-barang termasuk telah masuk buku -
Dibayarkan kepada : o S | Persediaan/inventaris pada tanggal : .

Uang Sejumlah Rp. () -~ Jumilah Kotor ‘ pajak
| Yaitu untuk pembayaran : ................. S T DTSSR S S I e  —

- Jumlah bersih -

Untuk pekerjaan/keperiuan :

KodeRek/Kegtatan T ‘ l;
- S , Pengeluaranipembelian dilakukan berdaarkan . :
Yang berhak menerima . .. .. | Yang menerima barang/memeriksa pekerjaan tersebut diatas:, P
o Pembayaran ot e e T e e e e e T

PENGGUNA . - |BENDAHARA .. - . | ... PPTK
ANGGARAN!KUASA | PENGELUARAN/ S
PENGGUNA ANGGARAN | BENDAHARA .
LT e | PENGELUARAN = -
PEMBANTU




o . Bend-29
- PEMER!NTAH PROVINSI/KABUPATENIKOTA ........ I
i LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN

BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD - . ,
Tahun Anggaran , T eeemeiereevaenis
Nama Rekening

- Total

~ Uang Persedlaan Awal Periode

... Uang }‘F_’ersedlaan_ Akhir Pe[xode
Tanggal.......;....’.v

Bendahara Pengeluaran
" (Tanda Tangan)

(Nama Jelas)
e



i L Bend 30
o PEMERINTAH PROVINSIIKABUPATENIKOTA.......; -
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
| L BENDAHARA PENGELUARAN LRI

SKPD = Do
Tahun ANGgaran i
Kegiatan L Ll

Tanggal SP2D TU i, v . B ‘ .

" Kode Rekening L . Uralan. =~ - | Jumiah

Total '  -

Uang Persedtaan Awaf Periode | .

Uang Persediaan Akh;r_Penode o

- MeriyetUjui L U f ' , Tahggaf.;...'.‘v,.’..';,.v
o PeUQQUDa Anggaran oo - '.f,;_f“f Bendahara Penge!uaran

(TendaTangan) © (Tanda Tangan)

(Nama Qelas) o T A :' :(Né‘r'naJelé‘s')f"
S R D S e

* Sasa Tambahan Uang Persedtaan ieIah dlsetor ke Kas Umum Daerah pada tanggal ‘




FORMAT PPK

S

. KABUPATEN KARANGANYAR
REGISTER PENERIMAAN SPP UP/SPP- GUISPP-TUISPP LS

SKPD TP
o R B ?*z'i-laanama‘n i,
:-| Tanggal Nomor SPP - - Jumlah SPP (Rp)
~dan , LS CT o 18
o Nomor | Gaji | Barang | Uraian : — Gaji | Barang
- ‘Surat - UP GU, TU 1 & Jasa S up GU T | &Jasa
| Penolakan ' T L ‘ e I
-1 2 3 4. 5
Jumlah‘ :
: ‘ C Tangga!
Mengetahun e PPK-SKPD ‘

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran L

(tandatangan)

. NIP

(nama Iengkap)

'Cara Penglsmn
Kolom 1 diisi dengan Nomor Urut SPP-UPISPP GUISPP—TUISPP LS (Gaj: Barang dan Jasa)

1.
2.

' Bendahara Penge!uaran
3. . Kolom 3 diisi dengan Nomor SPP—UPISPP GU/SPP-TU/SPP LS (Gajl barang dan Jasa) yang dlajukan

4, "bKolom 4 disi dengan uraian SPP yang dlajukan SPP UPISPP GU/SPP-TU/SPP LS (Gaiji, barang dan jasa) -

' (tanda tangan)

P (nama lengkap)
NP

’ Ko!om 2 diisi dengan Tanggal d:tenmanya SPP UPISPP GUISPP-TU/SPP LS (Gap barang dan Jasa) dan _

5. Kolom 5 dnsn denganjumlah ruplah SPP- UPISPP GU/SPP-TU/SPP LS (Gap Barang dan jasa)




 _FORMAT PPK-2 -

" KABUPATEN KARANGANYAR
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)

TAHUN ANGGARAN ..... verusesainne

(DISI oleh PPK- SKPD)

~ Nomor SPM: ...l

KUASA BENDATARA UMUM ‘IV)AERAII

Potongan-potongan :

{Kode Rekening)  ©............... Rp

| (Kode Rekening)  :......ccoeeeeee. Rp. i,

(Kode Rekening)  t....ocoeeee ™ RP i .

(Kode Rekening)  :........ic.... Rp.:..

(Kode Rekening)  *................  Rp. |

Jumlah SPP . ‘ Rp. ....

Nomor dan Ta'ngg‘al SPP

**) Pnhh yang sesuai

KAB KARANGANYAR
Supaya menerb:tkan SP2D kepada : : .
SKPD: - No. [..  Uraian Jumlah Keterangan
- | l+(No.rekening) |- :
Bendahara Pengeluaran/Pihak Ketlga *) 11 S
Nomor rekenmg Bank 3
NPWP
Dasar pembayaranlNo dan Tanggal SPD
Untuk keperluan in . e
1.' Belanja T|dak langsung *") Jumiah - Rp. ......
2. Belanja Langsung **) Potongan '
‘ InformaS| (r/dak mengurangi jumlah pembayaran :
Pembebanan pada Kode Rekemng SPM) :
(Kode Rekening)  ©................ Rp. e, No. Uralan Jumlah Keterangan n
(Kode Rekening)  ©...oocoveeeee. RPeiviiceieennn.., 1 {luranWgjb . |~ ’ '
| (Kode Rekening) -~ :.........iee.... Rp......il..... | | PegawaiNegeri | -

(Kode Rekening)  ©.cocevevvveeeee. Rpooiiiii.l. 2 | Tabungan -
(Kode Rekening)  ©.........eeeeee. RP. oo - | Perumahan

' e | Pegawai "
(Kode Rekening) -t ..o, Rp. 3 | PPh21 Gaji
. : : ‘ Pegawai - "
(Kode Rekening) - :......ciceevee. RPvvivveciceenn. 1 4 PPN
(Kode Rekening) :............. Rp.............. |5 PPh - L
(Kode Rekening) & ......iiveeeee.  Rpocciiiieicn Jumlah. Rp. .......
(Kode' Rekening) " :........ iennen Rp. Jumlah SPM . - : Rp...ooeeennn,
(Kode Rekening) -~ .....iooo.... Rp. ’ AR

Uang sejumlah

tanggal

; an.BUPATI KARANGANYAR

SEKRETARIS DAERAH
Ub. .
Pengguna Anggaraanengguna Barang
‘ (tanda tangan) P

, (ama rengkag)
NP

- SPM ini sah apablla telah dltanda tangam dan d| stempel oleh SKPD




o Mengetahuu

i ijara pengman

FORMATPPK3

 KABUPATEN KARANGANYAR
REGISTER SPM-UPISPM-GUISPM-TUISPM LS
5 SKPDf‘ .

Halaman

Tanggal - NomorSPP

Jum[ah e (Rp)_..;......‘....

” Urut dan Nomor LS - LS -

Surat | U | U | TU [GaiT Barang” ?.UT"‘“??‘[ ’fb’Pf._ f”"c’u:' U
Peno!akan ool s&dasa o e T

Gaji ‘Barang &,

- Pengguna Anggai’athuasa Pengguna Anggara

" ‘(tandatangan) (tanda._,tang’én)j

gy ME—IM
NPT T

~ (nama Iengkag) X
NP

Kolom 1 diisi dengan Nomor Urut SPM UP/SPM GU/SPM-TU/SPM LS (Gajl'ﬂBarang dan Jasa)

Kolom 3 diisi dengan Nomor SPM-UP/SPM- GU/SPM-TU/SPM-LS (Gaji, Barang dan Jasa) yang diajukan
Kolom 4 dnsu dengan uralan SPM yang dlajukan SPM UP/SPM GUISPM TU/SPM LS (Gajr Barang dan
-Jasa)

' Ko!om 5 dus: dengan Jum!ah ruplah SPM UPISPM GU/SPM-TU/SPM LS (GaJI Barang dan Jasa)

Awp -

.o

" Kolom 2 diisi dengan Tanggal diajukannya SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS (Gaji, Barang dan Jasa)



"FORMAT PPK4

KABUPATEN KARANGANYAR_ S
» _SKPD ........ s
~sURAT PENOLAKAN PENERBITAN spm ,

3 1000020 ”
Kepada Yth
Bendahara / PPTK

...................

Nomor
- Lampiran - \
Perihal ~ . Penqembahan SPP

Bersama ini . terlamplr Surat Permrntaan Pembayaran Uang Persediaan/Ganti

o Uangfl' ambahan Uang dan Langsung (SPP - UP/GU/TU/LS ) Saudara Nomor ........ tanggal o
cevren.2.200....Dikembalikan- karena tidak memenuhi syarat untuk dlproses o -
Adapun kekurangannya sebagal benkut o e .

2.

 Demikian disampaikan, atas kerja_samanYavdiucapk‘anv_ter_ima kasi'h.-'_'

'.‘;‘tan'ggal S
: : Pengguha Anggaran/ ,
.../ Kuasa Pengguna Anggaran

(tanda tangan) '

(nama lengkap)
NIP.




FORMAT PPK -5

© Y KABUPATEN KARANGANYAR
‘REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM

Halaman R
:aJumlah SPP (_p) i
) -TU_ ‘| Gaji - .Barang'

No e T

Mengetahw

Pengguna AnggaraniKuasa Pengguna Anggaran

o - (taf\dé ‘tah‘;gavn)"- ,_ SRR

nama Ieng‘kag) |
NIP.

s ~f:j.7( ama rengkag)
NP

- Cara pengnsuan

. Kolom 1 diisi dengan Nomor Urut SPP-UPISPP GU/SPP-TU/SPP LS (Gap ’Barang dan Jasa) yang
.. ditolak diterbitkannya SPM - ' : o e ; :
- 2. Kolom 2 diisi dengan Tanggal dan nomor surat penolakan penerbntan SPM - P S
3. Kolom 3 diisi dengan Nomor SPP UPISPP GU/SPP-TU/SPP LS (Gaji, Barang dan Jasa) yang dttoiak
- . diterbitkannya SPM : ; ;
4. Kolom 4 diisi dengan uralan SPP yang dltolak dlterbltkannya SPNI o : T B
5. Kolom 5 diisi dengan’ Jumlah rupiah’ SPP-UP/SPP- GUISPP-TU/SPP LS (Gajl Barang dan Jasa) yang
B '__dltoIak dlterbltkannya SPM : :




" KAB UPATEN KARANGANYAR

FORMAT PPK-6

. _"(tanda ta}igan) T

( ama lengkag)
N IP.

| N REGISTER PENERIMAAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENERIMAAN (SPJ)
; . Juml _ .
No. Urut - Tanggal - | Uraian un;::: )S PJ o - Uraian
T — . o ‘3 4 5
L | ta Lo,

. Mengetahuu : o ngga
’ Pengguna Anggaraanuasa Pengguna Anggaran o

(tanda tangan) o

(nama lengkap)

NP




KABUPATEN KARANGANYAR

FORMAT PPK-7

REGISTER PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN o

N PENERIMAAN (SPJ) -
No. Urut Tanggal Uraian , Junz:::.)s PJ Uraian
tanggal
Mengetahui, : '
Pengguna Anggaraanuasa Pengguna Anggaran ppKD_SKpD
(tahda tangan) ' (tanda tangan) |

“(nama lengkap)
NIP. :

(nama lengkap)
NIP.




FORMAT PPK-8

KABUPATEN KARANGANYAR

"SKPD ..........
| | SURAT PENOLAKAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN (SPJ)
| ST L eessesess , Tanggal .........

Nomor  : ...... e E o | | ~ Kepada Yth.
Lampiran : ..coeereeeenn. : Bendahara Penerimaan
Perihal : Penolakan sPJ ' _ et ere e e

: Bekdasarkan hasil pemenksaan terhadap SPJ Saudara pada periode S tanggal

eeee ... bulan........ tahun ......., ditemukan kesalahan sebagai berikut : ‘

2.

‘ 3' .‘ .
A et r e e re resaeereaanne e abse s nn e 4t naa mae naneas aasses nnsseane s aaenan

...............................

pada tanggal wbulan..........., tahun ............ (bulan SPJ) tidak dapat disahkan untuk
dlcatat sebagal sa!do tanggal cereee-o. bUIER L .. Tahun .. - ceranen

Demlklan dlsampalkan atas perhatlannya dlucapkan terima kasih.
, Mengetahui, :
Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran
‘ - {tanda tangan) -

- (nama lengkap)
NIP.

- Tembusan: .
1. Kepala PPKD. :
2. Inspektur Kab. Karanganyar.



'KABUPATEN KARANGANYAR
REGISTER PENOLAKAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN (SPJ)

 FORMAT PPK-9

" No. Urut '""'Tang'gall&imeor | - Uraian TR Jun;:::: )SPJ f v Kéte"i'éhﬁgari”" e U
1 2 -3 4 5
Jumiah
T oy tan al
~ Mengetahul, -~ . o S 9980
Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran PPK-SKPD
(tanda tangan)

. '(namalengkag)_ '
NP,

- Cara Penglsian :
1.Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
2.Kolom 2 diisi dengan tanggal dan nomor surat penolakan SPJ.
3.Kolom 3 diisi dengan uraian alas an penolakan SPJ.
- 4.Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah SPJ yang ditolak. - - .
. 5.Kolom 5 diisi dengan penjelasan yang diperlukan.

(tanda tangan)

: (néma lengkap) -
NIP,

Halaman: ............




PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
JURNAL PENERIMAAN KAS

FORMAT PPK-10

Halaman ¢ «.eee

Tgl.

No. Bukti

Kode Rekening

Uraian

Debit

Kredit

2

3

4

6

‘Cara Pengisian :

con wN-

Kolom (1) Tanggal diisi dengan tanggal transaksi atau kejadian keuangan
Kolom (2) Nomor Bukti, diisi dengan nomor bukti transaksi
Kolom (3) Kode Rekening, diisi dengan kode rekening obyek
sesuai dengan penggolongan transaksi atau kejadian yang dicatat

- Kolom (4) Uraian, diisl dengan nama rekening yang sesuai dengan kode rekemng kolom(3)
Kolom (5) Debit, diisi dengan jumlah rupiah yang didebit _
Kolom (6) Kredit, diisi dengan jumlah rupiah rekening yang di kredit




PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

~ FORMAT PPK-11

JURNAL PENGELUARAN KAS Halaman : .....
Tgl.| No. ‘Kode Rekening o Uraian Debit Kredit
1 2 3 4 5 6
Cara Penglsian :

Kolom (1) Tanggal, diisi dengan tanggal transaksi atau kejadian keuangan

Kolom (2) Nomor Bukti, diisi dengan nomor bukti transaksi

Kolom (3) Kode Rekening, diisi dengan kode rekening obyek
sesuai dengan penggolongan transaksi atau kejadian yang dicatat

- Kolom (4) Uraian, diisi dengan nama rekening yang sesuai dengan kode rekening kolom(3)
Kolom (5) Debit, diisi dengan jumtah rupiah yang didebit '

Kolom (6) Kredit, diisi dengan jumlah rupiah rekening yang di kredit

Sons wNo




A\

* PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

JURNAL UMUM

FORMAT PPK-12

Halaman ¢ .....

Tgl.i No. | Kode Rekening 1 Uralan Debit Kredit
Bukti .
1 2 3 y 5 5

~ Cara Pengislan :

- Kolom (1) Tanggal, diisi dengan tanggal transaksi atau kejadian keuangan
- Kolom (2) Nomor Bukti, diist dengan nomor bukti transaksi _
Kolom (3) Kode Rekening, diisi dengan kode rekening obyek
sesual dengan penggolongan transaksi atau kejadian yang dicatat
Kolom (4) Uraian, diisi dengan nama rekening yang sesuai dengan kode rekening kolom(3)
Kolom (5) Debit, diisi dengan jumiah rupiah yang didebit B :
Kolom (6) Kredit, diisi dengan jumiah rupiah rekening yang di kredit

ombh wN~




PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

© FORMAT PPK-13 -

o : BUKU BESAR

SKPD" :;:

- Kode Rek o —
Nama ot | | BRI H}alan?a‘n:.....v -
Tanagal ~Uraian ~Ref | Debit T Kredit ~Saido

Cara Penglslan

@w#pwe

Kolom (1)Tanggal diisi dengan tanggal transaksn atau kejadxan keuangan -
‘Kolom (2) Uraian diisi dengan uraian transaksi , :
Kolom (3) Ref, diisi dengan referensi asal data
“Kolom (4) Debit, diisi dengan jumlah rupiah yang dldeb:t
Kolom (8) Kredit, diisi dengan jumlah rupiah rekening yang di kredlt
Kolom (6) Saldo, dliSl dengan sehsuh antara kolom Deblt dengan Krednt




 PEMERINTAH ‘KVABUPATEN VKARANGANYAR

'BUKU BESAR PEMBANTU

FORMAT PPK-14

Kode Rekening Obyek = : Halaman ¢ .....
Nama Obyek R ; .
TeL | NO URAIAN Jumiah | Rincian Obyek  Rincian Obyek | Rincian Obyek | Rincian Obyek | Rincian Obyek | Rinclan Obyek | Rincian Obyek | Rincian Obyek | Rincian Obyek | Rincian Obyek
BUKM |~ e B e AR -. S -
1] 2 3 4 5 7 B 9 0 11 12 13 14

Cara Pengislan ;-

OB WN A

. Kolom (1) Tanggal, diisi dengan tanggal transaksi atau kejadian keuangan
. Kalom (2) Nomor bukti, diisi dengan nomor bukti transaksi o :
. Kolom (3) Uraian, diisi dengan uraian transaksi - o

. Kolom (4) Jumlah, diisi den

. Kaolom (5, dst),

gan jumlah total rincian obyek
diisi dengan jumlah fupiah per rincian obyek




FORMAT PPK-15

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN
" PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA

» SKPD .....
: TAHUN ANGGARAN csusaBesesase
_ . Sisa
Realisasi | Anggaran : ,
Nﬂmt: Uraian A‘:‘“"‘"::n Semester sid Prognosis | Keterangan |
ruru gga Pertama | Semester
‘ Pertama
1 ' 2 3 4 5 6 7

1 PENDAPATAN
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.1.9 Pendapatan Pajak Daerah
112 Pendapatan Retribusi Daerah
1' 1'3 Pendapatan Hasil Pengelolaan
1‘ 14 Kekayaan Daerah yang disahkan

o Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang Sah
12 | PENDAPATAN TRANSFER
124 | Transfer Pemerintah Pusat-Dana
1.2.1.1 | Perimbangan
1.2.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak =~ =
1.2.12 | Dana Bagi Hasii Bukan Pajak
(Sumber Daya Alam) :
1.2.1.3 | Dana Alokasi Unum
1.2.1.4 | Dana Alokasi Khusus
1.2.2 | Transfer Pemerintah Pusat-lainnya
1.2.2.1 | Dana Otonomi Khusus
1.2.22 | Dana Penyesuaian
1.3 LAIN-LA!N PENDAPATAN YANG
-~ | SAH
1.31 Pendapatan Hibah
1.3.2 | Pendapatan Dana Darurat
1.3.3 Pendapatan lainnya
- | Jumlah

2 - | BELANJA -
21 BELANJA OPERASI
211 Belanja Pegawai
2.1.2 - | Belanja Barang
213 Belanja Bunga -
214 Belanja Subsidi
215 Belanja Hibah
216 | Belanja Bantuan Sosial
2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan
22 | BELANJA MODAL
gg; Belanja Tanah -
2- 2-3 Belanja Peralatan dan Mesm
2'2- p Belanja Gedung dan Bangunan
2'2- 5 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan -
2- 2' 5 Belanja Aset Tetap lainnya

Belanja Aset lainnya




_ _ Sisa ,
o Realisasi | Anggaran ; ' L
Nomor | (srajan A.fl\umlah Semester s/d | Prognosis | Keterangan
Urut : gg9aran | pertama Semester | - o
- Pertama :
1 2 3 4 5 6 7
23 BELANJA TIDAK TERDUGA
2.341 Belanja Tidak Terduga
24 TRANSFER
241 Bagi Hasil Pajak ke Kabupateanota
242 Bagi Hasil Retribusi ke
243 Kabupaten/Kota -
" | Bagi Hasil Pendapatan lainnya ke
Kabupaten/Kota
Surplusi{Defisit)
3 PEMBtAYAAN :
3.1 PENERIMAAN DAERAH ,
3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perh:tungan
~{ Anggaran (SILPA) C
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan
3.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan
314 Penerimaan Pinjaman Daerah
3.15 Penerimaan  kembali  Pemberian
Pinjaman Daerah
3.1.6 | Penerimaan Piutang Daerah
: , Jumiah
3.2 PENGELUARAN DAERAH -
3.21 Pembentukan Dana Cadangan
322 Penyertaan Modal (Investas)
Pemerintah Daerah
323 Pembayaran Pokok Utang
3.24 Pemberian Pinjaman Daerah
Jumlah
Pembiayaan Neto
33 Sisa  Lebih Pembiayaan Anggaran
‘ (SILPA) '
. ,tanggal ....oveenirinennnene.
Pengguna Anggaran
- (nama lengkap) -

NIP.




FORMAT PPK-16

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
' LAPORAN REALISASI ANGGARAN ’
SKPD ....... .

" TAHUN ANGGARAN .....ccunereinene

(dalam rupiah)

Nomor

"~ Ursut -

v - Anggaran
Uralan . - . ‘Setelah | Realisasi
' ' Perubahan '

Lebih/
(Kurang)

2 | ER e 5

b b ad @b = wb

Y

b ed b b
ORI
b md b wmb

=
- N
A v

e ———
NN N AT QA S G N
oa hwh=

bbb PR PRNRRR

- b - md
Wiy =

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI

DAERAH

Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

PENDAPATAN TRANSFER

Transfer Pemerintah Pusat-Dana
Perimbangan

Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

Transfer Pemerintah Pusat-lainnya .
Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Hibah '

Pendapatan Dana Darurat

Pendapatan Lainnya

Jumlah

NONDWN -

‘Belanja Barang

BELANJA
BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai

Belanja Bunga

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Keuangan

BELANJA MODAL

Belanja Tanah

Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Aset Tetap lainnya

Belanja Aset lainnya




FORMAT PPK-17

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANY AR

 SKPD eeerereseessessesessasnss

NERACA

Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1

(dalam rupiah)

Jumiah Kenaikan (Penurunan
Uralan Tahunn | Tahunn-1 Jumiah %
1 2 3 - 4 5
ASET
ASET LANCAR
Kas

Kas di Bendahara Penenmaan
Kas di Bendahara Pengeluaran
Piutang

Piutang Pajak ,

Piutang Retribusi -

Piutang lain-lain

Persediaan

Jumlah

ASET TETAP.

Tanah

Tanah

Peralatan dan Mesm

Alat-alat Berat =

Alat-alat Angkut

Alat Bengkel

Alat Pertanian dan Petemakan
Alat-alat Kantor dan rumah Tangga
Alat Studio dan Alat Komunikasi
Alat Ukur :

Alat-alat kedokteran

- | Alat Laboratorium -

o Alat Keamanan

Gedung dan Bangunan
Bangunan Gedung
Bangunan Monumen
Jalan, Irigasi dan jaringan
Jalan dan Jembatan
Bangunan Air (Irigasi)
Instalasi

- _{ Jaringan

Asset Tetap lainnya

Buku dan Perpustakaan
Barang Bercorak
Kesenian/Kebudayaan
Hewan/Ternak dan Tumbuhan
Kontruksi Dalam Pengerjaan -
Kontruksi Dalam Pengerjaan

Jumlah

| ASET LAINNYA

Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan Tuntutan Gant: Keruglan
Daerah

Kemitraan dengan Plhak Ketiga

Asset Tak Berwujud ,

Aset Lain-lain

Jumlah

JUMLAH ASET




v Ufaian o

Jumlah

"Kenaikan (Penurunan

Tahunn

'l_’ahun n-1

-~ Jumlah

%

1

4

5

: : 1
KEWAJIBAN

4

5

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK .
Utang Perhitungan Pihak Ketiga
Uang Muka dari Kas Daerah
Pendapatan Diterima
Dimuka/Pendapatanyang
ditangguhkan -
Uang Jangka Pendek lainnya

Jumiah

EKUITAS DANA

EKUITAS DANA LANCAR
Cadangan Piutang . '
Cadangan Persediaan

Uang Muka dari Kas Daerah
R o - Jumlah

EKUITAS DAN INVESTASI
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Diinvestasikan dalam Aset [ainnya

Jumlah ‘ N

RIK PEMPROV

JUMLAH KEWAJIBAN DAN
____EKUITAS DANA

Pengguna Anggaran |

(nama lengkap)

NIP.




 Babl

~Bab i

FORMAT PPK-18

~ PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SKPD ........ .

Pendahuluan
1.1. Maksud dan tujuan PényusUnan Laporan Keuangan SKPD
-1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

3. Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

- APBDSKPD.

2.1. . Ekonomi Makro

2.2 Kebijakan Keuangan

 Babllil

‘BablV
- 4.1.  Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

BabV

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD )
© 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 3.2, Hambatan dan kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah

d:tetapkan

o

Kebijakan Akuntansi

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuahgan SKPD
4.3. Basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

SKPD

. 44. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada

dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

' Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

5.1. Rincian penjelasan masing- masmg Pos—Pos Pelaporan Keuangan SKPD
511 Pendapatan
5.1.2. Belanja



'51.3.  Pembiayaan (Khusus untuk SKPKD)
514, Aset o

'5.1.5.  Kewajiban
o 5.1.6. - Ekuitas dana | _ | .
 '52. Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang timbul
o ~ sehubungan dengan penérapan Basis Akrual atas Pendapatan dan
- Belanja dan rekohsiliasinya dengan penerapan Basis Kas, untuk Entitas =
- Akuntansi/Entitas pélaporan yang menggunakan Basis Akrual pada'

SKPD.

Bab Vi Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

Bab Vil Penutup.



KODE REKENING URQ'AN
1
112 12 |04 Investasi dalam Surat Utang Negara
1]2 |2 | 04] 01 Investasi dalam Surat Utang Negara ..
112 {2 [04]02]Dst.cnceciinirnnrarnneses
112 12 |05 Investasi Non Permanen lainnya
112 |2 1051 01 ] Investasi Non Permanen lainnya .......... reeersessess
112 (2 105102 | Dst..ceerenvenicnionrcananans ‘
112 12 Investasi Permanen
112 {2 |01 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
112 {2 101101 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ...................
112 |2 {01102 Dst..
112 (2 {02 Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan
112 |2 02| 01| Penyertaan Modal dalam Proyek Pemban@nan ................
112 12 102|102 1Dst.ccccccennenerrnaeannnnn...
112 12 {03 Penyertaan Modal Perusahaan Patungan
112 |2 ]03]01 ]| Penyertaan Modal Perusahaan Patungan .................
112 12 03|02 | Dst.ccenreeneianenciionrnnsecns
112 |2 |04 Investasi Permanen Lainnya
112 |2 |04 ] 01} Investasi Permanen Lainnya.....
112 |2 {04]02}Dst.ceeveiiiencnncnnennnnnnn.
113 ASET TETAP
113 1110 TANAH
113 11 104 Tanah Kantor
113 11 {01} 011} Tanah Kantor..........c.......
113 {1 101]102Dst...........
113 11102 Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit -
113 11 | 02} 01| Tanah Sarana Kesehatan Rumabh Sakit....................
113 11 }02]02]Dst.............
113 11 103 Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas
113 |1 103 01| Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas ......................
113 {1 103102] Dst............
113 11 {04 Tanah Sarana Kesehatan Poliklinik
113 |1 | 04| 01| Tanah Sarana Kesehatan POKINIK ....oovvrvenrreannenen.
113 |1 104]021|Dst........
113 |1 105 Tanah Sarana Pendidikan Taman Kanak-Kanak
113 |1 | 05| 01| Tanah Sarana Pendidikan Taman Kanak-Kanak ..................
113 |1 ]105{02]|Dst.............
113 |1 106 Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar
113 |1 } 06| 01 | Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar ..................
113 {1.106{02]Dst............. : :
1{3 {1 |07 Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan
113 | 1 | 07 | 01 | Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan.............
113 |1 107102} Dst...
1(3 {1108 Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan
13 |1 |08} 01| Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan............
113 11 1081}02 Dst .............
113 1 109 Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa/Khusus
113 11 |09 | 01| Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa............
113 |1 | 09|02} Tanah Sarana Pendidikan Luar Khusus .........
113 |1 |09103)Dst..............
113 |1 110 Tanah Sarana Pendidikan Pelatihan dan Khusus
113 11 ]10 ]| 01 | Tanah Sarana Pendidikan Pelatihan ............
113 11 ]10| 02 | Tanah Sarana Pendidikan Khusus ..............
113 |1 11003 | Dst.............




KODE

2 URAIAN

_ REKENING

3 1 [ 11 --{ Tanah Sarana Sosial Panti Asuhan

13 {1 {1101 ] Tanah Sarana Sostat Panti Asuhan .............-..

4311 | 11]02 Dst .............. ' . o

13 [71 {12 Tanah Sarana Sosial Panti Jompo.
311 | 12| 01 | Tanah Sarana Sosual Panu Jompo ceessrisssias

13 11 112102 Dst enavieeaesan . -
311 : 1341 Tanah Sarana Umum Terminal -
3 |1 | 13101 | Tanah Sarana Umum Temunal .............. '

13 11 113102 | Dst............. : '
3 11 {14 | Tanah Sarana Umum Demmaga =~ - -
3 |1 114 |01 | Tansh Sarana Umum Defmaga tirmioeesricees
3 |1 114102 Dst imeveenaes , ' :
3 11 t151- - ‘ Tanah Sarana Umum Lagangan Terbang Penntus .
3 {1:{15 | 01 { Tanah Sarana Umum Lapangan Terbang Perintis ............ :
3 11 115102 Dst .; ...... e :
3 [1]186 Tanah Sarana Umum Rumah Potong Hewan -~ =
3 [ 1 |16 | 01 | Tanah Sarana Umum Rumah Potong Hewan ............ '

13 |1.116102 Dst eei enneans g :
311 {17 . Tanah Sarana Umum Tempat Pe!e!angan kan .. s
3 |1 ]17 ] 01 | Tanah Sarana Umum Tempat Pelelangan tkan . ool e
3 11 |17]02 Dst ........ R : . . -
311 |18 . Tanah Sarana Umum Pasar - .
3 i1 {18 | 01 | Tanah Sarana Umum Pasar
311 (18] 02 Dst eteemeenebeses e
311 |19 Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Air Sampah -
3 11 119} 01 ] Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Air Sampah .............
3 {1 {19102 Dst....... ) ’ o
311 {20 ] - | Tanah Sarana Umum Taman
3 {1 120 ] 01 [ Tanah Sarana Umum Taman ...........
3 {1.]20]02 Dst ............... . S
3 i1 {2 Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat
3 11 121101 ]| Tanah Sarana Urnum Pusat Hlburan Rakyat
31112102 Dst...;...‘.....;. ‘
3 |1 {23 | Tanah Sarana Urum tbadah
3 |1 1221011 Tanah Sarana Umum lbadah ereeieane
31122102 Dst : R
3 11 123 - Tanah Sarana Stadion Olah Ra Ja : :
3 i1 | 23401 Tanah Sarana Stadlon Olah Ra Ja eeneiete
311 123]02 Dst ....... eveseen ce
311 {24| | Tanah Perumahan
3 |1 124101} Tanah Perumahan
311124102 0Dst.............. -
3 11.125 . 1 Tanah Pertanian
3 {1 j25]| 01| Tanah Peﬂanian ..... e B
3 i1 125]02 Dst R
3|1 26 - Tanah Perkebunan v
3 |1 |26 | 01| Tanah Perkebunan..... vemer
3 |11 ]126{02]Dst.............. - S
3 i1 27 -] Tanah Perikanan
3 '1 |27 ] 01| Tanah Perikanan ............ -
3 |1 ]27|02| Dst............. L
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L PENJELASANISI |
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pendahuluan

Maksud dan tujuan penyusunan Iaporan keuangan SKPD

‘Memuat penjelasan mengenal maksud dan tujuan Penyusunan Laporanf o

" Keuangan SKPD.

2.

‘-Babn,

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Memuat penjeiasan mengenai peraturan perundang—undangan yang", T
. berlaku sebagal Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan :
'”.SKPD _ ’ ) S o - -
Slstematuka penulrsan catatan atas Laporan Keuangan SKPD R
- Memuat penjelasan mengena| Slstematlka lSl catatan atas Laporan‘
c Keuangan SKPD o , - o
Ekonorm Makro, Kebljakan Keuangan dan Pencapalan Target Kmerja S
- . APBD SKPD L . S . .
Ekonomr Makro

“7tﬁ§21

23,

- Bab lll,

32,

Memuat penjelasan mengenal asumsi Makro Ekonoms yang mendasar;v

'. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD. Informasi yang disajikan - :
-~ memuat tentang posisi dan kondisi ‘Ekonomi Makro periode berjalan
~ dibandingkan dengan periode sebelumnya, d:bandmgkan dengan

Anggaran . pertama kali dan penjeiasan—penjelasan atas Pembahan

'Anggaran yang dzlakukan pada SKPD

‘Kebljakan Keuangan | | | o -
- Memuat penjelasan mengenal Kebuakan Keuangan dalam Penyusunan ,
 Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Daerah SKPD. Informasi yang -

~ disajikan memuat tentang posisi dan kondisi Keuangan periode berjalan =
~ dibandingkan - dengan = periode - sebelumnya, dlbandmgkan dengan

Anggaran sehubungan dengan Reahsasu Anggaran OPD.

'lndlkator Pencapalan Target Kmer;a Keuangan SKPD , S
~ Memuat penjelasan mengenai Indikator Pencapaian Target Kmer]a APBD o
~ SKPD, berupa Indikator Program dan Kegiatan SKPD yang dilaksanakan
. pada tahun. pelaporan Indikator Pencapaian Target Kinerja menyajikan -
~ Informasi tentang Pencapaian Efektaﬁtas dan Eﬁsuens: Program dan L

;Keg:atan yang dllaksanakan SKPD

Ikhtlsar Pencapalan Kmerja Keuangan

':_lktlsar Reahsasn Pencapalan Target Kmerja Keuangan SKPD

- Memuat ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD pada SKPD, N 7‘5’
. berupa Realisasi Pencapaian Efektifitas dan Efsnensu Program dan R
o kegratan yang dllaksanakan SKPD ' . : ’

Hambatan dan. Kendata yang ada dalam Pencapalan Target -
‘yang telah ditetapkan : -

- Memuat hambatan dan kendala yang d:hadap: da!am Pencapa:an Target
Kinerja yang telah ditetapkan pada SKPD, baik kendala dan hambatan
yang bersifat dapat dlkendalakan maupun yang ttdak dapat d:kendalakanv

‘(force ma/ew)



Bab v Kebuakan Akuntansn E 5 _ DR

42 Basis Akuntansn yang mendasarl Penyhu'sun:énf' I_-'ap(‘)"ran"*,i"‘}i

44 Penerapan Kebuakan Akuntansu berkaltan dengan ketentuan'_",.  ,_

 .Bﬁv_

1 Entltas AkuntansuEntltas Peiaporan Keuangan Daerah e
‘ ,:;Memuat informasi tentang Entltas AkuntanS| dan Entltas Pelaporan»

L Keuangan daerah SKPD

' Keuangan SKPD -

© Memuat - _informasi tentangx 83515 Akuntans; yang '“e“daéa.fi"’? SN

, | . Penyusunan Laporan Keuangan Daerah SKPD

4.3, :Ba5|s pengukuran yang mendasarl Penyusunan Laporan

' Keuangan SKPD

-~ Memuat informasi tentang bésns pengukuran atas Penyusunan Pos—Pos' g
Laporan Keuangan Daerah SKPD SR R

~ yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. _ _
- Memuat informasi tentang Kebijakan Akuntansi - yang telah dlterapkanﬂ.‘fj
dan Kebijakan Akuntansi . yang belum- diterapkan sesuai dengan

~ ketentuan' yang ada dalam Standar Akuntansi Pemermtahan dalam

) Penyusunan dan Penyajlan Laporan Keuangan SKPD

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

o 51 Rmclan dan penjelasan masmg-masmg Pos-Pos Pelaporan]’

3 "_Keuangan SKPD

511, Pendapatan DU ' i e
R Memuat informasi tentang rmcnan dan pen]elasan pos pendapatan
. a. Pendapatan Asli Daerah -

b. Dana Perimbangan (Khusus untuk SKPKD)

B -C. Laln—lam Pendapatan Yang Sah (Khusus untuk SKPKD)

  " '.512 Belanja SERCERREER o

o Memuat :nformaS| tentang nncxan dan penjelasan Pos Be!anja
Belanja Pegawai o e

- Belanja Barang dan Jasa

BelanjaModal =~ .~

. Belanja Bunga (Khusus untuk SKPKD)

Belanja Subsidi (Khusus untuk SKPKD)

- Belanja Hibah (Khusus untuk SKPKD)

. Belanja Sosial (Khusus untuk SKPKD) -

Belanja Bagi Hasil (Khusus untuk SKPKD)

Belanja ttdak terduga (Khusus untuk SKPKD)

_mFeseanrs

‘:5 1 3 Pemb:ayaan (Khusus untuk SKPKD)

‘ 514 Aset

: Memuat mformasn tentang nnc1an dan penjelasan Pos Aset: .
‘Aset Lancar '
. Investasi Jangka Panjang (Khusus untuk SKPKD)
~Aset Tetap :
Dana Cadangan (Khusus untuk SKPKD)
Aset Lam-lam

4999dw
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e

52

545, * Kewaiiban

Memuat informasi tentang rincian dan pen;elasan Pos Kewajlban
a.. Kewaiiban Jangka Pendek
b. Kewajlban Jangka Panjang (Khusus SKPKD)

5.1 6 Ekultas dana

Memuat mformasa tetang nncsan dan penjelasan Pos Ekustas Dana;
a. Ekuitas Dana Lancar

b. Ekuitas Dana Investasi

c. Ekmtas Dana Cadangan (Khusus untuk SKPKD)

Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang txmbul

sehubungan dengan penerapan basis akrual atas Pendapatan dan -

Belanja dan Rekonsiliasinya dengan penerapan basls Kas, unitiN
Entitas Pelaporan yang menggunakan Basis Akrual.

Memuat informasi tentang kebijakan Akuntansi yang diharuskan oleh
pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengungkapan atas Pos-
Pos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan
Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan
penerapan Basis Kas, untuk Entitas Pelaporan yang menggunakan
Basis Akrual. Rekonsiliasi ditujukan untuk menyajikan hubungan antara
Laporan Kinerja Keuangan dengan Laporan Realisasi Anggaran.
Laporan Rekonsiliasi dimulai dengan penambahan atau pengurangan
Ekuitas yang berasal dari Laporan Kinerja yang disusun berdasarkan
Basss Akrual. : . »

Penjelasan atas informasi-informasinonkeuangan SKPD

- Me
‘' 'ma
- a.

®aooT

sa@

muat informasi tentang hal-hal yang belum dunfon'nasman dalam bagian
napun dari laporan keuangan, yaitu ;

Domisili dan bentuk Hukum suatu entitas serta juridiksi tempat entitas
tersebut berada.

Penjelasan mengenai sifat operas: entltas kegiatan pokoknya

Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya.
Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan.

Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen

~ baru.
Komitmen atau kontuens: yang tidak dapat dlsajikan pada neraca.

Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan.

Kejadian yang mempunyai dampak social, misalnya adanya pemogokan
yang harus ditanggung pemerintah. .

Penutup

- Memuat uraian penutup yang dapat berupa smpulan-s:mpulan penting tentang
- laporan keuangan » ’

............ , tanggal ........
Pengguna Anggaran

( Tandatangan )

( Nama lengkap )
NIP.



" FORMATPPK-19  ~

S PERNYATAAN"TANGGUNG’JAWAB-- St

Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Karanganyar yang terdln danv B

" (a) Laporan Reallsas1 Anggaran (b) Neraca (c) Catatan atas Laporan Keuangan’i

Tahun Anggaran.....-;... sebagalmana terlamplr adalah tanggung Jawab kaml '

i Laporan Keuangan tersebut telah dlsusun berdasarkan snstem pengendallan e

o mtem yang memada1 dan lslnya telah menyajlkan tnformas: pelaksanaan anggaran oo

pos:sn keuangan dan catatan atas Iaporan keuangan secara Iayak sesuai denganf -

| Standar Akuntans: Pemenntahan

Karanganya' 13“993' ---‘4#’§é?f201;".j SO

.~ (tanda vta'nga'n')v

o (nama I'é_gvﬁ kap) R
NP




FORMAT PPK-20

FORMAT PENGANTAR SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)

- KABUPATEN KARANGANYAR
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
NOMOR ...............................................
- Uang Persediaan Gant: Uang Persediaan Ganti Uang Persediaan Pembayaran Langsung
[1}1SPM-UP O [21SPM-GU O [3]1 SPM-TU O [4] SPM-LS O
Kode ~ Kode

1. [SKPD? i) () | 7. | Urusan Pemenntahan ............... eeenns)
2. UnitKeg)az’ ............... (o) | 8. NamaProgram° wrververensenni {rerennd)
3. {Alamat® ] e (o) | O Nama Kegaatan L F3 (oreen)
4. | No. DPA- N DS [T (ceeeeee ) ' ,

SKPD/DPPA-
5. | SKPDDPAL-SKPD ¥ | :| oovrerernecne [
| Tanggal DPA- N :
| SKPD/DPPA- - v
8. | SKPD/DPAL-SKPD ¥ | i} .covninces Goinnd

Bulan " ’




S .

Kepada Yth. o ,

Kepala Badan Keuangan Daerah -

' Ca. Kabld Perbendaharaan dan Kas Daerah
di-

............

Dengan memperhatlkan Peraturan Bupatl Karanganyar Nomor ......... Tahuh;' .........

: tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Perlntah Membayar sebagal berlkut
Jumiah Pembayaran yang dlmmm " o - S |
Untuk Keperluan ' S o B (tetbilahg;;...L..‘g,.g‘.;......’.,‘.':....)
Nama Bendahara Pengeluaraanlhak Ketlga e s '
Alamat ' ’

No Rekenlng Bank

15) B v

......................

R
" Pengguna Anggaranlkhasa Pengguna Anggaran
" (Tandatangan) =

 (nama lengkap)

NIP.
. BUPATI KARANGANYAR/ P
”~ JULIYATMONO
, Telah Dikoordinasikan dengan _
No o - Pejabat - ~ Paraf - |.
1 A3|sten Administrasi Sekda WALZ
2 | Kepala BKD ' P
3 | Kepala Bidang Perbendaharaan dan »’Z( .
| Kas Daerah , R4
Y
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